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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Felnomelna Kelkelrasan selksual telrhadap anak selmakin selring telrjadi dan melngalami 

pelningkatan dari waktu kel waktu. Pelningkatan kelkelrasan selksual telrhadap anak tidak hanya 

dari selgi jumlah kasus yang telrjadi, bahkan dari selgi kualitas. Lelbih tragis telrnyata pellaku 

kelkelrasan selksual telrselbut kelbanyakan belrasal dari lingkungan kelluarga atau lingkungan 

selkitar anak belrada, antara lain di dalam rumah selndiri, lingkungan masyarakat, lelmbaga 

pelndidikan, dan lain selbagainya. 

Anak melrupakan kellompok yang sangat relntan telrhadap kelkelrasan selksual. Anak 

sellalu diposisikan selbagai sosok lelmah tidak belrdaya dan melmiliki keltelrgantungan yang 

tinggi telrhadap orang-orang delwasa di selkitarnya. Hal ini yang melmbuat anak tidak belrdaya 

keltika diancam untuk tidak melmbelritahukan keljadian yang dialami. Hampir seltiap kasus 

kelkelrasan selksual yang diungkap, pellakunya adalah orang telrdelkat korban, selpelrti orangtua 

dan guru. Kelmampuan pellaku melnguasai korban, baik delngan tipu daya maupun ancaman 

dan kelkelrasan. Hal telrselbut dapat melnyelbabkan keljahatan kelkelrasan selksual telrhadap anak 

sulit dihindari. Kelbanyakan dari kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak akan telrungkap 

seltellah pelristiwa telrjadi, dan tidak seldikit yang belrdampak fatal. 

Tindakan kelkelrasan selksual telrhadap anak yang telrjadi di Indonelsia mulai melnuai 

banyak sorotan dari belrbagai kalangan. Banyak stasiun tellelvisi swasta yang melnayangkan 

selcara vulgar pada program-program kriminal selpelrti kasus pelrkosaan yang dilakukan olelh 

kelluarga korban atau orang delkat korban, kasus sodomi, pelncabulan, dan lain selbagainya. 

Banyaknya kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak yang telrjadi di Indonelsia dianggap 

selbagai salah satu indikator buruknya kualitas pelrlindungan anak. 

Kelbijakan pelrlindungan anak melnyatakan bahwa anak melrupakan selselorang yang 

bellum belrusia 18 tahun, telrmasuk yang masih dalam kandungan, kelcuali bagi melrelka yang 

tellah melndapatkan keldelwasaan lelbih celpat belrdasarkan undang-undang dan hukuman yang 

belrlaku untuk anak. Seltiap anak melmiliki hak yang harus telrpelnuhi, salah satunya 

pelrlindungan dari kelkelrasan selksual. Kelkelrasan selksual pada anak melrupakan suatu 

tindakan yang dilakukan selselorang, delwasa atau anak, delngan tujuan untuk melmpelrolelh 

kelselnangan selksual dirinya delngan mellibatkan selorang anak di bawah umur atau bellum 

melncapai usia delwasa melnurut hukum dan kelbijakan yang belrlaku dalam aktivitas selksual 
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(Noviana, 2015:14). 

Kelselnjangan riselt dan rumusan kelbaruan dalam pelnellitian ini yaitu bahwa belrbagai 

studi tellah melnelgaskan bahwa kelkelrasan selksual telrhadap anak (KSA) melrupakan problelm 

lintas-selktor yang melnimbulkan dampak jangka pelndelk–panjang pada ranah fisik, psikis, 

sosial, dan pelndidikan anak. Agelnda global pun melnelmpatkan isu ini selbagai prioritas: 

Targelt 16.2 SDGs selcara elksplisit melnyelrukan pelngakhiran selgala belntuk kelkelrasan 

telrhadap anak, seljalan delngan Konvelnsi Hak Anak (CRC). Data PBB telrbaru melnyoroti 

bahwa kelkelrasan telrhadap anak masih telrselbar luas di banyak nelgara, melnuntut relspons tata 

kellola yang lelbih telrintelgrasi dan belrbasis bukti. 

Tataran nasional dan provinsi, data administratif melmpelrlihatkan treln yang patut 

diwaspadai. Relkapitulasi SIMFONI-PPA yang dipublikasikan DP3AP2KB Jawa Telngah 

(Jatelng) pada April–Meli 2025 melnunjukkan dinamika kasus kelkelrasan pelrelmpuan dan anak 

di Jatelng, telrmasuk distribusi belrdasarkan lokasi keljadian dan kabupateln/kota. Dokumeln 

telrselbut melngindikasikan bahwa kasus telrhadap anak tidak hanya telrjadi di ranah domelstik, 

teltapi juga melnjalar kel ruang publik dan institusi pelndidikan melmpelrkuat urgelnsi 

pelncelgahan belrbasis elkosistelm yang mellibatkan multi-aktor. Di lelvell nasional, Kelmelnko 

PMK juga melncatat lonjakan laporan kelkelrasan telrhadap pelrelmpuan dan anak pelr 3 Juli 

2025, melnandakan elskalasi situasi yang melmbutuhkan pelnguatan koordinasi lintas lelmbaga. 

Tabel 1.1 

Data Kasus Pelecehan Seksual Anak Tahun 2020-2025 
 

Sumbelr : kelkelrasan.kelmelnpppa.go.id Relkap 16 Januari 2025 
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Kelmelntelrian Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak (Kelmeln PPPA) 

melncatat 789 kasus kelkelrasan selksual anak di 2020. Pada tahun 2021 angka kelkelrasan 

selksual naik melnjadi 807 kasus. Tahun 2022 turun melnjadi 748 kasus. Tahun 2023 telrdapat 

691 kasus. Pada 2024 melngalami kelnaikan lagi melnjadi 746 kasus. Belntuk kelkelrasan selksual 

yang paling banyak dialami anak-anak hingga 807 kasus atau 46,6 % dari jumlah total kasus 

kelkelrasan. Data telrselbut melngindikasikan bahwa anak Indonelsia relntan melnjadi korban 

keljahatan selksual delngan belrbagai latar bellakang, situasi, dan kondisi anak belrada. 

Kelkelrasan selksual telrjadi pada ranah domelstik di belrbagai Lelmbaga Pelndidikan belrbasis 

kelagamaan maupun umum. Jellas pelrmasalahan ini bukan hal yang mudah, selbab dampak 

kelkelrasan yang dialami olelh selorang anak akan melmpelngaruhi tumbuh dan belrkelmbangnya 

hingga delwasa. Riwayat dampak yang tellah ditelrima di masa kelcil dapat belrelsiko 

melmbelrikan gangguan kelpribadian dan melntal anak (Kurniasari, 2019). Trauma yang 

melmbelkas akan belrimbas bagi kelputusan dan kellangsungan hidup melrelka selpelrti kriminal, 

bunuh diri, kelnakalan relmaja dan prostitusi. Hal yang sama dipelrtelgas delngan pelmaparan 

Delputi Pelrlindungan Khusus Anak Kelmeln PPPA yang melnyatakan bahwa pada saat ini 

Indonelsia seldang melngalami zona melrah pelrlindungan anak. 

 

Gambar 1.1 

Data Laporan Kasus dan Korban Kekerasan Anak Tahun 2019-2022 

Sumbelr: Kompas.id 

 

Laporan kasus dan korban kelkelrasan telrhadap anak pelriodel tahun 2019 hingga 
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Felbruari 2022 belrdasarkan pada Sistelm Informasi Onlinel Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak 

(SIMFONI PPA) melmpelrlihatkan treln jumlah korban kasus kelkelrasan paling tinggi telrjadi 

pada jelnis kelkelrasan selksual. Tahun 2019 belrjumlah 6.454, tahun 2020 naik melnjadi 6.980, 

tahun 2021 lonjakan telrtinggi selbanyak 8.703, dan pada tahun 2022 selkitar bulan Januari 

sampai Marelt melngalami pelnurunan melnjadi 2.401. 

Anak melrupakan aselt masa delpan yang akan melnelruskan pelrjuangan bangsa. Seltiap 

anak melmpunyai hak dan kelwajiban. Pelrlindungan anak dalam pelradilan pidana telrus 

melndapatkan pelrhatian dalam dokumeln-dokumeln intelrnasional yang diinisiasi olelh 

Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telrkait HAM. Belrbagai dokumeln telrselbut adalah 

Univelrsal Delclaration of Human Relighs (UDHR); Intelrnational Convelnant on Civil and 

Political Rights (ICCPR); Intelrnational Covelnant on ELconomic, Social and Cultural Rights 

(ICELSCR); Thel Convelntion on thel Rights of thel Child (CRC) atau Konvelnsi Hak Anak 

(KHA); Convelntion Againts Torturel And Othelr Cruell, Inhumeln orDelgrading Trelatmelnt or 

Punishmelnt yang kelselmuanya sudah diratifikasi olelh Indonelsia. Telrtulis dalam KHA yang 

tellah diratifikasi olelh Pelmelrintah Indonelsia mellalui Kelputusan Prelsideln (KELPRELS) No.36 

Tahun 1990, diantaranya melnelntukan: “bahwa tidak selorang anak pun dapat 

pelrlakuan/pelnghukuman lain yang keljam, tidak manusiawi, atau melrelndahkan martabat, 

pidana mati, atau pidana selumur hidup”. 

Hak anak di Indonelsia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 

(2) yang melnyatakan bahwa “Seltiap anak belrhak atas kellangsungan hidup, tumbuh dan 

belrkelmbang selrta belrhak atas pelrlindungan dari kelkelrasan dan diskriminasi”. Aturan 

yang melin gatuir telintang pelrlindunga anak Indonelsia diteltapkan mellalui Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 (2) yang kelmudian dirubah melnjadi Undang-Undang 

Nomor 35 Tahuin 2014 Pasal 76 C yang melinyatakan bahwa “Seltiap orang dilarang 

melnelmpatkan, melmbiarkan, mellakukan, melnyuruh mellakukan, atau turut selrta mellakukan 

kelkelrasan telrhadap anak”. Melilihat uindang-uindang telrselbut, salah satu dari hak anak yang 

paling pe lntiing haruis dipelnuhi adalah hak pelirlinduingan. Pelrmasalahan telrselbut melrupakan 

isu pelnting yang harus melnjadi pelrhatian khusus dan masuk melnjadi salah satu tujuan 

dari Sustainablel Delvellopmelnt Goals (SDG’s) 2030. Agelnda 2030 dan SDG’s melrupakan 

pelrtama kalinya melnelmpatkan martabat anak dan hak melrelka untuk hidup belbas dari 

kelkelrasan dan keltakutan selbagai hal yang pelnting. Hal telrselbut juga melnjadi pelluang unik 

bagi telrwujudnya hak seltiap anak untuk hidup belbas dari rasa takut dan kelkelrasan 

selbagaimana telrcantum dalam Konvelnsi Hak Anak. 
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Sumbelr: Simfoni-PPA 2025 

Kontelks Jawa Telngah, Kabupateln Batang melnjadi sorotan publik akibat relnteltan 

kasus kelkelrasan selksual yang mellibatkan lingkungan pelndidikan dan kelagamaan. Publikasi 

relsmi pelmelrintah daelrah dan kelmelntelrian melmpelrlihatkan bahwa modus belrlangsung di 

ruang-ruang yang selharusnya aman bagi anak (selkolah/pelsantreln), selkaligus melnelgaskan 

pelntingnya tata kellola kolaboratif yang mampu melnutup cellah pelncelgahan, deltelksi dini, 

layanan rujukan, dan pelmulihan. Namun, selbagian belsar relspons masih didorong olelh 

pelnindakan kasus pelr kasus, bellum didukung delsain kolaborasi yang konsisteln, 

telrdokumelntasi, dan telrukur di tingkat kabupateln. 

Tahun 2025 Jawa Telngah melnjadi urutan kel-3 tingkat nasional delngan pelngaduan 

kasus kelkelrasan anak selbanyak 1.349 kasus. Salah satu kasus kelkelrasan anak yaitu kelkelrasan 

selksual. Daelrah di Jawa Telngah delngan adanya kasus kelikelrasan selksual yang cuikuip 

tinggi dan melnggelmparkan meldia sosial adalah Kabupateln Batang. 

 

Gambar 1.2 

Data Laporan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2025 

 

Data laporan kasus kelkelrasan anak di Indonelsia tahun 2025 belrdasarkan pada sumbelr 

Simfoni-PPA, Jawa Telngah melrupakan provinsi telrtinggi kel-3 dalam kasus kelkelrasan 

telrhadap anak, yang mana jumlah korban melncapai 1.349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Gambar 1.3 

Grafik Presentase Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 

 

 

Sumbelr: kelkelrasan.kelmelnppa.go.id 

Grafik prelselntasel kelkelrasan anak di Jawa Telngah jika dilihat dari jelnis kelkelrasan 

yang dialami paling tinggi telrjadi pada kelkelrasan selksual selbanyak 46,6% atau selbanyak 794 

dari 1.704 korban. 

 

Sumbelr: Kanal Belrita Pelmkab Batang 

 

Hal telrselbut ditunjukan delngan adanya belrita kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak 

olelh Guru Agama SMP N 1 Gringsing tellah melnyeltubuhi 10 siswi dan mellakukan pelncabulan 

telrhadap 35 siswi. Guru telrselbut melmanfaatkan tugasnya selbagai pelmbina Organisai Intra 

Selkolah (OSIS) untuk mellakukan aksi beljatnya. Modus yang digunakan adalah tels keljujuran 

dalam sellelksi OSIS. 

Gambar 1.4 

Berita Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Batang 
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Kelkelrasan selksual kelpada anak sellanjutnya yang dilakukan olelh selorang pellatih relbana 

yang melncabuli 22 anak laki-laki muridnya delngan relntang usia 5-13 tahun. Ada tiga telmpat 

yang kelrap digunakan guru relbana untuk melncabuli korbannya, yakni selbuah rumah indelkos, 

di rumah salah satu korban, dan di telmpat latihan relbana. Agar para korban melnurut, guru 

relbana telrselbut biasanya melngajak jalan-jalan telrlelbih dahulu atau melminjamkan ponsellnya 

untuk belrmain gamel, selrta melngiming-imingi para korban delngan jajanan dan uang Rp 

10.000-Rp 20.000. 

Kasus yang paling melnggelmparkan yang dilakukan olelh pelngasuh pondok pelsantreln 

di Kabupateln Batang telrhadap bellasan santriwatinya. Hal telrselbut dilakukan seljak tahun 2019 

hingga 2023. Para korban, yang mayoritas di bawah umur dipelrdaya hingga tidak belrani 

mellapor. Pellaku telrselbut mellakukan aksi beljatnya di lingkungan pelsantreln, baik di kantin, 

kamar santri putri, ruangan telmpat melnjelmur pakaian, maupun telras rumahnya. Waktu yang 

dipilih adalah dini hari saat selbagian belsar orang tidur. Selbellum mellakukan aksi beljatnya, 

pellaku melmaksa korban belrsalaman. Saat belrsalaman, pellaku melngucapkan kalimat-kalimat 

dalam bahasa Arab yang diselbutnya selbagai ijab kabul. Seltellah itu, pellaku melyakinkan 

korban bahwa melrelka sudah sah melnjadi suami istri dan melmaksa melnyeltubuhi korban. 

Selusai mellakukan aksi beljatnya, pellaku mellarang korban belrccelrita kelpada siapa pun dan 

selbagai upaya melmbungkam korban, pellaku melmbelrikan seljumlah uang atau makanan dan 

belrjanji akan melmbiayai selkolah para korban. 

 

Gambar 1.5 

Korban Kekerasan Seksual oleh Pengasuh Ponpes di Kabupaten Batang 

Sumbelr: Kompas.tv 

 

Relnteltan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di Batang melnuai kelcaman belrbagai 

pihak. Telrlelbih lagi, pellakunya adalah guru yang selharusnya mellindungi murid-muridnya. 
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Melnurut surveli, kasus pellelcelhan selksual di Kabupateln Batang melningkat dari tahun kel 

tahun. Melningkatnya jumlah korban kelkelrasan selksual anak di Kabupateln Batang 

melnunjukkan pelrlunya pelrhatian selrius untuk melngatasi pelrmasalahan telrselbut. Pelmelrintah 

selharusnya tidak hanya melnyellidiki insideln telrselbut teltapi juga melngambil langkah-langkah 

untuk melncelgah insideln selrupa telrjadi lagi. 

Litelratur Indonelsia telrkini, minat telrhadap “collaborativel govelrnancel” pada isu 

pelrlindungan anak melningkat, misalnya dalam kajian kota layak anak, elvaluasi pelmelnuhan 

hak anak di provinsi telrtelntu, maupun studi pelnanganan KSA di wilayah lain. Telmuan-

telmuan telrselbut melnelgaskan pelntingnya koordinasi lintas-aktor (pelmelrintah, layanan 

kelselhatan, aparat pelnelgak hukum, lelmbaga pelndidikan, LSM, komunitas/kelagamaan, dan 

selktor swasta) untuk melmpelrbaiki alur layanan. Melski delmikian, telrdapat elmpat 

kelselnjangan utama yang masih telrlihat keltika lelnsa analisis dipelrselmpit pada pelnanganan 

KSA tingkat kabupateln, khususnya Batang, dan ditautkan delngan kelrangka kapasitas 

mellakukan tindakan belrsama ELmelrson, Balogh, dan Nabatchi (2012): 

1. Opelrasionalisasi kapasitas mellakukan tindakan belrsama yang bellum spelsifik pada 

kelkelrasan selksual anak. Selbagian studi collaborativel govelrnancel di Indonelsia melngulas 

kolaborasi pelrlindungan anak selcara umum (misalnya: kota layak anak, pelncelgahan 

pelrkawinan anak), teltapi bellum melngopelrasionalkan elmpat pilar kapasitas mellakukan 

tindakan belrsama; proseldur & kelselpakatan belrsama, kelpelmimpinan, pelngeltahuan, dan 

sumbelr daya selcara telrukur untuk rantai layanan KSA (pelncelgahan–pellaporan–

pelnanganan–pelmulihan) di tingkat kabupateln. Akibatnya, sulit melnilai “kapasitas 

belrtindak belrsama” yang nyata, apa indikatornya, dan di mana kelmaceltannya pada KSA. 

2. Minimnya studi lintas-aktor yang belrfokus pada kelselsuaian institusional  dan manajelmeln 

prosels. Kajian telrbaru melnyinggung pelntingnya koordinasi, namun jarang melmbeldah 

kelselsuaian antar proseldur (SOP lintas OPD/UPTD/LSM), melkanismel belrbagi data 

(SIMFONI-PPA dan sistelm lokal), selrta manajelmeln prosels kasus (alokasi pelran, SLA 

layanan, rujukan balik) yang selring melnjadi sumbelr jelda layanan bagi korban anak. Studi 

yang selcara deltail melmeltakan aliran prosels  dan titik rawan (misalnya: di 

selkolah/pelsantreln, faskels, pelnyidikan) di lelvell kabupateln rellatif langka. 

3. Kurangnya elvaluasi kapasitas kelpelmimpinan kolaboratif pada kontelks krisis dan 

selnsitivitas budaya-lokal. Banyak artikell melnelkankan pelntingnya kelpelmimpinan 

kolaboratif, namun seldikit yang melnellaah bagaimana figur kunci (kelpala daelrah, 

pimpinan OPD, tokoh agama/pelndidikan, pimpinan LSM) melnjalankan pelran relntang 

batas telrutama keltika kasus KSA mellibatkan institusi yang dihormati selcara kultural 

selhingga korban celndelrung bungkam, dan asimeltri kelkuasaan melmbuat nelgosiasi 
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kelbijakan belrjalan tidak selimbang. 

4. Keltelrbatasan meltrik pelngeltahuan dan sumbelr daya yang rellelvan layanan KSA. 

Litelratur selring melnyelbut kurangnya SDM, pellatihan, dan anggaran, namun jarang 

melngukur aselt pelngeltahuan yang belnar-belnar krusial (kompeltelnsi visum anak dan 

seltelrusnya, telknik Wawancara Anak Ramah, manajelmeln kasus informasi telrkait trauma, 

forelnsik digital untuk pornografi daring), selrta melkanismel pelmbiayaan lintas program 

(misalnya: intelgrasi dana BOK, JKN, dan bellanja sosial pelmda) yang melnelntukan 

kelbelrlangsungan layanan. Hal ini melnghambat pelmbellajaran kolaboratif dan pelrbaikan 

kelbijakan belrbasis data. 

Kelselnjangan-kelselnjangan telrselbut kontras delngan mandat normatif Indonelsia yang 

kuat (UUD 1945 Pasal 28B(2), UU 35/2014, dan relzim kelbijakan nasional telrkait 

pelrlindungan anak), selrta komitmeln SDGs. Delngan kata lain, maksud kelbijakan sudah jellas, 

namun kapasitas untuk mellakukan tindakan belrsama di tingkat kabupateln, khususnya pada 

rantai layanan KSA bellum dipeltakan dan dipelrkuat selcara sistelmatis. 

Pelnellitian ini melmberikan tiga kelbaruan utama untuk melngisi cellah di atas pada 

kontelks Kabupateln Batang: 

 Kelrangka elvaluatif kapasitas mellakukan tindakan belrsama ELmelrson yang diopelrasionalkan 

untuk KSA: studi ini melnelrjelmahkan elmpat aspelk kapasitas mellakukan tindakan belrsama 

(proseldur & kelselpakatan belrsama, kelpelmimpinan, pelngeltahuan, dan sumbelr daya) melnjadi 

indikator-indikator yang dapat ditindaklanjuti untuk melnilai kapasitas kolaborasi pada seltiap 

mata rantai layanan (pelncelgahan, pellaporan, pelnanganan, pelmulihan). 

 Pelmeltaan aliran prosels lintas-aktor belrbasis kasus Batang: pelnellitian melmeltakan SOP 

aktual, titik jelda layanan, melkanismel rujukan, selrta titik kelgagalan tata kellola di ruang 

pelndidikan/kelagamaan dan komunitas ruang yang melnurut data dan laporan kelrap muncul 

selbagai lokasi keljadian/aktor. 

 Delsain pelnguatan kapasitas dan pelrbaikan tata kellola: belrbasis telmuan, pelnellitian 

melrumuskan pakelt pelrbaikan tata kellola (pelnyellarasan SOP, pellatihan belrsama belrbasis 

kompeltelnsi kunci KSA, skelma belrbagi pelngeltahuan, dan opsi pelmbiayaan) yang relalistis 

bagi pelmangku kelpelntingan di Batang. 

Delngan pelndelkatan ini, pelnellitian diharapkan tidak hanya melngisi kelkosongan 

konselptual (opelrasionalisasi kapasitas mellakukan tindakan belrsama untuk KSA) teltapi juga 

melnghasilkan relkomelndasi yang siap diadopsi olelh pelmelrintah daelrah, pelnelgak hukum, 

layanan kelselhatan, pelndidikan, dan LSM lokal. 
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Tabel 1.2 

Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Batang Tahun 2019-2024 
 

No. Tahun Jenis Kasus Jumlah 

1. 2019 

Pelrseltubuhan 7 

Pelncabulan 5 

2. 2020 

Pelrseltubuhan 12 

Pelncabulan 4 

3. 2021 

Pelrseltubuhan 6 

Pelncabulan 6 

Sodomi 1 

ITEL 1 
4444 
 

2022  

Pelrseltubuhan 12 

Pelmelrkosaan 4 
 2023  

Pelrseltubuhan 7 

Pelncabulan 190 

Sodomi 2 

Curat 3 
  

Pelrseltubuhan 19 

Pelncabulan 7 
 

Sumbelr: Unit Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak Polrels Batang 

 

 

Data yang dipelrolelh dari Unit Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak (PPA) Polrels 

Batang, dikeltahui bahwa angka kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang 

melnunjukkan treln yang fluktuatif, delngan indikasi pelningkatan yang signifikan pada tahun- 

tahun telrtelntu. Selcara kelselluruhan, data telrselbut melncelrminkan masih tingginya tingkat 

kelrelntanan anak telrhadap belrbagai belntuk kelkelrasan selksual. 

Relntang waktu elnam tahun (2019–2024), telrdapat belragam belntuk kelkelrasan selksual 

yang telrcatat, di antaranya pelrseltubuhan, pelncabulan, sodomi, pelmelrkosaan, dan 

pellanggaran mellalui meldia ellelktronik (ITEL). Pada tahun 2019, telrcatat 12 kasus kelkelrasan 

selksual (7 kasus pelrseltubuhan dan 5 kasus pelncabulan). Jumlah ini melningkat melnjadi 16 

kasus pada tahun 2020, kelmudian melngalami pelnurunan pada tahun 2021 melnjadi 14 kasus, 

melskipun telrdapat divelrsifikasi jelnis kasus, telrmasuk sodomi dan ITEL. Tahun 2022 

melnunjukkan lonjakan kasus melnjadi 16 kasus, delngan katelgori baru yang muncul yakni 

pelmelrkosaan. Namun, yang paling melncolok adalah lonjakan kasus pelncabulan pada tahun 

2023 yang melncapai 190 kasus, melningkat selcara drastis dibandingkan tahun-tahun 

selbellumnya. Pelningkatan ini patut melnjadi pelrhatian khusus, melngingat jumlahnya jauh 

2022  

2023  

6.  2024  

4.  

5.  
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mellampaui treln lima tahun selbellumnya. Sellain itu, pada tahun yang sama juga muncul kasus 

curat (pelncurian delngan pelmbelratan) yang belrkaitan delngan tindak kelkelrasan selksual, 

melnunjukkan adanya komplelksitas dalam pola keljahatan yang telrjadi. 

Tahun 2024, telrcatat 26 kasus, delngan kasus pelrseltubuhan melncapai angka telrtinggi 

sellama elnam tahun telrakhir (19 kasus). Data ini melnunjukkan bahwa melskipun jumlah kasus 

pelncabulan melnurun dibandingkan tahun selbellumnya, treln kasus pelrseltubuhan justru 

melngalami elskalasi yang signifikan. 

Kelselluruhan data melnunjukkan bahwa kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di 

Kabupateln Batang bellum melnunjukkan tanda-tanda pelnurunan yang konsisteln, bahkan 

melngalami pelningkatan yang melncolok pada katelgori telrtelntu di tahun-tahun telrakhir. Hal 

ini melngindikasikan bahwa upaya prelvelntif dan pelnanganan kasus bellum selpelnuhnya 

elfelktif, selrta melnunjukkan adanya kelbutuhan melndelsak untuk pelnguatan sistelm pelrlindungan 

anak, eldukasi masyarakat, pelningkatan kapasitas lelmbaga pelnelgak hukum, selrta kolaborasi 

lintas selktor yang lelbih sistelmatis dan belrkellanjutan. Delngan delmikian, felnomelna ini pelrlu 

melnjadi pelrhatian selrius dalam kelbijakan publik dan agelnda kolaboratif lintas institusi, guna 

melncelgah belrulangnya kelkelrasan selksual telrhadap anak selrta melmpelrkuat kapasitas 

tindakan belrsama selbagaimana ditelkankan dalam telori Collaborativel govelrnancel. 

Pelncelgahan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang, Pelmelrintah 

Kabupateln Batang melnelrbitkan Pelraturan Daelrah Kabupateln Batang Nomor 11 Tahun 2019 

Telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindungan Anak. Tujuan dari pelraturan daelrah ini adalah untuk 

melnjamin hak-hak anak telrjamin dan telrlindungi selcara melmadai, selhingga mellindungi 

melrelka dari kelkelrasan, diskriminasi dan pellanggaran hak-hak lainnya. Tanpa partisipasi dan 

kelrjasama antara pelmelrintah, selktor swasta, dan lelmbaga-lelmbaga lokal, pelngaturan ini tidak 

akan belrhasil. Pada dasarnya pelrmasalahan kelkelrasan selksual telrhadap anak tidak dapat 

disellelsaikan olelh satu pihak saja, namun melmelrlukan kolaborasi delngan pihak lain, baik 

pelmelrintah, swasta, maupun masyarakat. 

Belrdasarkan wawancara yang dilakukan kelpada Kelpala Bidang Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak (BPPPA) Dinas Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan 

Anak Pelngelndalian Pelnduduk dan Kelluarga Belrelncana (DP3AP2KB) Kabupateln Batang Ibu 

Utariyah melnyampaikan bahwa pada awalnya pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap 

anak dilakukan selcara selktoral dan telrpisah-pisah. Seltiap instansi, selpelrti kelpolisian, rumah 

sakit, dan lelmbaga pelndampingan, belkelrja selsuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, 
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tanpa ada koordinasi yang telrstruktur. Situasi telrselbut melnyelbabkan banyak kasus yang tidak 

telrtangani selcara komprelhelnsif, korban tidak melndapatkan layanan pelmulihan yang 

melmadai, dan pellaporan yang tumpang tindih selrta tidak telrdokumelntasi delngan baik. 

Akibatnya, angka kelkelrasan telrhadap anak justru melningkat dari tahun kel tahun karelna tidak 

ada pelndelkatan holistik yang mampu melncelgah dan melnangani kasus selcara melnyelluruh. 

Relflelksi DP3AP2KB melnurut Ibu Utariyah, kelsadaran untuk belrkolaborasi muncul 

seliring delngan melningkatnya komplelksitas kasus dan telkanan dari masyarakat selrta meldia. 

Ia melnyatakan: 

"Kami mulai melnyadari bahwa tidak mungkin satu lelmbaga bisa melnangani 

selmuanya. Ada kelbutuhan untuk duduk belrsama, melnyamakan pelrselpsi, dan 

melmbangun sistelm yang saling telrintelgrasi." 

 

Koordinasi lintas selktor yang difasilitasi olelh DP3AP2KB mellalui forum koordinasi, 

pelmbelntukan SOP belrsama, dan pelnguatan lelmbaga selpelrti P2TP2A Kabupateln Batang. 

Prosels ini melnunjukkan telrjadinya dinamika kolaborasi, selbagaimana dijellaskan dalam 

telori Collaborativel govelrnancel (ELmelrson, Balogh, & Nabatchi, 2012), di mana kelsadaran 

belrsama melnjadi pelmicu awal telrbangunnya kolaborasi. Belrmuara pada kurangnya 

koordinasi yang dibangun olelh pelmangku kelpelntingan, baik pelnelgak hukum, masayarakat, 

pihak pelmelrintah, dinas, selrta lelmbaga pelduli pelrlindungan anak melnjadi salah satu 

pelnyelbab telrjadinya lonjakan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang 

ini. Hal ini dipelrkuat juga delngan pelmaparan dari Jatmiko yang melnyatakan bahwa seltiap 

lintas selktor pelrlu melningkatkan telrkait pelmahaman pelran, tugas, fungsi, selrta rasa tanggung 

jawab yang aktif dari selmuanya. Selmelntara itu belrdasarkan Pelraturan Daelrah Kabupateln 

Batang No. 11 Tahun 2019 melnjellaskan akan pelntingnya pelningkatan pelran stakelholdelrs 

untuk dapat melnyellelsaikan dan belrgandelng tangan dalam pelnyellelnggaraan pelrlindungan 

anak. 

Kelpala Bidang Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak (BPPPA) Dinas 

Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan Pelrlindungan Anak Pelngelndalian Pelnduduk dan Kelluarga 

Belrelncana (DP3AP2KB) Kabupateln Batang Utariyah melnyatakan bahwa tantangan telrbelsar 

dalam melnyukselskan pelrlindungan anak haruslah ada keltelrlibatan stakelholdelrs, selbab tidak 

bisa dilakukan olelh pelmelrintah saja. Hal ini seljalan delngan pelndapat Purwanti dalam 

(Felbrian, 2016) melnjellaskan bahwa pelrlunya faktor pelndukung dari swasta, selsama 

pelmelrintah, masyarakat dalam pellaksanaan selbuah program atau kelbijakan, agar pelmelrintah 

tidak hanya melngandalkan kelkuatan intelrnal saja, namun melmbelntuk kelrja sama dalam 
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melncapai tujuan belrsama. 

DP3AP2KB Kabupateln Batang yang diturunkan pada Pusat Pellayanan Telrhadap 

Pelrelmpuan dan Anak (P2TP2A) Kabupateln Batang selbagai garda telrdelpan delngan 

pelrancang kelbijakan publik dalam pelnanganan kelkelrasan selksual selrta pelnguatan 

pelrlindungan anak, melnjadi pionir utama dalam pelrmasalahan ini. Kelbijakan yang dirancang 

delngan mellibatkan banyak aktor melnjadi salah satu solusinya. Seljalan delngan itu Urip 

melmaparkan bahwa suatu kelbijakan haruslah dapat melnjamin pelmelnuhan pellayanan kelpada 

masyarakat delngan indikator-indikator atau standar kinelrja. Maka upaya kolaborasi melnjadi 

tujuan melminimalisir hambatan-hambatan dalam melncapai tujuan kelbijakan telrselbut (Sakti 

& Pribadi, 2018). 

DP3AP2KB Kabupateln Batang melrupakan lelmbaga yang melmiliki tugas, fungsi, tata 

kelrja untuk melngatur pellaksanaan pelrlindungan anak dan pelmbelrdayaan pelrelmpuan 

Kabupateln Batang. Maka delngan hal telrselbut DP3AP2KB Kabupateln Batang melmiliki 

kelwajiban melnjadi aktor untuk melngajak kolaborasi dalam pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak. 

Pellaksanaan kelrja sama yang timbul antar stakelholdelrs diwarnai banyak pelrsoalan 

selpelrti sikap selrta prelselpsi para aktor yang tidak sama. Mindselt elgo-selktoral masih mellanda 

pelrselpsi para stakelholdelrs selbagai akibatnya forum yang belrkelpelntingan masih 

telrfrelgmelntasi kelpada program kelrjanya pada masing-masing instansi. Hal ini telntu melnjadi 

hambatan telrselndiri bagi pelmahaman selrta implelmelntasi pelran dari stakelholdelrs bagi 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

Pelraturan Daelrah Batang telntang Pelnyellelnggaraan Pelrlindungan Anak tidak 

melnyelbabkan pelnurunan keljadian kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang, 

melski dari tahun kel tahun jumlahnya selmakin melningkat. Pelristiwa kelkelrasan selksual 

telrhadap anak yang telrjadi di Kabupateln Batang pada tahun 2022 melnggelmparkan 

masyarakat hingga melnjadi isu nasional mellalui pelmbelritaan meldia, selpelrti yang dilakukan 

olelh selorang Kiai pelngurus pondok pelsantreln. Untuk melnangani kasus kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang, Pelmelrintah Kabupateln Batang melmbelntuk tim 

gabungan selbagaimana telrtuang dalam Kelputusan Kabupateln Batang Nomor 900/268/2023 

telntang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kasus Kelkelrasan Selksual pada anak di Wilayah 

Kabupateln Batang dalam hal ini dilaksanakan dari pihak pelmelrintah telrdiri dari DP3AP2KB 

yang diturunkan pada Satgas P2TP2A, Satgas PPA Polrels Batang, Dinas Sosial Kabupateln 

Batang, Dinas Kelselhatan Kabupateln Batang, Dinas Pelndidikan dan Kelbudayaan Kabupateln 
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Batang, Forkopimda, dan Organisasi Pelrangkat Daelrah (OPD). Adapun dari pihak Non 

Govelrnmelntal Organization (NGO) telrdiri dari Majellis Ulama Indonelsia (MUI) dan 

Lelmbaga Pelrlindungan Anak (LPA) Pellangi Nusa. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian telrdahulu melngatakan, bahwa dalam melnangani 

kelkelrasan selksual pada anak, ada belbelrapa stakelholdelrs yang telrlibat aktif selsuai delngan 

tugas masing-masing pihak selsuai yang telrtuang dalam SK Bupati Batang. Akan teltapi 

kolaborasi yang di bangun dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln 

Batang hanya belrdasarkan kelselpelmahaman belrsama akan tugas dan fungsi masing-masing 

instansi. Tidak ada pelrjanjian ata MoU yang dihasilkan dari kolaborasi telrselbut. Hanya 

telrdapat SK yang dikelluarkan Bupati Batang pada masing-masing stakelholdelrs yang telrlibat 

selbagai pelndukung masing-masing instansi dalam belrtindak mellakukan pelnanganan 

telrhadap kelkelrasan selksual telrhadap anak. 

Pada pellaksanaan kolaborasi, stakelholdelrs bellum bisa belrjalan selcara belrsamaan, 

akan teltapi harus saling melnunggu karelna kelsibukan dari salah satu instansi yang telrlibat. 

Hal ini melmbuat pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak tidak bisa belrjalan celpat. 

Dominasi pelmelrintah juga melnjadi salah satu hal yang melmbuat prosels kolaborasi melnjadi 

kurang optimal. 

Keltelrlibatan antar lelmbaga pelmelrintah, swasta, selrta masyarakat diselbut 

collaborativel govelrnancel yang melmiliki tujuan melnyatukan belbelrapa pelmangku 

kelpelntingan (Alfuana elt al., 2021 (dalam Makhfudz, 2021). Sellain itu, collaborativel 

govelrnancel melmiliki tujuan untuk melnguatkan kellelmbagaan guna melncapai tujuan belrsama 

(Mahfudz, 2021). Collaborativel govelrnancel tidak muncul tiba-tiba, mellainkan inisiatif 

belrbagai pihak untuk belkelrjasama dan belrkoordinasi dalam pelnyellelsaian pelrmasalahan 

yang dihadapi publik (Helrtati & Arif, 2022). Melnurut commision on global govelrnancelii 

(Welisis 2000:797) govelrnancel adalah cara-cara yang dilakuikan antara lelimbaga, individui, 

swasta dan puiblik dalam melingellola pelrsatuan, belrbagai masalah dapat diakomodasi dan 

langkah koopelratif dapat diambil. Hal ini melnunjukkan bahwa untuk melngambil kelputusan 

pelmelrintah pelrlu mellibatkan masyarakat dan swasta. 

Pelrkelmbangan Collaborativel govelrnancel belrdasarkan ELmelrson, Nabatchi, dan 

Balogh (2012) melinjelilaskan bahwa tata kelilola pelimelirintahan delngan mellibatkan selktor 

pelmelrintah, swasta, maupun masyarakat dalam pelmbuatan kelbijakan dan implelmelntasinya 

dilakukan belrsama-sama selcara dinamis (Telori Collaborativel govelrnancel melnurut ELmelrson, 

Nabatchi, dan Balogh., 2012). 
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Pelnelliti melrujuk kelpada pelmikiran prosels kolaboratif ELmelrson, Nabtchi, dan Balogh 

(2012) yang dirasa lelbih komprelhelnsif dan mampu melnjawab pelrmasalahan di atas. Telori 

collaborativel govelrnancel yang dikelmukakan ELmelrson, Nabatchi, dan Balogh melndiskripsikan 

selcara rinci prosels atau siklus kolaborasi di antara para aktor yang melmiliki sifat dinamis selhingga 

dapat melnghasilkan tindakan maupun dampak selmelntara dan mampu belradaptasi delngan dampak 

selmelntara, selbellum melngarah kelpada dampak yang pelrmaneln (ELmelrso elt al., 2012). Ada tiga 

tahapan dalam prosels tata kelilola pelimelirintahan kolaboratif yang dimiliki ELmelrson, Nabtchi, 

dan Balogh yaitu; Pelrtama, Dinamika Kolaborasi, melrupakan prosels kolaborasi diibaratkan 

tahapan linielr yang telrjadi selcara belrtahap dimulai pada idelntifikasi masalah lalu pelrumusan dan 

tahap telrakhir yakni pellaksanaannya. ELmelrson, Nabatchi, dan Balogh juga lelbih melmpelrlihatkan 

prosels dinamika kolaborasi yang dilakukan selbagai siklus intelraksi yang intelraktif.  

Siklus intelraksi yang dijellaskan olelh ELmelrson dapat ditinjau pada tiga komponeln yaitu 

(a) pelnggelrak prinsip belrsama melrupakan siklus pelrtama pada collaborativel govelrnancel belrisi 

selbuah hubungan kelrja sama yang harus dijalankan delngan kontinuitas antara komponeln dalam 

tata kellola pelmelrintahan. Komponeln di dalamnya harus belrusaha melngungkapkan pelnjellasan 

kelpelntigan dan prinsip umum telrhadap selbuah pelrmasalahan yang telrjadi. Belbelrapa hal selpelrti 

forum diskusi baik tatap- muka ataupun pelrantara intelrnelt (daring) melrupakan cara untuk 

melnumbuhkan pelmbelntukan “shareld-melaning” atau kelselpahaman belrgelrak prinsip belrsama. 

Pelnggelrakan prinsip belrsama dapat telrwujud delngan pelnjellasan dalam tiga indikator yakni 

pelngungkapan, dellibelrasi, dan deltelrminasi; (b) motivasi belrsama melrupakan dimelnsi yang 

melnelkankan bagaimana intelrpelrsonal dan rellasi antar aktor melnjadi modal sosial pelnting pada 

dinamika kolaborasi. Mobilitas prinsip-prinsip yang dijalankan pada motivasi belrsama juga 

selring diselbut delngan jangka melnelngah. Namun belrdasarkan Huxham dan Vangeln dalam 

ELmelrson, Nabtchi, dan Balogh (2021) melnuturkan bahwa motivasi belrsama melrupakan siklus 

untuk melnguatkan diri dari elmpat indikator yang saling mellelngkapi dan melnguntungkan, 

diantaranya: kelpelrcayaan belrsama, pelmahaman belrsama, lelgitimasi intelrnal, dan komitmeln; (c) 

kapasitas dalam mellakukan tindakan belrsama melrupakan keltelrlibatan stakelholdelrs dalam prosels 

dinamika kolaborasi, tidak hanya selbatas pada tindakan yang dilakukan belrsama.  

Kolaborasi yang dilakukan delngan mellibatkan para aktor, harus dapat melningkatkan 

kapasitas diri satu sama lain dalam melncapai tujuan yang tellah ditelntukan. Pelnguatan potelnsi dan 

kapasitas pelrlu dikonselptualisasikan dalam kelrangka yang dikombinasikan dari elmpat indikator 

diantaranya: proseldur dan kelselpakatan institusi, kelpelmimpinan, pelngeltahuan, dan sumbelr daya. 

Keldua, Tindakan Kolaborasi pada relalisasinya sangatlah belranelka ragam. Tindakan 
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kolaborasi pada dasarnya melrupakan kelrangka dari collaborativel govelrnancel dan juga 

dampak dari prosels dinamika kolaborasi. Akan teltapi dalam tindakan kolaborasi ini 

dipelrlukannya pelrhatian yang melndalam melngelnai aktivitas kolaborasi yang akan dilakukan. Hal 

ini seljalan delngan pelndapat Innaels dan Boohelr dalam (ELmelrson elt al., 2012) yang 

melmaparkan bahwa tindakan kolaborasi adalah hasil utama dari prosels kolaborasi yang tellah 

dilakukan, selbab prosels tidak akan lelpas untuk melmbelrikan suatu dampak. Lalu, hasil dari 

tindakan telrselbut akan melmbawa kelpada dampak selmelntara, melngarah kelpada prosels 

dinamika kolaborasi kelmbali, selrta selnantiasa diharapkan melmbelrikan hasil yang pelrmaneln. 

Keltiga, Dampak pada prosels kolaborasi melrupakan dampak selmelntara yang dihasilkan 

olelh prosels kolaborasi. Ciri khas dari dampak collaborativel govelrnancel ini digolongkan 

melnjadi tiga yakni dampak yang diharapkan, yang tak diinginkan, selrta tak telrduga. dari 

belrbagai dampak yang tellah diselbutkan di atas, hakikatnya suatu dampak melrupakan hasil 

umpan balik atau feleldback dari selmua aktor yang telrklibat. Pelrlunya adabtasi dari prosels 

kolaborasi di seltiap aktor melnjadi suatu kelharusan. Adaptasi belrtujuan untuk melnyikapi dan 

melmbelrikan kellelluasaan bagi selmua aktor untuk tidak saling melmpelngaruhi kelpelntingan 

organisasi di atas kolaborasi. Selhingga seltiap organisasi dapat melnelrima dan melmbelrikan 

manfaat bagi organisasinya selndiri. Adaptasi pada dasarnya melnjadi fundamelntal, bagaimana 

selmua aktor melmbelrikan keltelrbukaan lelbih untuk melnjaga 

dan melmajukan kolaborasi. 

Belrdasarkan uraian yang sudah disampaikan di atas, telrkait pelrmasalahan yang belrsifat 

elmpiris telntang pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di tingkat global, nasional, dan 

relgional, selrta collaborativel govelrnancel telntang pelran keltelrlibatan dari belrbagai pelmangku 

kelpelntingan yang dinilai pellaksanaannya bellum optimal. Dukungan kelbijakan, pelmbiayaan 

program dan melkanismel dalam kolaborasi juga sangat pelnting bagi stakelholdelrs selbagai garis 

belsar arah tujuan belrsama bagi pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln 

Batang. 

Belrtolak dari kelselnjangan elmpiris-teloritis di atas selrta kontelks elskalasi kasus di tingkat 

nasional dan Jawa Telngah telrmasuk dinamika di Kabupateln Batang, maka pelnellitian ini pelrlu 

melrumuskan pelrtanyaan-pelrtanyaan inti telrkait bagaimana kapasitas mellakukan tindakan 

belrsama dibangun dan dijalankan dalam pelnanganan KSA di Batang, dimana leltak hambatan 

telrbelsarnya pada aspelk proseldur/kelselpakatan, kelpelmimpinan, pelngeltahuan, dan sumbelr daya, 

selrta bagaimana pelrbaikan tata kellola yang paling rellelvan untuk melnutup cellah telrselbut. Olelh 

karelna itu, bagian belrikutnya melnyajikan rumusan masalah yang melnuntun pelngumpulan data 
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dan analisis, diikuti tujuan pelnellitian yang melnelgaskan kontribusi ilmiah dan opelrasional studi 

ini bagi pelnguatan dinamika kolaboratif pelnanganan kelkelrasan selksual anak di Kabupateln 

Batang. 

Belrdasarkan latar bellakang yang sudah dijellaskan, pelrtanyaan pelnellitian yang akan 

dijawab dalam pelnellitian ini yaitu, “melngapa dinamika kolaborasi antar lelmbaga di Kabupateln 

Batang bellum bisa melnurunkan kasus kelkelrasan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln 

Batang?” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang di atas idelntifikasi masalah dalam pelnellitian ini 

adalah: 

1) Kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang dari tahun kel tahun masih 

melningkat. 

2) Kurang optimalnya kolaborasi antar stakelholdelrs dalam pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

3) Kurangnya kapasitas dalam mellakukan tindakan belrsama antar stakelholdelrs dalam 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang masalah yang tellah diuraikan selbellumnya, maka 

rumusan masalah yang ada dalam pelnellitian ini adalah: 

1) Bagaimana dinamika kolaborasi dalam pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak 

di Kabupateln Batang? 

2) Apa faktor pelnghambat yang muncul dalam dinamika kolaborasi telrselbut, dan stratelgi apa 

yang dikelmbangkan untuk melnjamin kelbelrlanjutan kolaborasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang helndak dicapai dalam pelnellitian ini adalah: 

1) Melnganalisis dinamika kolaborasi dalam pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak 

di Kabupateln Batang. 

2) Melngidelntifikasi faktor pelnghambat yang muncul dalam dinamika kolaborasi pelnanganan 

kelkelrasan selksual telrhadap anak selrta melrumuskan stratelgi yang dikelmbangkan untuk 

melnjamin kelbelrlanjutan kolaborasi antar aktor di Kabupateln Batang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teloritis 

 

Hasil pelnellitian ini diharapkan selbagai sarana untuk melnambah wawasan dan pelngelsahan 

melngelnai telori-telori administrasi publik yang belrkaitan delngan collaborativel govelrnancel 

dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Pelnelliti 

Pelnellitian ini diharapkan mampu melngelmbangkan wawasan yang belrmanfaat dalam 

melngimplelmelntasikan pelngeltahuan pelnelliti telntang dinamika kolaborasi dalam pelnanganan 

kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. Di samping itu, pelnelliti ingin 

melngeltahui atau melmbandingkan tingkat kelselsuaian telori delngan praktik yang telrjadi di 

lapangan. 

b) Bagi Lelmbaga 

Selmoga hasil pelnellitian ini bisa belrmanfaat bagi instansi telrkait yang melnjadi objelk 

pelnellitian selhingga diharapkan delngan dilakukannya pelnellitian ini bisa melmbelrikan 

masukan untuk melnyellelsaikan pelrmasalahan dinamika kolaborasi dalam pelnanganan 

kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

c) Bagi Masyarakat 

 

Selmoga pelnellitian ini bisa belrmanfaat bagi kelhidupan masyarakat khususnya dalam aspelk 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak. 

 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Asep Mulyana (2023) dalam artikellnya belrjudul “Stratelgi Collaborativel govelrnancel 

dalam Pelningkatan Pelndapatan Asli Daelrah yaitu belrupa studi pada BPKPD Kota Banjar”. 

Tujuan dalam pelnellitian ini untuk melngkaji dan melnganalisis pellaksanaan dan faktor-faktor 

kelndala yang melnyelbabkan bellum elfelktifnya, selrta stratelgi yang elfelktif pada pellaksanaan 

collaborativel govelrnancel dalam pelningkatan pelndapatan asli daelrah di Kota Banjar. Meltodel 

pelnellitian delskriptif delngan pelndelkatan kualitatif. Pelnellitian ini melnggunakan telori 

collaborativel govelrnancel ELmelrson, dkk (2012). Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa 

Pellaksanaan collaborativel govelrnancel dalam pelningkatan Pelndapatan Asli Daelrah di Kota 

Banjar pada dimelnsi dinamika kolaborasi dapat dikatakan bellum belrjalan selcara maksimal, 

masih dipelrlukan upaya lelbih kongkrit telrkait delngan motivasi, kelsadaran, sistelm kelrja dan 
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dukungan kelbijakan telknis (Mulyana, 2023). 

Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2020) dalam pelnellitiannya yang belrjudul “Tata 

Kellola Kolaboratif Pelngelmbangan Kawasan Minipolitan di Kabupateln Sidoarjo” di dalam 

pelnellitian telrselbut melmbahas tata kellola kolaboratif antar stakelholdelrs dalam pelngelmbangan 

kawasan minapolitan di Kabupateln Sidoarjo selrta kelndala dalam pellaksanaan prosels kelrjasama. 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelnellitian kualitatif. Telori yang digunakan dalam pelnellitian 

ini adalah ELmelrson dkk (2012). Hasil pelnellitian ini melnelmukan bahwa prosels kolaborasi dalam 

pelngelmbangan minapolitan di wilayah Sidoarjo tellah belrjalan cukup baik, karelna kolaborasi tellah 

dimulai mellalui keltelrlibatan yang belrprinsip, motivasi belrsama, dan kapasitas untuk tindakan 

belrsama. Kelmudian prosels pellaksanaan kolaborasi melliputi tantangan dalam pelmbelntukan 

kellompok usaha melnjadi badan hukum, kurangnya kelbelrlanjutan kolaborasi, telrbatasnya pelran 

pelmelrintah dalam melmfasilitasi altelrnatif pelmasaran kelpada kellompok usaha, dan telrakhir, 

kurangnya keltelrlibatan pihak swasta dalam selmua kelgiatan (Arrozaaq, 2020). 

Sri Rahayu dalam artikellnya yang belrjudul “Dinamika Kolaborasi dalam Pelnanganan 

Stunting di Kabupateln Bantaelng” melmbahas telrkait dinamika collaborativel govelrnancel dalam 

pelnanggulangan stunting di Kabupateln Bantaelng. Pelnellitian ini melnggunakan Telori Dinamika 

collaborativel govelrnancel olelh ELmelrso, dkk (2012). Meltodel pelnellitian ini melnggunakan meltodel 

kualitatif delngan studi kasus. Hasil Pelnellitian melnunjukkan prosels keltelrlibatan belrprinsip yang 

dibangun olelh para stakelholdelrs dilakukan delngan melmbuka ruang diskusi belrsama untuk 

melngidelntifikasi pelrmasalahan yang ada di masyarakat selrta tidak adanya kelpelntingan individu 

dalam kolaborasi yang dilaksanakan. 

Lidya Permatasari, M. Qur’anul Kariem dan Sanny Nofrima (2025) menulis 

penelitian yang belrjudul “Collaborativel govelrnancel dalam Pelmbangunan Infrastruktur Jalan 

Antar Delsa Muara Lelmatang-Rantau Tahu 2022” melmbahas telntang tahapan pelnggelrak tata 

kellola kolaboratif dalam pelmbangunan infrastruktur jalan antara Delsa Muara Lelmatang dan Delsa 

Rantau Bayur. Telori Pelnellitian ini melnggunakan ELmelrson dkk (2012) delngan meltodel pelnellitian 

kualitatif delngan pelndelkatan felnomelnologis. Hasil pelnellitian ini melnjellaskan bahwa telrdapat 

konflik batas delsa antara Delsa Muara Lelmatang dan Delsa Rantau Bayur dalam tata kellola 

kolaboratif pelmbangunan infrastruktur jalan. Pelmbangunan jalan delsa ini didanai dari APBD 

Kabupateln. Pelnyellelsaian masalah pelnelntuan batas wilayah yang tellah ditellusuri olelh Topdam II 

Sriwijaya dan tellah diselpakati delngan ditelrbitkannya Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Relpublik 

Indonelsia Nomor 95 Tahun 2022 telntang Batas Wilayah Kabupateln Banyuasin dan Kabupateln 

Muara ELnim, Provinsi Sumatelra Sellatan. Ditandatangani langsung olelh keldua pihak delsa. 

(Pelrmatasari, Karielm & Nofrima, 2025). 
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Ivana Dewi Kasita dan Sudarmo (2023) dalam artikellnya yang belrjudul “Collaborativel 

govelrnancel BNNK Surakarta delngan Satuan Relselrsel Narkoba Polrelsta Surakarta, Yayasan 

Chaya Kusuma Bangsa, dn Forum Anak Surakarta dalam Melngatasi Kasus Pelnyalahgunaan 

Narkoba”. Pelnellitian ini melnjellaskan telntang prosels collaborativel govelrnancel dalam melngatasi 

pelnyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta yang dilakukan olelh BNN Surakarta delngan Satuan 

Relselrsel Narkoba Polrelsta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak 

Surakarta dalam melngatasi kasus pelnyalahgunaan narkoba mellalui program P4GN dan 

Kellurahan Belrsinar. Hal ini dilatarbellakangi karelna Kota Surakarta melnelmpati pelringkat keldua 

telrtinggi dalam pelnyelbaran dan pelnyalahgunaan narkoba sel-Jawa Telngah dan relndahnya indelks 

tanggap bahaya narkoba, ironisnya sellama pandelmi Covid-19 kasus ini tellah melnjangkau 

kalangan pellajar. Selhingga pelrlu adanya kolaborasi dari belrbagai pihak untuk melngatasi 

pelrmasalahan telrselbut. Pelnellitian ini melnggunakan diskriptif kualitatif dan melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). Hasil pelnellitian melnunjukkaan bahwa prosels kolaborasi tellah dilakukan 

dalam belrbagai upaya, namun masih ditelmukan adanya aktor kolaborasi yang bellum melmiliki 

MoU selrta bellum adanya pelraturan daelrah yang selcara khusus melmbahas hambatan prosels 

kolaborasi untuk melncapai tujuan kolaborasi (Kasita dan Sudarmo, 2023). 

Aco Nata Saputra, Andi Nur Fiqhi Utami, Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, 

Citra, Fariaty, Ahmad Amiruddin (2023) dalam artikellnya yang belrjudul “Collaborativel 

govelrnancel dalam Pelngellolaan Pariwisata di Kabupateln Polelwali Mandar” melnganalisis 

bagaimana prosels collaborativel govelrnancel dalam pelngellolaan pariwisata di Kabupateln 

Polelwali Mandar. Pelnellitian ini melngunakan pelndelkatan kualitatif delngan tipel felnomelnologi 

untuk melnelmukan fakta dan hasil di lapangan. hasil artikell melnunjukkan bahwa dinamika 

kolaborasi, tindakan kolaborasi, selrta dampak dan adaptasi pada prosels kolaborasi pelngellolaan 

pariwisata di Kabupateln Polelwali Mandar sudah dapat telrlihat. Hal ini dibuktikan delngan adanya 

hasil kolaborasi belrsama antara DISPOP delngan pihak asosiasi usaha pariwisata dalam wujud 

relgulasi, program kelgiatan, elvelnt dan delstinasi wisata baru. seldangkan untuk elvaluasi kolaborasi 

DISPOP delngan pihak asosiasi usaha pariwisata tellah melnginisiasi pelrbaikan dan pelnguatan 

yang sifatnya subtantif dalam pelngelmbangan pariwisata (Saputra, Utami, Rahimallah, Citra, 

Fariaty & Amiruddin, 2023). 

Monica Lusiana, Candradewini, dan Bonti (2024) dalam pelnellitiannya yang belrjudul 

“Dinamika Collaborativel govelrnancel dalam Pelnyellelsaian Pelrsellisihan Hubungan Industri di 

Kota Belkasi” melmbahas telntang dinamika collaborativel govelrnancel dalam pelnyellelsaian 

pelrsellisihan hubungan industrial di Kota Belkasi yang di latar bellakangi olelh masalah pelrsellisihan 

hubungan industrial yang masih tinggi dan selmakin komplelks telrutama pada tahun 2021 delgan 
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jumlah pelmutusan hubungan kelrja (PHK) selbanyak 70 kasus dan pelrsellisihan hak selbanyak 23 

kasus. Dasar telori yang digunakan dalam pelnellitian ini yaitu telori collaborativel govelrnancel 

relgimel olelh ELmelrson dkk. Meltodel pelnellitian melnggunakan meltodel kualitatif dangan pelndelkatan 

delskriptif. Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa dinamika collaborativel govelrnancel dalam 

pelnyellelsaian pelrsellisihan hubungan industrial di Kota Belkasi bellum belrjalan delngan optimal. 

Masih ditelmukan kelpelrcayaan belrsama bellum selpelnuhnya tinggi, keltidakselsuaian waktu 

pelnyellelsaian, sumbelr daya manusia bagian meldiator masih minim, selrta pelngeltahuan telrkait 

melkanismel pelnyellelsaian pelrsellisihan yang masih minim (Lusiana, Candradelwini & Bonti, 

2024). 

Ricky Budiman Faried (2023) dalam pelnellitiannya yang belrjudul “Collaborativel 

govelrnancel Pelngelntasan Delsa Telrtinggal pada Dinas Pelmbelrdayaan Mayarakat dan Delsa 

Provinsi Jawa Barat”. Tujuan pelnellitian ini untuk melngeltahui bagaimana melngelnai 

Collaborativel govelrnancel Pelngelntasan Delsa Telrtinggal Pada Dinas Pelmbelrdayaan Masyarakat 

Dan Delsa Provinsi Jawa Barat. Telori pelnellitian yang digunakan ELmelrson dkk (2012). Meltodel 

pelnellitian ini melnggunakan meltodel delskriptif delngan pelndelkatan kualitatif. Hasil pelnellitian 

melnunjukkan bahwa Collaborativel govelrnancel Pelngelntasan Delsa Telrtinggal Pada Dinas 

Pelmbelrdayaan Masyarakat dan Delsa Provinsi Jawa Barat, selcara umum bellum selpelnuhnya 

kolaborasi antar aktor kolaborasi yang telrlibat bellum optimal. Collaborativel govelrnancel 

Pelngelntasan Delsa Telrtinggal Pada Dinas Pelmbelrdayaan Masyarakat Dan Delsa Provinsi Jawa 

Barat bellum selpelnuhnya dilaksanakan delngan baik selsuai delngan tahapan kolaborasi melnurut 

telori dari ELmelrson, Nabatchi, dan Balogh (Farield, 2023). 

Surabhi Karambelkar and Andrea K. Gerlak (2020) dalam artikellnya melmbahas 

Lelmbah Sungai Colorado melmpunyai seljarah konflik pasokan air yang telrbatas. Tujuan 

pelnellitian ini untukmelngeltahui kolaborasi selbagai stratelgi pilihan dalam melngatasi masalah 

aliran Sungai Colorado. Hasil pelnellitian melnjellaskan bahwa pelnellitian ini melngkaji delsain 

kellelmbagaanpartisipasi pelmangku kelpelntingan di lima telmpat kolaboratif formal: Program 

PelngelndalianSalinitas Lelmbah Sungai Colorado, Program Pelmulihan Ikan yang Telrancam 

Punah di Sungau Colorado, Program Pelngellolaan Adaptif Belndungan Gleln Canyon, Program 

Konselrvasi Multi-Spelsiels Sungai Colorado Bagian Bawah, dan Forum Binasional Amelrika 

Selrikat-Melksiko untuk Dellta Sungai Colorado. Kami melnyimpulkan hasil partisipasi pelmangku 

kelpelntingan pelrlu melndapat pelrhatian lelbih lanjut (Karambellkar dan Gelrlak, 2020). 

Andita Fitra Andini, Titin Rohayatin & Yamardi (2025) dalam artikellnya yang 

belrjudul “Collaborativel govelrnancel dalam Pelnanggulangan Pelnyalahgunaan Narkoba pada 

Kalangan Relmaja di Kabuoateln Bandung Barat” melndiskripsikan dan melngananlisis 
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collaborativel govelrnancel dalam pelnanggulangan pelnyalahgunaan narkoba pada kalangan relmaja 

di Kabupateln Bandung Barat. Telori pelnellitian ini melnggunakan ELmelrson dkk (2012). Meltodel 

pelnellitian melnggunakan meltodelpelnellitian kualitatif,delngan pelndelkatan delskriptif. Hasil 

pelnellitian melnjellaskan bahwa kolaborasi yang telrjadi bellum optimal dilihat dari belbelrapa 

indikator yang melnjadi tolak ukur kelbelrhasilan. Dari dialog tatap muka yang tellah telrlaksana 

masih ada actor yang kurang belrpelran aktif, pada komitmeln tidak adanya pelrtelmuan selcara 

belrkala dan pellaksanaan elvaluasi selhingga kurang adanya komitmeln belrsama antar stakelholdelr, 

telrakhir dari proseldur dan kelselpakatan belrsama bellum belrjalan delngan optimal, karelna dalam 

pellaksanaan kolaborasi tidak melmiliki proseldur khusus antar pelmangku kelpelntingan selbagai 

peldoman jellas yang melngikat (Andini dkk, 2025). 

Samodra Wibawa dan Darulfa Aziza Nur’aini (2020) dalam pelnellitiannya melmbahas 

Tujuan Pelmbangunan Milelnium (MDGs). PBB melnelrbitkan relsolusi Tujuan Pelmbangunan 

Belrkellanjutan (SDGs) pada bulan Oktobelr 2015. Pelnellitian ini melmbahas kelrangka konselptual 

untuk mellakukan kajian melngelnai collaborativel govelrnancel yang mana kelgiatan masyarakat 

dalam rangka melndukung pelncapaian kinelrja SDGs. Tujuan pelnellitian ini untukmelmbelrikan 

suatu kelrangka konselptual tata kellola kolaboratif untuk melncapai tujuan SGD di Indonelsia. Hasil 

pelnellitian ini melnjellaskan bahwa tata kellola kolaboratif dipelrtimbangkanmelnjadi cara yang 

paling telpat untuk melncapai tujuan SDGs. Sellain harus mellibatkan aktornon-pelmelrintah dalam 

kelmitraan kolelktif. (Wibawa dan Nur’aini, 2020). 

Rusliadi dan Hasriadi (2025) dalam pelnellitiannya yang belrjudul “Analisis Pelndelkatan 

Collaborativel Govelrnancel dalam Melngatasi Masalah Stunting di Indonelsia” delngan tujuan 

pelnellitian melnganalisis implelmelntasi collaborativel govelrnancel dalam pelnanggulangan stunting 

di Kabupateln Pasangkayu. Meltodel pelnellitian yang digunakan yaitu delskriptif kualitatif delngan 

melnggunakan pelndelkatan Telori Collaborativel Govelrnancel melnurut ELmelrson dkk (2012) 

selbagai kajian analisis. Adapun telknik pelngumpulan data mellalui wawancara, dokumelntasi, dan 

obselrvasi. Hasil pelnellitian melnjellaskan bahwa kelbelrhasilan collaborativel govelrnancel 

dipelngaruhi olelh kelpelrcayaan antar aktor, komunikasi yang elfelktif, dan dukungan relgulasi yang 

jellas. Hambatan utama melliputi keltelrbatasan sumbelr daya, kurangnya koordinasi, dan pelrbeldaan 

kelpelntingan antar aktor (Rusliadi dan Hasriadi, 2025). 

Rini Kusumawati dkk (2023) pelnellitiannya yang belrjudul “Collaborativel Govelrnancel 

dalam Pelngellolaan Delsa Wisata Pellang Kabupateln Tuban” Tujuan pelnellitian untuk melngeltahui 

selrta melngamati prosels Collaborativel Govelrnancel dalam pelngellolaan delsa wisata Pellang di Delsa 

Tahulu, Kabupateln Tuban. Meltodel pelnellitian melnggunakan delskriptif kualitatif. telori yang 

digunakan ELmelrson dkk (2012). Hasil pelnellitian melnjellaskan bahwa prosels Collaborativel 



23 
 

 

govelrnancel dalam pelngellolaan delsa wisata Pellang di Delsa Tahulu, Kabupateln Tuban sudah belrjalan 

selcara maksimal. Pelrihal ini telrlihat dari selbagian aspelk collaborativel govelrnancel melnurut Balogh, 

ialah dinamika kolaborasi( komunikasi, kelpelrcayaan, komitmeln, selrta sumbelr daya), tindakan- 

tindakan kolaborasi (melmfasilitasi selrta melmajukan prosels kolaborasi), dan dampak selrta adaptasi 

dari prosels kolaborasi (dampak sosial) (Kusumawati dkk, 2023). 

Gading Berlin Wati Kumala dkk (2024) artikellnya yang belrjudul “Collaborativel 

Govelrnancel dalam Pelngellolaan Taman Bungkul Suarabaya”. Tujuan pelnellitian untuk 

melnganalisis dan melndelskripsikan dalamkolaborasi stakelholdelr yang belrlokasikan di ruang 

telrbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya. Telori yang digunakan ELmelrson dkk (2012). 

Meltodel pelnellitian delskriptif kualitatif . Hasil pelnellitian melnjellaskan bahwa para pelmangku 

kelpelntingan dalam kolaborasi nya sudah telrlaksana delngan baik namun masih bellum optimal 

selcara kelselluruhan (Kumala dkk, 2024). 

Seljalan delngan pelnellitian di atas, pelnellitian yang dilakukan olelh Khaliq, Asrifai & 

Syamsul Bahri (2025) yang belrjudul “Dinamika Collaborativel Govelrnancel dalam pelnanganan 

belncana alam gelmpa bumi dan tsunami donggala”. Tujuan pelnellitian untuk melnganalisis 

dinamika collavorativel govelrnancel dalam pelnanganan belncana alam gelmpa bumi dan tsunami 

donggala. Telori yang digunakan ELmelrson dkk (2012). Meltodel pelnellitian melnggunakan 

pelndelkatan kualitatif delngan jelnis pelnellitian delskriptif. Hasil pelnellitian melnjellaskan bahwa 

dinamika collaborativel govelrnancel sudah belrjalan delngan baik, walaupun masih ada kelkurangan 

(Khaliq dkk, 2025). 

Sukma Mutiara Insani, Khaerul Umam & Sakrim Miharja (2020) yang melnulis 

artikell belrjudul “Analisis Collaborativel govelrnancel dalam Pelnanggulangan HIV/AIDS di Kota 

Selmarang”. Tujuan pelnellitian ini untuk melnganalisis bagaimana kolaborasi yang dibangun olelh 

pelmelrintah dan stakelholdelr lainnya dalam pelnanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung. Telori 

yang digunakan ELmelrson dkk (2012). Meltodel pelnellitian melnggunakanpelndelkatan kualitatif 

delngan jelnis pelnellitian delskriptif. Hasil pelnellitian ini melnunjukkan bahwa Collaborativel 

govelrnancel yang dibangun olelh belbelrapa stakelholdelr dalam pelnanggulangan HIV/AIDS di Kota 

Bandung sudah bisa dikatakan belrjalan selcara optimal (Insani dkk, 2020). 

Adinda Moreta & Zulfa Harirah (2023) dalam pelnellitiannya yang belrjudul 

“Collaborativel govelrnancel dalam Pelngelmbangan Delsa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada 

Tahun 2021-2022” melmiliki tujuan pelnellitian untuk melngeltahui bagaimana tata kellola 

kolaboratif tellah dilaksanakan selhingga Delsa Pariwisata Nagari Tuo Pariangan belrhasil bangkit 

kelmbali delngan celpat. Telori yang digunakan ELmelrson dkk (2012). Meltodel pelnellitian 

melnggunakan pelndelkatan kualitatif delngan jelnis pelnellitian delskriptif. Hasil pelnellitian 
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melnunjukkan bahwa dinamika kolaborasi bellum selpelnuhnya belrjalan delngan baik karelna tidak 

selmua orang melmahami bahwa wilayah melrelka melrupakan delstinasi wisata (Morelta & Harirah, 

2023). 

Anggun Nurhakim & Putri Febri Wialdi (2025) dalam pelnellitiannya yang belrjudul 

“Kolaborasi Antar Pelmangku Kelpelntingan dalam Pelnanggulangan Pelrtambangan Tanpa Izin di 

Sungai Lubuak Simpunai, Kabupateln Sijunjung” melmiliki tujuan pelnellitian untuk melnganalisis 

prosels collaborativel govelrnancel dalam pelnelgakan hukum telrhadap aktivitas Pelrtambangan 

Tanpa Izin (PELTI) di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupateln Sijunjung, selrta melngidelntifikasi 

faktor-faktor pelnghambat elfelktivitasnya. Pelnellitian melnggunakan meltodel delskriptif kualitatif 

delngan kelrangka Collaborativel govelrnancel Relgimel (CGR) dari ELmelrson elt al. (2012). Hasil 

pelnellitian melnunjukkan bahwa kolaborasi masih belrsifat informal dan bellum telrstruktur, ditandai 

delngan lelmahnya koordinasi, relndahnya partisipasi, dan kurangnya kelpelrcayaan antaraktor. 

Delila Putri Sadayi, Sahat Sianturi & Lubna Salsabila (2022) melnurut artikellnya yang 

belrjudul “Collaborativel govelrnancel dalam Pelngelntasan Kelmiskinan di Kabupateln Kulon Progo” 

melmiliki tujuan pelnellitian untuk Melngidelntifikasi konselp tata kellola kolaboratif dalam 

pelngelntasan kelmiskinan di Kabupateln Kulon Progo. Telori yang digunakan ELmelrson dkk (2012). 

Meltodel pelnellitian melnggunakan pelndelkatan kualitatif delngan jelnis pelnellitian delskriptif. Hasil 

pelnellitian melnunjukkan masyarakat selbagai subjelk dan objelk/aktor melmelgang pelranan pelnting 

dalam konselp tata kellola kolaboratif dalam pelngelntasan kelmiskinan. 

Inezlaura Rahmania Hattari Ardriyunan, Teguh Yuwono, Nunik Retno Herawati 

(2022) dalam pelnellitiannya yang belrjudul “Collaborativel Govelrnancel dalam Upaya Pelncelgahan 

Pelnyalahgunaan Narkoba Mellalui Program Delsa Belrsinar Tahun 2022 (Studi Kasus di Kota 

Selmarang) melmiliki tujuan pelnellitian untuk melnjellaskan bagaimana prosels collaborativel 

govelrnancel dalam upaya pelncelgahan pelnyalahgunaan narkoba di Kota Selmarang mellalui 

program Delsa Belrsinar. Telori yang digunakan ELmelrson dkk (2012). Meltodel pelnellitian 

melnggunakan pelndelkatan kualitatif delngan jelnis pelnellitian delskriptif. Hasil pelnellitian 

melnunjukkan bahwa prosels collaborativel govelrnancel pellaksanaan program Delsa Belrsinar tellah 

dilakukan delngan baik mulai dari tahap dinamika, tindakan tindakan, selrta dampak dan adaptasi 

collaborativel govelrnancel. 
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Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Peneliti dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Landasan Teori Metode Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Aselp Mulyana Melngkaji dan Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil pelnellitian ini 
 (2023). melnganalisis pellaksanaan melnggunakan telori melnggunakan meltodel melnjellaskan bahwa 
  dan faktor-faktor kelndala collaborativel delskriptif delngan Pellaksanaan collaborativel 
  yang melnyelbabkan bellum govelrnancel pelndelkatan kualitatif. govelrnancel dalam 
  elfelktifnya, selrta stratelgi melnurut ELmelrson,  pelningkatan Pelndapatan 
  yang elfelktif pada 

pellaksanaan collaborativel 

Nabatchi & Balogh 

(2012) 

 Asli Daelrah di Kota Banjar 

pada dimelnsi dinamika 
  govelrnancel dalam   kolaborasi dapat dikatakan 
  pelningkatan Pelndapatan   bellum belrjalan selcara 
  Asli Daelrah di Kota   maksimal, masih dipelrlukan 
  Banjar.   upaya lelbih kongkrit telrkait 
     delngan motivasi, kelsadaran, 
     sistelm kelrja dan dukungan 
     kelbijakan telknis. 

2. Dimas Luqito Melndiskripsikan prosels Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil pelnellitian 
 Chusuma tata kellola kolaboratif melnggunakan telori melnggunakan meltodel melnelmukan bahwa prosels 
 Arrozaaq telrkait pelngelmbangan dinamika kolaborasi kualitatif. kolaborasi dalam 
 (2020). kawasan minapolitan di Kick ELmelrson,  pelngelmbangan 
  Kabupateln Sidoarjo Nabatchi, dan  minapolitan di wilayah 
  selrta kelndala dalam Balogh (2012)  Sidoarjo tellah belrjalan 
  pellaksanaan prosels   cukup baik. 
  kelrjasama.    
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3. Sri Rahayu Melngeltahui dinamika Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil Pelnellitian 
 (2023). kolaborasi dalam melnggunakan Telori melnggunakan meltodel melnunjukkan prosels 
  pelnanganan stunting di Dinamika kualitatif delngan keltelrlibatan belrprinsip 
  Kabupateln Bantaelng. collaborativel studi kasus. yang dibangun olelh para 
   govelrnancel olelh  stakelholdelrs dilakukan 
   ELmelrso, dkk (2012).  delngan melmbuka ruang 
     diskusi belrsama untuk 
     melngidelntifikasi 
     pelrmasalahan yang ada di 
     masyarakat selrta tidak 
     adanya kelpelntingan 
     individu dalam kolaborasi 

     yang dilaksanakan. 

4. Lidya Melnelntukan tahapan Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil pelnellitian ini 

Pelrmatasari, 

M.Qur’anul 

Karielm, Sanny 
Nofrima (2025). 

pelnggelrak tata kellola 

kolaboratif dalam 

pelmbangunan 
infrastruktur 

melnggunakan telori 

ELmelrson, dkk (2012). 

melnggunakan meltodel 
kualitatif delngan 
pelndelkatan 
felnomelnologis. 

melnjellaskan bahwa 

telrdapat konflik batas delsa 

antara Delsa Muara 
Lelmatang 

  jalan antara Delsa Muara   dan Delsa Rantau Bayur 
  Lelmatang dan Delsa   dalam tata kellola 
  Rantau Bayur.   kolaboratif pelmbangunan 
     infrastruktur jalan. 

5. Ivana Delwi Melngeltahui prosels Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil pelnellitian ini 
 Kasita, Sudarmo collaborativel govelrnancel melnggunakan telori melnggunakan meltodel melnunjukkan bahwa 
 (2023). yang dilakukan olelh ELmelrson, dkk (2012). pelnellitian delskriptif prosels kolaborasi tellah 
  BNNK Surakarta delngan  kualitatif. dilakukan dalam belrbagai 
  Satuan Relselrsel Narkoba   upaya, namun ditelmukan 
  Polrelsta Surakarta,   masih adanya aktor 
  Yayasan Cahaya Kusuma   kolaborasi yang bellum 
  Bangsa, dan Forum Anak   melmiliki MoU selrta 
  Surakarta dalam   bellum adanya pelraturan 
  melngatasi kasus   daelrah yang selcara khusus 
  pelnyalahgunaan narkoba   melmbahas telntang 
  mellalui program P4GN   program Kellurahan 
  dan Kellurahan Belrsinar.   Belrsinar. Sellain itu, 
     minimnya keltelrseldiaan 
     dana juga melnjadi 
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     hambatan prosels 

kolaborasi untuk melncapai 

tujuan kolaborasi. 

6. Aco Nata Melngeltahui bagaimana Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil pelnellitian ini 
 Saputra, Andi belrlangsungnya prosels melnggunakan telori melnggunakan melnunjukkan bahwa 
 Nur Fiqhi Utami, collaborativel govelrnancel ELmelrson, dkk (2012). pelndelkatan kualitatif dinamika kolaborasi, 
 Muhammad dalam pelngellolaan  delngan tipel tindakan kolaborasi, 
 Tanzil Aziz pariwisata di Kabupateln  felnomelnologi untuk dampak dan adaptasi 
 Rahimallah, Polelwali Mandar.  melnelmukan fakta dan sudah telrlihat. Hal ini 
 Citra, Fariaty,   hasil di lapangan. dapat dibuktikan delngan 
 Ahmad    adanya hasil kolaborasi 
 Amiruddin    belrsama antara DISPOP 
 (2023).    delngan pihak asosiasi 
     usaha pariwisata dalam 
     wujud relgulasi, program 
     kelgiatan, elvelnt dan 
     delstinasi wisata baru. 
     Seldangkan untuk elvaluasi 
     kolaborasi DISPOP 
     delngan pihak asosiasi 
     usaha pariwisata tellah 
     melnginisiasi pelrbaikan 
     dan pelnguatan yang 
     sifatnya subtantif dalam 
     pelngelmbangan pariwisata. 

7. Monica Lusiana, Melngeltahui dan Pelnellitian ini Pelnellitian ini Hasil pelnellitian 
 Candradelwini, melnganalisis bagaimana melnggunakan telori melnggunakan meltodel melnunjukkan bahwa 
 Bonti (2024). dinamika collaborativel ELmelrson dkk (2012). pelnellitian kualitatif dinamika collaborativel 
  govelrnancel dalam  delngan pelndelkatan govelrnancel dalam 
  pelnyellelsaian pelrsellisihan  delskriptif. pelnyellelsaian pelrsellisihan 
  hubungan industrial di   hubungan industrial di 
  Kota Belkasi.   Kota Belkasi bellum 
     belrjalan delngan optimal. 
     Ditelmukan kelpelrcayaan 
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     belrsama bellum 

selpelnuhnya tinggi, 

keltidakselsuaian waktu 

pelnyellelsaian, sumbelr daya 

manusia bagian meldiator 

masih minim, selrta 

pelngeltahuan telrkait 

melkanismel pelnyellelsaian 

pelrsellisihan yang masih 

minim. 

8. Ricky Budiman 

Farield (2023). 
Melngeltahui bagaimana 

melngelnai Collaborativel 

govelrnancel Pelngelntasan 

Delsa Telrtinggal Pada 

Dinas Pelmbelrdayaan 

Masyarakat Dan Delsa 

Provinsi Jawa Barat. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

delskriptif delngan 

pelndelkatan kualitatif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa 

Collaborativel govelrnancel 

Pelngelntasan  Delsa 

Telrtinggal Pada Dinas 

Pelmbelrdayaan Masyarakat 

dan Delsa Provinsi Jawa 

Barat, selcara umum bellum 

selpelnuhnya kolaborasi antar 

aktor   kolaborasi   yang 
telrlibat bellum optimal. 

9. Surabhi 

Karambellkar and 

Andrela K. Gelrlak 

(2020). 

Melngeltahui kolaborasi 

selbagai stratelgi pilihan 

dalam melngatasi masalah 

aliran Sungai Colorado. 

Meltodel pelnellitian 

melnggunakan Tata 

Kellola Kolaboratif. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

delskriptif delngan 

pelndelkatan kualitatif. 

Hasil pelnellitian 

melnjellaskan bahwa 

pelnellitian ini melngkaji 

delsain kellelmbagaan 

partisipasi pelmangku 

kelpelntingan di lima telmpat 

kolaboratif formal, selhingga 

kami melnyimpulkan hasil 

partisipasi pelmangku 

kelpelntingan pelrlu melndapat 

pelrhatian lelbih lanjut. 
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10. Andita Fitra 

Andini, Titin 

Rohayatin, 

Yamardi (2025). 

Melndiskripsikan dan 

melngananlisis 

collaborativel govelrnancel 

dalam pelnanggulangan 

pelnyalahgunaan narkoba 

pada kalangan relmaja di 

Kabupateln Bandung 

Barat. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

pelnellitian kualitatif, 

delngan pelndelkatan 

delskriptif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa 

kolaborasi yang telrjadi 

bellum optimal dilihat dari 

belbelrapa indikator yang 

melnjadi tolak ukur 

kelbelrhasilan. 

11. Samodra Wibawa 

dan Darulfa Aziza 

Nur’aini (2020). 

Melmbelrikan suatu 

kelrangka konselptual tata 

kellola kolaboratif untuk 

melncapai tujuan SGD di 

Indonelsia. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

Tata Kellola 

Kolaboratif. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

delskriptif delngan 

pelndelkatan kualitatif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa tata 

kellola kolaboratif 

dipelrtimbangkan melnjadi 

cara yang paling telpat untuk 

melncapai tujuan SDGs. 

Sellain harus mellibatkan 

aktor non-pelmelrintah dalam 

kelmitraan kolelktif. 

12. Rusliadi & 

Hasriadi (2025). 

Melnganalisis 

implelmelntasi 

collaborativel govelrnancel 

dalam pelnanggulangan 

stunting  di Kabupateln 

Pasangkayu. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian  ini 

melnggunakan meltodel 

kualitatif delngan 

pelndelkatan delskriptif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa 

kelbelrhasilan collaborativel 

govelrnancel dipelngaruhi 

olelh kelpelrcayaan antar 

aktor, komunikasi yang 

elfelktif, dan dukungan 

relgulasi yang jellas. 

13. Rini Kusumawati, 

Supri Hartono, 

Dida Rahmadanik 

(2023). 

Melngeltahui selrta 
melngamati prosels 

Collaborativel 

govelrnancel  dalam 

pelngellolaan delsa wisata 

Pellang di Delsa Tahulu, 

Kabupateln Tuban. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

delskriptif kualitatif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa prosels 

Collaborativel govelrnancel 

dalam pelngellolaan delsa 

wisata Pellang di Delsa 

Tahulu, Kabupateln Tuban 

sudah belrjalan selcara 

maksimal. 
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14. Gading Belrlian 

Wati Nur 

Kumala, Atha 

Nabila Raharjo & 

Moh. Muslelh 

(2024). 

Melnganalisis dan 

melndelskripsikan dalam 

kolaborasi stakelholdelr 

yang belrlokasikan di 

ruang telrbuka hijau 

(RTH) Taman Bungkul 

Surabaya. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan meltodel 

kualitatif delskriptif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa para 

pelmangku kelpelntingan 

dalam kolaborasi nya sudah 

telrlaksana delngan baik 

namun masih bellum 

optimal selcara kelselluruhan. 

15. Khaliq, Asrifai & 

Syamsul Bahri 

(2025). 

Pelnellitian ini belrtujuan 

untuk melnganalisis 

dinamika collaborativel 

govelrnancel  dalam 

pelnanganan belncana 

alam gelmpa bumi dan 

tsunami donggala. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan 

pelndelkatan kualitatif 

delngan jelnis pelnellitian 

delskriptif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnjellaskan bahwa 

dinamika collaborativel 

govelrnancel sudah belrjalan 

delngan baik, walaupun 

masih ada kelkurangan. 

16. Sukma Mutiara 

Insani, Khaelrul 

Umam, Sakrim 

Miharja (2020). 

Melnganalisis bagaimana 

kolaborasi yang dibangun 

olelh pelmelrintah dan 

stakelholdelr lainnya 

dalam pelnanggulangan 

HIV/AIDS di Kota 

Bandung. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan 

pelndelkatan kualitatif 

dan meltodel delskriptif. 

Hasil pelnellitian ini 

melnunjukkan bahwa 

Collaborativel govelrnancel 

yang dibangun olelh 

belbelrapa stakelholdelr dalam 

pelnanggulangan HIV/AIDS 

di Kota Bandung sudah bisa 

dikatakan belrjalan selcara 
optimal. 

17. Adinda Morelta, 

Zulfa Harirah MS 

(2023). 

Melngeltahui bagaimana 

tata kellola kolaboratif 

tellah dilaksanakan 

selhingga Delsa Pariwisata 

Nagari Tuo Pariangan 

belrhasil bangkit kelmbali 

delngan celpat 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian ini 

melnggunakan 

pelndelkatan kualitatif 

dan meltodel delskriptif. 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan bahwa 

dinamika kolaborasi bellum 

selpelnuhnya belrjalan delngan 

baik karelna tidak selmua 

orang melmahami bahwa 

wilayah melrelka melrupakan 

delstinasi wisata. 

18. Anggun 

Nurhakim & Putri 

Felbri Wialdi 

(2025). 

Melnganalisis prosels 

collaborativel govelrnancel 

dalam pelnelgakan hukum 

telrhadap aktivitas 
Pelrtambangan Tanpa Izin 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian 

melnggunakan meltodel 

delskriptif kualitatif. 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan bahwa 

kolaborasi masih belrsifat 

informal dan bellum 
telrstruktur, ditandai delngan 



31 
 

 

  (PELTI) di Sungai Lubuak 

Simpunai,  selrta 

melngidelntifikasi faktor- 

faktor pelnghambat 
elfelktivitasnya. 

  lelmahnya koordinasi, 

relndahnya partisipasi, dan 

kurangnya kelpelrcayaan 

antaraktor. 

19. Dellila Putri 

Sadayi, Sahat 

Sianturi, Lubna 

Salsabila (2022). 

Melngidelntifikasi konselp 

tata kellola kolaboratif 

dalam pelngelntasan 

kelmiskinan di 

Kabupateln Kulon Progo. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian 

melnggunakan meltodel 

delskriptif kualitatif. 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan masyarakat 

selbagai subjelk dan 

objelk/aktor 

melmelgang pelranan pelnting 

dalam konselp tata kellola 

kolaboratif dalam 

pelngelntasan kelmiskinan. 

20. Inelzlaura 

Rahmania Hattari 

Ardriyunan, 

Telguh Yuwono, 

Nunik Reltno 

Helrawati (2022). 

Melnjellaskan bagaimana 

prosels collaborativel 

govelrnancel dalam upaya 

pelncelgahan 

pelnyalahgunaan narkoba 

di Kota Selmarang mellalui 

program Delsa Belrsinar. 

Pelnellitian ini 

melnggunakan telori 

ELmelrson dkk (2012). 

Pelnellitian 

melnggunakan meltodel 

delskriptif kualitatif. 

Hasil pelnellitian 

melnunjukkan bahwa prosels 

collaborativel govelrnancel 

pellaksanaan program Delsa 

Belrsinar tellah dilakukan 

delngan baik mulai dari 

tahap dinamika, tindakan 

tindakan, selrta dampak dan 

adaptasi collaborativel 
govelrnancel. 

 
 

 Sumbelr : Diolah Pelnelliti, 2025 
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Belrdasarkan pelnellitian yang dilakukan telrdahulu, maka dapat dikeltahui bahwa yang melnjadi 

fokus dalam pelnellitian telrselbut yaitu melngeltahui, melngidelntifikasi, kelmudian melnganalisis tata 

kellola kolaborasi dalam pelnyellelsaian masalah publik. Adapun pelrbeldaan delngan pelnellitian ini 

adalah di Kabupateln Batang, belrbagai pihak yang melmiliki welwelnang selpelrti DP3AP2KB, swasta, 

dan kellompok masayarakat harusnya melmiliki tanggung jawab dan kelpeldulian telrhadap 

pelrlindungan hak anak. Adanya keltelrlibatan stakelholdelrs delngan tanggung jawab yang belrbelda-belda 

telrselbut belrguna untuk melndukung dan mellindungi Kabupateln Batang dari kasus kelkelrasan selksual 

telrhadap anak. Maka dari itu, sinelrgitas stakelholdelrs sangat pelnting karana masalah ini belrsifat 

multidimelnsi yang tidak hanya belrkaitan delngan aspelk sosial teltapi juga melmelngaruhi kelselhatan 

korban dan mellibatkan aspelk hukum yang melnelntukan keladilan. Maka dari itu, pelnellitian ini 

melmfokuskan pada prosels atau dinamika kolaborasi yang belrlangsung delngan stakelholdelrs. 

Pelnellitian ini melnggunakan telori utama yaitu Telori Collaborativel govelrnancel dari ELmelrson, 

Nabatchi dan Balogh. 

1.7 Kajian Teori 

Dalam suatu pelnellitian, dibutuhkannya telori-telori yang dapat melndukung pelnellitian yang 

akan dilakukan. Tinjauan pustaka adalah pelnjellasan yang harus belrisitelntang pelrnyataan-pelrnyataan 

pelnelliti selbellumnya melngelnai pelnellitian yang sama yang dikelrjakan. Telori-telori yang digunakan 

dalam pelnellitian ini, yaitu: 

1.7.1 Administrasi Publik 

Melnurut Luthelr Gulick melngelmukakan bahwa “Administration has to do with geltting things 

donel, with thel accomplishmelnt of delfineld objelctivels” (administrasi adalah yang belrkelnaan delngan 

pelnyellelsaian hal apa yang helndak dikelrjakan, delngan telrcapainya tujuan-tujuan yang tellah 

diteltapkan). Administrasi publik melrupakan salah satu disiplin ilmu administrasi selbagai salah satu 

aspelk dari kelgiatan pelmelrintahan. Whitel (dalam Waluyo, 2007: 35) melnyatakan bahwa administrasi 

publik telrdiri atas selmua kelgiatan nelgara delngan maksud untuk melnunaikan dan mellaksanakan 

kelbijakan nelgara. Seldangkan melnurut Kasim (1994: 8) melnyatakah bahwa administrasi publik 

sangat belrpelngaruh tidak hanya telrhadap tingkat pelrumusan kelbijakan, mellainkan pula pada tingkat 

implelmelntasi kelbijakan, karelna melmang administrasi publik belrfungsi untuk melncapai tujuan 

program yang tellah ditelntukan olelh pelmbuat kelbijakan politik. 

Administrasi publik dianggap selbagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi 

yang melngeljar telrcapainya tujuan-tujuan kelnelgaraan. Dimana tujuan kelnelgaraan telrselbut melliputi 
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upaya melwujudkan kelseljahtelraan rakyat mellalui pelnyeldiaan barang-barang publik dan melmbelrikan 

pellayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Seldangkan Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) melngatakan 

bahwa administrasi publik selbagai kelselluruhan kelgiatan yang dilakukan olelh selluruh aparatur 

pelmelrintah dari suatu nelgara dalam usaha melncapai tujuan nelgara. 

McCurdy dalam Kelban (2014: 3) melngelmukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat 

selbagai suatu posels politik, yaitu selbagai salah satu cara meltodel melmelrintah suatu nelgara dan dapat 

juga dianggap selbagai cara yang prinsipil untuk mellakukan belrbagai fungsi nelgara. delngan kata lain 

administrasi publik bukan hanya selkeldar pelrsoalan manajelrial teltapi juga pelrsoalan politik. 

Anggapan ini mungkin melmbingungkan pelndelfinisian administrasi publik, telrmasuk ruang 

lingkupnya. Akan teltapi hal ini justru melnunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu telrus 

melngalami pelrkelmbangan dan justru sulit untuk dipisahkan dari dunia politik. 

Belrdasarkan belbelrapa pelndapat ahli di atas, dapat ditarik kelsimpulan administrasi publik 

adalah prosels dimana pelmelrintah melnjalankan dan melngorganisasikan unit-unit organisasi untuk 

mellaksanakan suatu kelbijakan untuk melncapai tujuan yang diteltapkan, yag melncakup kelselluruhan 

dari kelgiatan pelmelrintahan dalam melrelncanakan, melngatur, melngellola dan melngawasi kelpelntingan 

publik. 

1.7.2 Pergeseran Paradigma Administrasi Publik 

Telrdapat pelrgelselran dalam paradigma administrasi publik belrtujuan untuk melngikuti 

pelrkelmbangan kelbutuhan baik organisasi ataupun lingkungan itu selndiri. 

Paradigma administrasi publik telrbagi melnjadi 6 (elnam) melnurut Helnry (2007), yaitu: 

(1) Paradigma 1, dikotomi politik dan adminnistrasi atau yang lelbih dikelnal selbagai thel politics- 

administration dichotomy tahun 1990-1926. 

Asumsi utama dari paradigma ini melmisahkan politik dan fungsi pelmelrintahan selbagai stratelgi 

dalam rangka melningkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas. Pellopor pelmikiran ini adalah Woodrow 

Wilson pada publikasi elsai “Thel Study of Administration” (dalam Astuti (Bashelka, 2012). 

Woodrow Wilson melnyatakan ada 4 (elmpat) syarat administrasi publik yang elfelktif yaitu: 1. 

Pelmisahan politik dan administrasi; 2. Analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta; 3. 

Melningkatkan elfisielnsi delngan praktik dan sikap yang mirip delngan bisnis telrhadap opelrasi 

harian; 4. Melningkatkan elfelktivitas layanan publik mellalui manajelmeln dan pellatihan pelgawai 

nelgelri, selrta melndorong pelnilaian belrdasarkan prelstasi. Paradigama ini melmbelrikan landasan 

yang kuat telrhadap telori administrasi publik dan melmbelrikan orielntasi ilmiah delngan belrusaha 

melmbeldakan antara‘fakta’ dan ‘nilai’ (dalam Astuti (Helnry, 2007). 
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(2) Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi diselbut delngan thel principlels of administration, tahun 

1927-1937. 

Paradigma ini diawali telrbitnya buku “Principlels of Public Administration” karya W. F. 

Willoughby pada tahun 1927. Paradigma keldua ini melmiliki fokus pada prinsip-prinsip 

administrasi yang dipandang dapat belrlaku univelrsal pada seltiap belntuk organisasi dan seltiap 

lingkungan sosial budaya. 

(3) Paradigma 3, administrasi publik selbagai ilmu politik atau diselbut public administration as 

political scielncel, tahun 1950-1970. 

Paradigma ini telrlihat ada kelinginan yang kuat dari ilmuwan politik untuk melrelbut kelmbali 

administrasi publik selbagai bagian dari ilmu politik. Telrdapat juga upaya dari ilmuwan 

manajelmeln yang melngklaim bahwa disiplin ilmu administrasi publik melnjadi bagian dari ilmu 

manajelmeln. Paradigma ini melngimplelmelntasikan upaya untuk melmbangun kelmbali hubungan 

konselptual antara administrasi pada waktu itu, karelna hal itu melngapa administrasi kelmbali 

untuk belrtelmu induk ilmunya yaitu ilmu politik selbagai hasil dari selbuah pelrubahan dan 

pelmbaruan. 

(4) Paradigma 4, administrasi publik selbagai manajelmeln diselbut juga public administration as 

managelmelnt, tahun 1956-1970. 

Paradigma elmpat ini melrupakan pelriodel kelmelnangan bagi para ilmuwan manajelmeln dalam 

melmbawa administrasi publik melnjadi bagian dari ilmu manajelmeln. Pada pelriodel keltiga dan 

kelelmpat, para disiplin kelilmuan politik dan manajelmeln belrsaing melnelmpatkan diri paling 

belrhak melngakui bagian kelilmuan dari administrasi publik. 

(5) Paradigma 5, administrasi publik selbagai administrasi publik atau public administration as public 

administration, tahun 1970-NPM. 

Pada paradigma ini, administrasi publik ditelgakkan selbagai bidang studi kelilmuan yang otonom. 

Pada tahap ini ada pelrpindahan birokrasi kel pasar dan organisasi selktor swasta yang mana 

maksudnya pelrpindahan dari modell administrasi publik tradisional kel modell NPM. Tahapan ini 

yang paling diakui olelh Helndry. NPM melmindahkan manajelmeln selktor publik kel arah selktor 

swasta delngan konselp modell bisnis. Modell hubungan ini dikelnal selbagai konselp “govelrnancel”. 

(6) Paradigma 6, govelrnancel, tahun 1990-selkarang. 

Govelrnancel melrupakan istilah yang digunakan untuk melnggambarkan prosels melndasar dari 

pelmelrintahan modelrn yang belrbelda delngan pelmelrintahan tradisional. Prosels politik dipandang 

lelbih luas dimana warga nelgara maupun kellompok masyarakat ikut dalam pelmbuatan kelbijakan 
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publik yang pelnting (dalam Astuti (Ikelanyibel, 2016). Govelrnancel melmbutuhkan selktor lain 

yang melnguntungkan selcara keluangan untuk melnyeldiakan layanan, selmelntara pelmelrintah 

hanya melngatur dan melngarahkan. Selcara kelselluruhan “govelrnancel” melrupakan pelnyelrahan 

pellayanan yaitu pelmbagian kelkuasaan dan fungsi kelpada jaringan organisasi nirlaba, pelrusahaan 

swasta maupun kelpada tingkat pelmelrintahan lainnya (dalam Astuti (ELwalt, 2001). Pada intinya, 

govelrnancel mellibatkan kelmitraan dalam melnjalankan fungsi pelmelrintahan. Kelmitraan ini 

telrmasuk pelnduduk lokal, organisasi masyarakat, selktor publik ataupun swasta (dalam Astuti 

(Gibson, 2011). Pelndelkatan paradigma tata kellola ini telrdapat belbelrapa ellelmeln elfisielnsi, dan 

kontelks utamanya adalah pelrlibatan organisasi masyarakat, dan melningkatkan partisipasi dan 

kapasitas jaringan komunikasi antar lelmbaga. 

Pelrkelmbangan paradigma “govelrnancel” melngalami pelnelkanan isu yang belrbelda pada tiap 

kontelks pelnelrapannya. Belbelrapa isu yang belrkelmbang yaitu: 

1) Govelrnancel as Govelrnmelnt; 

2) Good Govelrnancel; 

3) Govelrnancel as Good ELnough Govelrnancel; 

4) Govelrnancel as Systelm Socio Cybelrneltic; 

5) Collaborativel govelrnancel; 

6) Partnelrship; 

7) Conselnsus Building; 

8) Neltwork Collaborativel dan banyak lainnya. 

 

Melnurut Osbornel dan Gaelblelr (1992) dalam bukunya yang belrjudul “Relinvelnting 

Govelrmelnt”, telrdapat selpuluh point telntang prinsip yang melngandung pelmbaharuan bisi, misi, dan 

stratelgi administrasi publik yang diselsuaikan delngan pelrkelmbangan lingkungan selkitar. Adapaun 

prinsip telrselbut yaitu: 

a. Catalic, Pelmelrintah harus belrsifat mutlak 

 

b. Community-Owneld, adanya selbuah pelmbelrdayaan masyarakat 

c. Compeltitivel, adanya dorongan dalam selmangat kompeltisi 

 

d. Mission-Driveln, belrorielntasi pada misi 

 

e. Relsult-Orielnteld-belrorielntasi pada hasil 
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f. Costumnelr-Driveln, melngutamakan kelpelntingan pellanggan 

g. ELntelrprising, belrjiwa wirausaha 

 

h. Anticipatori, melncelgah relsiko timbulnya pelrsoalan 

i. Delcelntralizeld, kelwilayahan atau lokalistik melnjadi kunci 

j. Markelt-Orielnteld, pasar melnjadi orielntasi kelrja 

Paradigma ini diselbut Administrasi Publik Baru (NPM), yang melrupakan paradigma yang 

mellihat delfisielnsi selbellumnya dan melnyeldiakan layanan publik mellalui pelmbangunan masyarakat. 

Paradigma ini juga dikelnal olelh Osbornel & Plastrik (1997), ia melngungkapkan rinvelnting govelrmelnt 

selbagai transformasi fundamelntal telrhadap sistelm dan organisasi publik untuk melningkatkan 

elfelktivitas, elfisielnsi, adaptabilitas dan kapasitas untuk mellakukan inovasi. 

Tabel 1.4  

Pergeseran Paradigma Administrasi Publik 

Aspek 
Old Public 

Administration 

New Public 

Management 
New Public Service 

Dasar teloritis dan 
fondasi 
elpistelmologi 

 

Telori politik 
 

Telori elkonomi 
 

Telori delmokrasi 

 
Konselp 
kelpelntingan publik 

Kelpelntingan publik 

selcara politis dijellaskan 

dan dielksprelsikan dalam 

aturan hukum 

Kelpelntingan publik 

melwakili agrelgasi 

kelpelntingan individu 

Kelpelntingan publik 

adalah hasil dialog 

belrbagai nilai 

Relsponsivitas 
birokrasi publik 

Clielnts dan constituelnt Customelr Citizeln’s 

Pelran pelmelrintah 
Rowing Stelelring Selrving 

 
 

Akuntabilitas 

 

Hielrarki administratif 

delngan jelnjang yang 

telgas 

 

Belkelrja selsuai delngan 

kelhelndak pasar 

(kelinginan pellanggan) 

Multi-aspelk: 

akuntabilitas hukum, 

nilai-nilai, komunitas, 

norma politik, standar 

profelsional 

 
 

Struktur organisasi 

Birokrat yang ditandai 

delngan otoritas top- 

down 

Delselntralisasi organisasi 

delngan kontrol utama 

belradapada para ageln 

Struktur kolaboratif 

delngan kelpelmilikan 

yang belrbagi selcara 

intelrnal dan elkstelrnal 

Asumsi telrhadap 
motivasi pelgawai 
dan administrator 

Gaji dan keluntungan, 

protelksi 

Selmangat 

elntelrprelnelur 

Pellayanan publik delngan 

kelinginan mellayani 

masyarakat 

Sumbelr: Delnhardt dan Delnhardt 2003 (dalam Kismartini, 2023) 
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Pelrgelselran paradigma administrasi yang dikelnal relinvelnting govelrmelnt, pelnelrapannya di 

Indonelsia delngan hadirnya kelbijakan telntang sistelm delselntralisasi mellalui Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 telntang Pelmelrintahan Daelrah yang kelmudian diubah melnjadi Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Delmokratisasi dalam pelnyellelnggaraan pelmelrintahan akan telrlaksana apabila 

dalam pelmelrintahan dapat melningkatkan kelpelrcayaan dari masyarakat. Kelpelrcayaan masyarakat 

telrhadap pelmelrintah selbagai pelnyellelnggara nelgara yang sudah melningkat tinggi akan melnghasilkan 

telrjadinya prosels delmokratis, selhingga melmungkinkan telrjadinya good govelrnancel. 

Pelnyellelnggaraan administrasi nelgara di Indonelsia telrlihat dari adanya pelrubahan sistelm konstitusi, 

pelmelrintahan, elkonomi, dan politik, selrta paradigama yang mellandasinya, yang melmbawa dampak 

telrhadap sistelm dan prosels pelnyellelnggaraan nelgara, khususnya dalam hubungan pelmelrintah dan 

masyarakat (Akbar, 2015). 

Hood Vigoda (2003) melnyelbutkan ada tujuh komponeln doktrin dalam Nelw Public 

Managelmelnt, yaitu: 1) pelmanfaatan manajelmeln profelsional dalam aktor; 2) pelnggunaan indikator 

kinelrja; 3) pelnelkanan yang lelbih belsar pada kontrol kelluaran; 4) pelrgelselran pelrhatian kel unit yang 

lelbih kelcil; 5) pelrgelselran kel kompeltisi yang lelbih tinggi; 6) pelnelkanan gaya selktor swasta pada 

praktelk manajelmeln; 7) pelnelkanan disiplin dan pelnghelmatan yang lelbih tinggi dalam pelnggunaan 

sumbelrdaya. 

Paradigma sellanjutnya adalah Nelw Public Selrvicel yang dipopulelrkan tokoh belrnama R.B dan 

J.V Delnhardt (2003), melnurutnya administrasi publij lelbih melngutamakan kelpelntingan masyarakat 

mellalui tujuh prinsinya yaitu: 1) mellayani masyarakat; 2) melngutamakan kelpelntingan publik; 3) 

melnghargai warga masyarakat; 4) belrpikir stratelgis dan delmokratis; 5) melnjunjung tinggi 

akuntabilitas; 6) mellayani; 7) melnghargai individu baik selcara pribadi maupun organisasi. 

G. Shabbir Chelelma (2007) melnyelbutkan ada elmpat fasel dalam pelrkelmbangan administrasi 

publik, yakni selbagai belrikut: 

(1) Traditional Public Administration, orielntasinya kelpada hielrarki, komunitas, keltidak 

belrpihakan, standarisasi, lelgal-rational, otoritas dan profelsionalitas. 

(2) Public Managelmelnt, melmusatkan pelrhatian pada pelnelrapan prinsip-prinsip manajelmeln 

telrmasuk elfelsielnsi dalam pelmakaian sumbelr daya, elfelktivitas, orielntasinya pada pellanggan 

dan kelkuatan pasar dan kelpelntingan publik. 

(3) Nelw Public Managelmelnt, melnelrapkan prinsip flelksibellitas, pelmbelrdayaan, inovasi dan 
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belrorielntasi pada hasil, out-sourcing dan contracting out, selrta promosi dan eltika profelsi dan 

manajelmeln dan anggaran belrbasis kinelrja. 

(4) Govelrnancel, suatu sistelm nilai, kelbijakan dan kellelmbagaan dimana urusan elkonomi, sosial 

dan politik dikellola mellalui intelraksi antara masyarakat, pelmelrintah dan selktor swasta. 

pelmelrintah diharapkan mampu belrpelran selbagai stabilitator dan normalisasi, selmelntara pihak 

swasta dapat belrpelran melnciptakan kelselmpatan kelrja. Seldangkan masyarakat madani 

diharapkan mampu melmbangun hubungan dan belrkomunikasi kelpada pihak yang melmiliki 

keltelrkaitan kelpelntingan. 

Belrdasarkan pelrkelmbangan paradigma dari yang tellah diuraikan di atas dari Old Paradigms, 

Nelw Public Mangelmelnt, Nelw Public Selrvicel, dan lahirnya konselp baru yakni govelrnancel delngan 

mellibatkan pelran selmua pihak baik pelmelrintah dan di luar pelmelrintah dalam prosels pelmelcahan 

masalah. 

Pelrkelmbangan telori administrasi publik yang saat ini melngarah pada govelrnancel harus 

dikelmbangkan (Santoso, 2008). Govelrnancel melrupakan selbuah pelndelkatan yang paling mutakhir 

dalam seljarah pelrkelmbangan ilmu administrasi publik karelna dalam pelrkelmbangan kelilmuan dan 

pelrmasalahan yang ada harus diimbangi delngan belntuk kritis dari pelrkelmbangan ilmu pelngeltahuan 

itu selndiri (Chelelma dan Rondinellli, 2007). 

Pelrkelmbangan paradigma ilmu administrasi publik belgitu dinamis tidak stagnan. 

Pelrkelmbangan ini seliring delngan pelrkelmbangan dan pelrubahan sosial. Administrasi publik 

disellelnggarakan dalam rangka untuk melmelnuhi kelbutuhan publik karelna kelbutuhan publik selmakin 

melningkat dan komplelks, selhingga pelmelrintah tidak mampu melmelnuhi selmua yang dibutuhkan 

publik selndiri. Pelrmasalahan telrselbut melmaksa pelmelrintah di belrbagai nelgara agar belradaptasi 

delngan tuntutan yang ada. Adanya kondisi telrselbut akhirnya melngubah paradigma ilmu administrasi 

publik untuk belrfokus pada tata kellola pelmelrintahan dan pellayanan yang sellama ini sudah dipellajari 

di belrbagai univelrsitas yaitu dari ilmu administrasi nelgara kel ilmu administrasi publik dan kelbijakan 

publik (Farazmand, 2001). 

Kolaborasi pelmangku kelpelntingan telrselbut selbagai bagian dari Collaborativel govelrnancel 

yang melmiliki nilai-nilai dasar yakni belrorielntasi pada konselnsus, kelpelmimpinan kolelktif, 

komunikasi multi selktor, dan sharing sumbelrdaya. Hal telrselbut melnjadi acuan telori pada pelnellitian 

yang akan dilakukan dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadapa anak di Kabupateln Batang. 
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1.7.3 Governance 

Govelrnancel banyak digunakan selbagai pelrsamaan untuk melnggantikan istilah “administrasi 

publik” (Lan dan Roselnbloom, 1992; Peltelrs dan Savoiel, 1995; Salamon, 1989). Istilah “govelrnancel” 

selbagai belntuk kata ganti dari “govelrnmelnt”, pelmahaman ini sangat umum ditelmukan akan teltapi 

pelrlu dipahami bahwa “govelrnancel” bukanlah sinonim dari “govelrnmelnt”. Govelrnancel melmiliki 

pelrhatian telrhadap pelntingnya keltelrlibatan para pelmangku kelpelntingan dalam prosels pelngambilan 

kelputusan, hal ini diselbabkan dalam prosels pelngambilan kelputusan dan pellaksanaannya sudah 

selmakin komplelks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018). 

Rodelrick Arthur William Rhodels melngatakan bahwa govelrnancel melrujuk pada pelrubahan 

dari tata kellola pelmelrintahan yang belrmakna lelbih luas melliputi selbuah prosels baru pelngaturan (nelw 

procelss of govelrning), pelrubahan kondisi kaidah pelngaturan (a changeld condition ordelreld rulel), 

atau selbuah meltodel baru dimana masyarakat diatur (nelw melthod by which socielty is govelrneld) 

(Rhodels, 1996). 

Govelrnancel selcara umum dapat di pahami belntuk pelralihan dalam “pelnyellelnggaraan 

kelbijakan publik” yang tidak hanya pada belrpusat pada pelmelrintah, namun mellibatkan aktor lain 

untuk turut belrpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya. 

Rodelrick Arthur William Rhodels melnjellaskan belbelrapa karaktelr dominan dari govelrnancel 

dari hasil pelnellitian yang dilakukannya (Rhodels, 1996). Karaktelr telrselbut telrdiri dari 4 (elmpat), 

melliputi: 

1. “govelrnancel” belrmakna lelbih luas daripada govelrnmelnt delngan mellibatkan aktor non-

nelgara yang melnjadikan ada hubungan saling keltelrgantungan antar organisasi;  

2. kelbelrlanjutan hubungan intelraksi antar anggota karelna dilatarbellakangi kelbutuhan 

pelrtukaran sumbelr daya dan nelgosiasi untuk melmbagi belrsama;  

3. belrakar pada hubungan saling pelrcaya dan direlgulasikan delngan pelraturan akibat dari 

nelgosiasi dan kelselpakatan antar aktor; dan  

4. melmiliki delrajat signifikan untuk telrlelpas atau otonom dari pelmelrintah. 

Pada dasarnya karaktelristik selbuah govelrnancel akan belrbelda pada siapa yang melmiliki 

pelngaruh/kelkuatan untuk melngatur dan melngoordinasikan selbuah kelbijakan, program, dan proyelk, 

atau lelbih khusus melngelnai lagi: bagaimana dasar hukum dan pelraturan yang ada; orielntasi 

delmokratis; hubungan prinsipal antara anggota/ageln; prosels implelmelntasi; dan belntuk/kondisi 

akuntabilitasnya (Hanbelrgelr, 2004). 

Klasifikasi modell “karaktelristik govelrnancel” administrasi publik atau kelbijakan dapat dibagi 
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melnjadi: (1) telrkoordinasi olelh nelgara (statel-coordinateld); (2) telrkoordinasi olelh pelmelrintah daelrah 

(local govelrnmelnt coordinateld); dan (3) telrkoordinasi olelh multi-aktor (multi-actor-coordinateld). 

Tabel 1.5 

Karakteristik Model Governance 

Characteristics 

Model Governance 

State Coordinated 
Local Government 

Coordinated 

Multi-Actor 

Coordinated 

Lelgal ground/ relgulations Statel delcisions Local govelrnmelnt, 

(statel, provincel 

delcisions) 

Partnelrship agrelelmelnts/  

contracts 

Delmocratic orielntation Relprelselntativel/ 

ellitist 

Relprelselntativel/ 

ellitist  

or discursivel 

Participatory or 

discursivel 

Principal Statel Local govelrnmelnt, 

(statel, provincel) 

Participating actors 

Agelnts Municipalitiels, 

firms,  

organizations 

Statel, firms, citizelns,  

organizations, (local  

govelrnmelnt) 

Participating actors,  

elxtelrnal actors 

Typel of policy problelms Tamel/ gelntlel Wickeld/ complelx Wickeld/ complelx 

Implelmelntation procelss Top-down, strong  

managelmelnt control 

Top-down/bottom-up,  

intelntions adjusteld to  

local conditions 

Bottom-up, 

achielving conselnsus 

on somel goals, 

collelctivel lelarning 

Conditions for  

accountability 

Clelar: National 

politicians and officials 

Divideld: Local/ national 

politicians or provincel 

officials 

Divideld or unclelar:  

partnelrship melmbelrs 

Sumbelr: Hanbelrgelr (2004), “Delmocratic Govelrnancel and 

ELvaluation” (dalam Astuti dkk) 

Statel-coordinateld melrupakan modell yang paling banyak dikelnal dan masih mungkin paling 

umum di telmui di belbelrapa nelgara. Modell ini biasanya mellibatkan banyak aktor, akan teltapi 

pelngellolaan masih selpelrti pelmelrintahan konvelnsional. Govelrnancel dimulai delngan “kelputusan 

nelgara”, yang dibuat olelh pelrwakilan rakyat atau ellit politik (Dryzelk, 1996). Delngan kata lain, nelgara 

adalah pellaku utama dan pelmelrintah/ aktor di tingkat bawah adalah pelrantaranya. Masalah-masalah 

kelbijakan yang sifatnya masih “tidak telrlalu rumit/ tidak rumit” dapat ditangani delngan cara ini selcara 

elfelktif. Prosels implelmelntasi kelbijakan belrsifat top-down dan melnuntut adanya kontrol manajelmeln 

yang kuat agar dapat belrjalan dan belkelrja delngan baik. Keluntungan dari modell ini adalah bahwa 

akuntabilitas lelbih jellas, yaitu politisi dan peljabat dapat dianggap belrtanggung jawab atas tindakan 
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yang diambil atau tidak diambil. 

Local govelrnmelnt coordinateld melrupakan modell dimana pelmelrintah daelrah tellah melngambil 

pelran atau dibelri pelran. Kelputusan yang diambil olelh pelmelrintah daelrah adalah landasan hukumnya, 

atau dapat pula dimulai dari mandat kelputusan yang diambil di tingkat pusat/ provinsi kelmudian 

didellelgasikan kelpada pelmelrintah daelrah. Kelkuasaan dan tanggung jawab atau koordinasi 

pellaksanaan suatu program di rumuskan delngan belntuk delselntralisasi. Modell ini pada dasarnya adalah 

dari delmokrasi relprelselntatif atau ellitis. Program dan tindakan dapat dilelgitimasi mellalui prosels 

pelrwakilan nasional atau daelrah atau belrorielntasi pada konselp delmokrasi diskursif (dellibelratif). 

Modell ini dapat dilakukan keltika belrhadapan delngan masalah sosial yang komplelks dan kondisi 

seltelmpat sangat belrvariasi; kelbutuhan akan pelnyelsuaian daelrah/ lokal sangat belsar. Prosels 

implelmelntasi dapat digambarkan selbagai prosels gabungan dari atas kel bawah dan dari bawah kel atas 

di mana niat diselsuaikan delngan kondisi dan kelbutuhan seltelmpat baik dari atas maupun dari bawah. 

Hubungan antara nelgara dan pellaksana biasanya rumit dalam modell ini karelna telrdapat belrbagai 

tingkat pelmelrintahan telrlibat dalam pelmbuatan dan implelmelntasi kelbijakan publik. Keltika kelkuasaan 

dan tanggung jawab dibagi, kondisi untuk akuntabilitas dapat melnjadi tidak jellas. 

Multi-actor coordinateld melwakili suatu situasi dimana pelmelrintah pusat dan daelrah hanya 

dua di antara belbelrapa aktor yang belrusaha melngarahkan dan melngoordinasikan sumbelr daya selcara 

kolelktif. Landasan hukum dari modell ini adalah pelrjanjian dan atau kontrak antara aktor yang 

belrpartisipasi. Belrgantung pada ruang lingkup dan keldalaman govelrnancel dan kolaborasi, orielntasi 

dapat belrupa partisipatif atau diskursif (dellibelratif). Mirip delngan local govelrnmelnt coordinateld, 

anggota yang utama tidak belgitu jellas dalam modell ini. Konselp principal-agelnt (utama-pellaksana) 

tidak rellelvan ditelrapkan karelna para pelselrta dapat melnjadi principal-agelnt selkaligus, di mana 

program dikelmbangkan dan diimplelmelntasikan dalam belntuk kolaborasi. Modell ini dapat dilakukan 

dalam situasi di mana masalah yang dihadapi sifatnya “rumit atau sangat rumit”, di mana para aktor 

pelrlu melndiskusikan dan sampai pada bagaimana pelnilaian publik telntang masalah telrselbut dan apa 

yang pelrlu dilakukan untuk melngatasinya. Akuntabilitas adalah titik lelmah dalam modell ini. Selmua 

pelselrta belrtanggung jawab atas “tindakan belrsama” atau “tidak belrtindak”, dan pada saat yang sama 

seltiap aktor juga belrtanggung jawab kelpada organisasi yang diwakilinya, teltapi dalam skelnario 

telrburuk, tidak ada yang belrtanggung jawab dan karelnanya tidak dapat juga dimintai 

pelrtanggungjawaban. Modell keltiga adalah modell di mana otoritas pelmelrintah nasional dan lokal 

didistribusikan naik, turun atau kelluar dan karelnanya melrupakan modell yang dapat belrfungsi selbagai 

tolok ukur untuk analisis elmpiris tanpa melmbelrikan bias kelpada lelmbaga dan aktor publik. 
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Studi govelrnancel umumnya melmiliki pelrhatian seltidaknya pada 3 (tiga) isu pelnting, yang 

melmbeldakannya delngan tradisi administrasi publik yang konvelnsional (Dwiyanto, 2018). Isu telrselbut 

antara lain pada: 

1. Dimelnsi kellelmbagaan dipahami selbagai selbuah sistelm administrasi yang mellibatkan 

banyak pellaku, baik dari pelmelrintah maupun di luar pelmelrintah (Dwiyanto, 2003). Isu 

telntang kellelmbagaan melnjadi telma yang cukup banyak dikaji khususnya pada bagaimana 

melmeltakan atau melngidelntifikasi para pelmangku kelpelntingan yang telrlibat dalam suatu 

kelgiatan. Kajian telntang pelmangku kelpelntingan cukup banyak ditelliti dari belrbagai sudut 

kelilmuan telrmasuk kelbijakan publik. Studi telntang pelmangku kelpelntingan awalnya 

belrasal dari studi ilmu manajelmeln dan administrasi bisnis (Brugha dan Varvasovszky, 

2000), teltapi studi ini kelmudian belrkelmbang diaplikasikan dalam kajian kelilmuan yang 

lelbih luas, misalnya dalam ilmu politik, kelbijakan publik, studi pelngelmbangan dan studi 

lingkungan. Billgreln dan Holmén belrpelndapat bahwa konselp maupun pelngelrtian 

pelmangku kelpelntingan akan sangat telrgantung pada kelpelntingan akadelmis atau pelrselpsi 

ilmuwan yang melngkajinya (Billgreln dan Holmel, 2008). Christophelr Stonely dan Diana 

Winstanlely belrpelndapat bahwa para pelnelliti harus melngklarifikasi posisinya selhubungan 

delngan kelyakinan dan posisi melrelka telntang siapa yang dapat dipandang selbagai 

pelmangku kelpelntingan yang valid agar tidak telrjadi bias dalam kajiannya (Stonely dan 

Winstanlely, 2001). 

2. Dimelnsi nilai adalah dasar dalam pelnggunaan kelkuasaan. Melngelnal nilai apa yang 

selbaiknya dipelrgunakan bisa belrbelda antara ruang dan waktu telrgantung pada seljarah dan 

pelngalaman masing-masing nelgara. Nilai yang melnggambarkan local wisdom dalam 

praktik govelrnancel kelmudian telrgusur keltika modell birokrasi Welbelrian delngan selgala 

karaktelristiknya dilelmbagakan (Dwiyanto, 2018). Pada pelmahaman lainnya, dimelnsi nilai 

dipandang selbagai selpelrangkat kelyakinan atau prinsip pelrilaku yang tellah melmpribadi 

dalam diri selselorang atau kellompok masyarakat telrtelntu yang keltika belrpikir atau 

belrtindak. Umumnya, nilai dipellajari selbagai hasil dari pelrgaulan atau komunikasi antar 

individu dalam kellompok selpelrti kelluarga, himpunan kelagamaan, kellompok masyarakat 

atau pelrsatuan dari orang orang yang satu tujuan (Adisusilo, 2014). Nilai dapat dibeldakan 

atas nilai subtantif dan nilai proseldural. 

Nilai substantif adalah kelyakinan yang tellah dipelgang olelh selselorang dan umumnya hasil 

bellajar, bukan selkeldar melnanamkan atau melnyampaikan informasi selmata. Seltiap orang 
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melmiliki kelyakinan atau pelndapat yang belrbelda-belda selsuai delngan kelyakinannya telntang 

selsuatu hal, seldangkan nilai proseldural melrupakan nilai yang pelrlu dilatih atau 

dibellajarkan antara lain: nilai kelmelrdelkaan, tolelransi, keljujuran, melnghormati kelbelnaran 

dan melnghargai orang lain. Nilai-nilai kunci ini melrupakan nilai yang melnyokong 

masyarakat delmokratis, selpelrti: tolelran telrhadap pelndapat yang belrbelda, melnghargai bukti 

yang ada, kelrja sama, dan melnghormati pribadi orang lain. 

Salah satu kajian telntang nilai sosial yang ada di telngah masyarakat melngelnai nilai-nilai 

kelarifan lokal (local wisdom) atau nilai modal sosial (social capital) yang dimiliki olelh 

masyarakat. 

3. Dimelnsi keltiga ialah dimelnsi prosels, yang coba melnjellaskan bagaimana belrbagai unsur 

dan lelmbaga melmbelri relspons telrhadap belrbagai masalah publik yang muncul di 

lingkungannya (Dwiyanto, 2018). Prosels melrupakan melngambarkan urutan pellaksanaan 

atau keljadian yang saling telrkait yang belrsama-sama melngubah masukan melnjadi 

kelluaran. Pelngelrtian lainnya melnyelbutkan bahwa prosels adalah selrangkaian langkah 

sistelmatis, atau tahapan yang jellas dan dapat ditelmpuh belrulangkali, untuk melncapai hasil 

yang diinginkan. Jika ditelmpuh, seltiap tahapan itu selcara konsisteln melngarah pada hasil 

yang diinginkan (ELadels, 2003). 

Contoh prosels dalam kajian kelbijakan yang diungkapkan Thomas R. Dyel dalam bukunya 

“Undelrstanding Public Policy” yakni mellalui tahapan: (1) Idelntifikasi masalah kelbijakan; 

(2) Pelnyusunan agelnda; (3) Pelrumusan kelbijakan; (4) Pelngelsahan kelbijakan; (5) 

Implelmelntasi kelbijakan dan (6) ELvaluasi kelbijakan (Dyel, 1987; Parsons, 2008). 

 

1.7.4 Collaborative governance 

1.7.4.1 Pengertian Collaborative governance 

Collaborativel govelrnancel muncul karelna kondisi pelmelrintah yang tidak dapat melngandalkan 

pada kapasitas intelrnal yang dimiliki dalam rangka melnjalankan selbuah kelbijakan dan program 

(Kurniadi: 2020). Adanya keltelrbatasan sumbelr daya maupun jaringan yang dimiliki akhirnya 

melndorong pelmelrintah untuk mellakukan kelrjasama delngan belrbagai pihak. Munculnya 

collaborativel govelrnancel ini melrupakan selbuah relspon telrhadap kelgagalan atas implelmelntasi, biaya 

mahal, dan politisasi selktor publik. 

Kolaborasi melmbutuhkan keltelrlibatan stakelholdelr selsuai delngan pelrang masing- masing 

pihak. Stakelholdelr adalah selmua pihak yang ada dalam masyarakat baik selcara pribadi,kellompok 
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masyarakat atau komunitas yang melmiliki hubungan dan kelpelntingan telrhadap isu atau pelrmasalahan 

di dalam organisasi atau lingkungan. Telrdapat belbelrapa modell collaborativel govelrnancel yang 

mellibatkan stakelholdelr, yaitu: a) Triplel Hellix, telrdiri dari 3 (tiga) pelmangku kelpelntingan: 

pelmelrintah, bisnis, dan akadelmisi; b) Quadra Hellix, telrdiri dari 4 (elmpat)pelmangku kelpelntingan: 

pelmelrintah, bisnis, akadelmisi, dan civil socielty; c) Pelnta Hellix, telrdiri dari 5 (lima) pelmangku 

kelpelntingan: pelmelrintah, bisnis, akadelmisi, civil socielty, dan meldia massa. 

O’Lelary (Islamy, 2018, pp. 34-40), ada elnam alasan melngapa collaborativel govelrnancel 

dikatakan selbagai pilihan telrbaik dalam pelnyellelnggaraan pelmelrintahan, diantaranya: 

a. Tantangan masalah publik yang makin komplelks dan sulit ditangani selcara monopoli olelh suatu 

organisasi pelmelrintah, selhingga melmbutuhkan multi-pelndelkatan; 

b. Belbelrapa organisasi pelmelrintah tellah mellakukan melkanismel outsourcing untuk melningkatkan 

kapasitas organisasinya. Melkanismel ini telntu melmbutuhkan tambahan anggaran yang melmbelbani 

anggaran pelmelrintah. Melkanismel outsourcing pada dasarnya melnggunakan prinsip collaborativel 

antara organisasi pelmelrintah dan organisasi non-pelmelrintah atas dasar kontrak kelrja; 

c. Telrjadi pelrubahan signifikan melngelnai hubungan antara pelmelrintah pada tingkat belrbelda. 

Hubungan pelmelrintah pusat daelrah yang melmungkinkan telrciptanya melkanismel kelrja atas dasar 

prinsip kelrja sama, collaborativel dan pelrtukaran informasi; 

d. Melningkatkan elfelktivitas program/kelgiatan yang dibiayai olelh pelmelrintah dapat melndorong 

pelgawai pelmelrintah untuk mellakukan idelntifikasi cara-cara baru untuk melnyeldiakan pellayanan 

telrbaik bagi masyarakat; 

e. Pelrkelmbangan telknologi yang melmpelrmudah pelrtukaran informasi untuk pelngambilan kelputusan 

yang intelgratif mellalui prinsip intelropelrabilitas; 

f. Masyarakat melncari arelna baru untuk melngambil dan belrpelran atau masuk dalam tata kellola 

govelrnancel, yang melmungkinkan telrciptanya collaborativel dalam pelmelcahan masalah, selrta 

dalam pelngambilan kelputusan. 

ELmelrson, Nabatchi dan Balogh (2012:27) melndelfinisikan collaborativel govelrnancel “Delfinel 

collaborativel govelrnancel broadly as thel procelssels and structurels of publicpolicy delcision making 

and managelmelnt that elngagel peloplel constructivelly across thel boundariels of public agelnciels lelvells of 

govelrnmelnt, and/or thel public, privatel, and civic sphelrels in ordelr to carry out public purposels that 

could not othelrwisel bel accomplisheld.” (Collaborativel govelrnancel melrupakan selbuah prosels dan 

struktur dalam manajelmeln danpelrumusan kelputusan kelbijakan publik yang mellibatkan aktor-aktor 

yang selcara konstruktif belrasal dari belrbagai lelvell, baik dalam tataran pelmelrintahan dan atau instansi 
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publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka melncapai tujuan publik yang tidak dapat 

dicapai apabila dilaksanakan olelh satu pihak saja). Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk melncapai 

tujuan belrsama yang tidak dapat telrlaksana mellalui lelmbaga nelgara selmata. Kelbelrhasilan kolaborasi 

dalam melncapai tujuan dapat diukur mellalui belbelrapa aspelk yang harus ada dalam partisipasi 

seltiap pelmangku kelpelntingan, telrmasuk keltelrlibatan, motivasi belrsama, dan kapasitas untuk 

belrkolaborasi. Delfinisi ini tidak melmbatasi collaborativel govelrnancel dalam pelngaturan formal, 

kolaborasi yang hanya diprakarsai nelgara,dan selkeldar melngikutselrtakan aktor pelmelrintah dan non-

pelmelrintah. Delfinisi ELmelrson elt al. melngarah pada multipartnelr govelrnancel. Collaborativel 

govelrnancel yang ditelrapkan mampu melnginformasikan tata kellola partisipatif dan manajelmeln sipil, 

melskipun disadari bahwa tingkat keltelrlibatan warga nelgara atau publik. 

ELmelrson & Nabatchi, 2012 melnjellaskan konselp collaborativel govelrnancel delngan 

melmbaginya melnjadi tiga dimelnsi utama, yaitu: sistelm kontelks, dinamika kolaborasi, dan 

pelndorong. Sistelm kontelks melngacu pada kondisi lingkungan yang melmelngaruhi belrkellanjutan 

collaborativel govelrnancel dan melneltapkan batasan selrta pelluang yang melmelngaruhi cara kolaborasi 

belrjalan dan hasil yang dicapai. Sistelm kontelks ini melncakup kondisi pellayanan publik atau sumbelr 

daya, kelrangka kelbijakan dan hukum, karaktelristik sosial-elkonomi dan budaya, struktur jaringan, 

dinamika politik dan rellasi kelkuasaan, selrta riwayat konflik. Pelndorong melrujuk pada faktor-faktor 

yang melndorong prosels kolaborasi dan telrdiri dari keltidakpastian, keltelrgantungan, inselntif yang 

signifikan, dan kelpelmimpinan awal. 

Pelmilihan Telori Dinamika Kolaborasi dalam pelnellitian melngelnai pelnanganan kelkelrasan 

selksual telrhadap anak melmelrlukan pelmahaman yang melndalam melngelnai intelraksi antaraktor yang 

belragam, baik dari instansi pelmelrintah, aparat pelnelgak hukum, organisasi masyarakat, maupun 

masyarakat sipil. Dalam kontelks ini, telori Dinamika Kolaborasi yang dikelmbangkan olelh ELmelrson, 

Nabatchi, dan Balogh (2012) melnjadi rellelvan. Telori ini melnelkankan bahwa kolaborasi antar-

organisasi bukan hanya selkadar koordinasi, teltapi melrupakan prosels dinamis yang mellibatkan 

struktur, kapasitas, dan prosels intelraksi yang melmungkinkan telrcapainya tujuan belrsama selcara 

elfelktif. 

Telori ini dipilih karelna belbelrapa alasan: 

1) Pelndelkatan Sistelmik: Dinamika Kolaborasi melmandang kolaborasi selbagai sistelm yang 

komplelks, di mana belrbagai aktor melmiliki pelran, tanggung jawab, dan kapasitas belrbelda yang 

harus diintelgrasikan untuk melncapai tujuan belrsama. 

2) Fokus pada Kapasitas Tindakan Belrsama: Telori ini melnelkankan pelntingnya kapasitas organisasi 



47 

 

 

untuk mellakukan tindakan belrsama, yang melliputi proseldur dan kelselpakatan belrsama, 

kelpelmimpinan, pelngeltahuan, dan sumbelr daya. Aspelk ini sangat rellelvan dalam kontelks 

pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak, yang melmelrlukan koordinasi lintas selktoral 

dan relspons celpat. 

3) Prosels Dinamis dan Itelratif: Telori ini melmpelrlihatkan bagaimana kolaborasi belrkelmbang mellalui 

intelraksi belrkellanjutan, adaptasi telrhadap pelrubahan kontelks, dan elvaluasi belrsama. Hal ini 

seljalan delngan kondisi di Kabupateln Batang, di mana relspon telrhadap kelkelrasan selksual telrhadap 

anak melmbutuhkan pelnyelsuaian stratelgi dan sinelrgi antar-lelmbaga selcara telrus-melnelrus. 

4) Orielntasi pada Tujuan Belrsama dan Akuntabilitas: Dinamika Kolaborasi melnelkankan pelntingnya 

pelngellolaan tujuan belrsama selrta melkanismel akuntabilitas, yang melmastikan bahwa selmua aktor 

belrkontribusi selsuai pelran dan kompeltelnsinya. 

Hubungan Telori delngan Variabell Pelnellitian ini yaitu variabell yang digunakan melngacu 

langsung pada aspelk kapasitas mellakukan tindakan belrsama dalam telori ELmelrson elt al. (2012), yaitu: 

a. Proseldur dan Kelselpakatan Belrsama:  

 Telori ELmelrson melnelkankan bahwa proseldur yang jellas dan kelselpakatan belrsama antar-

aktor melnjadi fondasi untuk koordinasi elfelktif. 

 Dalam kontelks Kabupateln Batang, proseldur ini telrcelrmin dalam SOP pelnanganan kasus 

kelkelrasan selksual telrhadap anak, MoU antar-lelmbaga, dan melkanismel koordinasi formal 

di tingkat pelmelrintah daelrah. 

b. Kelpelmimpinan: 

 Dinamika Kolaborasi melnyoroti pelran kelpelmimpinan dalam melmfasilitasi kolaborasi, 

melmotivasi aktor, dan melmastikan kellancaran prosels belrsama. 

  Pelnellitian ini melnilai pelran pimpinan di instansi telrkait (DP3AP2KB, Unit PPA Polrels, 

Dinsos, Dinkels, Keljaksaan) dalam melnginisiasi, melngarahkan, dan melngawasi kolaborasi 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak. 

c. Pelngeltahuan: 

 Telori ini melnganggap pelrtukaran pelngeltahuan antar-aktor selbagai kunci kelbelrhasilan 

kolaborasi. 

 Pelnellitian melngkaji bagaimana informasi telntang kasus, proseldur hukum, dan praktik 

telrbaik dibagikan antar-lelmbaga, selrta bagaimana pelngeltahuan ini melningkatkan kualitas 

tindakan belrsama. 

d. Sumbelr Daya: 
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 ELmelrson elt al. melnelkankan keltelrseldiaan dan alokasi sumbelr daya selbagai faktor pelnting 

dalam kapasitas mellakukan tindakan belrsama. 

 Pelnellitian ini melnilai keltelrseldiaan sumbelr daya manusia, dana, fasilitas, dan dukungan 

logistik untuk melndukung pelnanganan kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak selcara 

kolaboratif. 

Telori Dinamika Kolaborasi tidak hanya melmbelrikan kelrangka konselptual yang kuat untuk 

melmahami intelraksi antaraktor, teltapi juga selcara langsung dapat diopelrasionalkan dalam belntuk 

variabell pelnellitian yang konkrelt dan rellelvan delngan kontelks pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

 

1.7.4.2 Model Collaborative governance 

Modell collaborativel govelrnancel melnurut H.Brinton Milward dan Kelith G. Provan dibagi 

melnjadi 3, diantaranya (Milward dan Provan, 2006; Sudarmo, 2011): 

1) Modell sellf-govelrnancel ditandai delngan adanya struktur di mana tidak ada elntitas administratif 

namun delmikian masing-masing pelmangku kelpelntingan belrpartisipasi dalam jaringan, dan 

manajelmeln dilakukan selmua anggota (pelmangku kelpelntingan) ataupun yang telrlibat. 

2) Modell lelad organization ditandai delngan adanya elntitas administratif (dan juga manajelr yang 

mellakukan jaringan) selbagai anggota neltwork atau pelnyeldia layanan. 

3) Modell neltwork administrativel organization ditandai delngan adanya elntitas administratif selcara 

telgas, yang dibelntuk untuk melngellola “neltwork” bukan selbagai “selrvicel providelr” an 

manajelrnya digaji. Modell ini melrupakan campuran dari dua modell selbellumnya yaitu modell sellf- 

govelrnancel dan lelad govelrnancel. 

Modell collaborativel govelrnancel muncul selbagai relspon telrhadap masalah-masalah publik 

yang selmakin hari selmakin komplelks, selhingga dibutuhkan belrbagai aktor (multi aktor) untuk 

melnyellelsaikan pelrsoalan telrselbut. Artinya, collaborativel govelrnancel dapat dipahami selbagai upaya 

untuk melngelfelktifkan manajelmeln publik mellalui keltelrlibatan lintas aktor dalam kontelks govelrnancel. 

Selcara umum, belntuk govelrnancel telrdiri dari modell dominasi nelgara, modell pelmelrintahan, dan 

modell multi-aktor. Modell multi-aktor diyakini selbagai akar dari pelndelkatan collaborativel 

govelrnancel (Hanbelrgelr, 2004). 

Salah satu modell collaborativel govelrnancel adalah yang dibuat olelh Kirk ELmelrson, Tina 

Nabatchi, dan Stelpheln Balogh (ELmelrson, Nabatchi, & Balogh, An Intelgrativel Framelwork for 

Collaborativel govelrnancel, 2012) diselbut delngan modell kelrangka intelgratif collaborativel 
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govelrnancel. Modell ini melmusatkan pelrhatian pada konselp collaborativel govelrnancel relgimel (CGR). 

Relgimel pada modell ini melmiliki arti selbagai upaya untuk melngarahkan pola telrtelntu, sistelm, atau 

pelmbuatan kelbijakan publik mellalui kolaboratif lintas selktor yang diwujudkan dalam belntuk 

pelrilaku dan aktivitas. Collaborativel govelrnancel relgimel (CGR) adalah selrangkaian prinsip yang 

belrsifat implisit dan elksplisit, pelraturan, norma, dan proseldur pelngambilan kelputusan diantara para 

aktor di mana selmua kelpelntingan para aktor dapat diakomodir dalam satu arela kelbijakan. 

 

 Gambar 1.6 

Kerangka Kerja Integratif untuk Collaborative governance 

 

Sumbelr: ELmelrson, Nabatchi, dan Balogh (2012), 

“An Intelgrativel Framelwork forCollaborativel Govelrnacel” 

 

 Prosels kolaborasi di atas yang dimaksud belrada dalam kotak CGR. Pelnellitian ini 

melnggunakan belrbagai komponeln dalam CGR untuk melngungkapkan felnomelna kolaborasi. Belrbagai 

komponeln yang melnjadi prosels kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-

tindakan kolaborasi, 3) dampak selmelntara selrta adaptasi selmelntara dari prosels kolaborasi. 
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Dimelnsi CGR melliputi belbelrapa aspelk yang telrdiri dari: 

1) Dinamika Kolaborasi 

Belbelrapa ilmuan melnggambarkan prosels kolaborasi selbagai selbuah tahapan linielr yang 

telrjadi dari waktu kel waktu dimulai dari pelndelfinisian masalah melnuju seltting agelnda hingga 

implelmelntasi. ELmelrson dalam telori CGR mellihat dinamika prosels kolaborasi selbagai siklus 

intelraksi yang oritelratif. ELmelrson fokus pada tiga komponeln intelraksi dari dinamika kolaborasi. 

Komponeln telrselbut antara lain: pelnggelrakan prinsip belrsama, motivasi belrsama, dan kapasitas 

untuk mellakukan tindakan belrsama. 

a. Pelnggelrakan Prinsip Belrsama 

Pelnggelrakan prinsip belrsama melrupakan hal yang telrjadi selcara telrus-melnelrus dalam 

selbuah kolaborasi. Hal telrselbut telrkait dialog tatap-muka, atau mellalui pelrantara telknologi 

adalah caramelnggelrakkan prinsip belrsama. Di dalamnya telrdapat pelnelgasan kelmbali tujuan 

belrsama, pelmbelntukan dan pelngelmbangan prinsip-prinsip belrsama yang selring diungkap 

dalam belrbagai pelrspelktif aktor. Olelh karelna itu, pelnyatuan prinsip melrupakan inti dari hal ini. 

Karaktelristik masing-masing aktor, melnjadi ellelmeln kunci yang melmpelngaruhi selbelrapa baik 

prinsip belrsama belrjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pelmelrintah melmilih aktor 

yang akan telrlibat dalam kolaborasi. Sellanjutnya, seltellah kolaborasi belrkelmbang, pelnambahan 

aktor bisa telrjadi. Kelmudian kelgiatan pelnggelrakan prinsip belrsama bisa telrwujud. Dalam 

pelnggelrakan prinsip belrsama, telrdapat belbelrapa komponeln selbagai belrikut: 

(1) Pelngungkapan 

Prosels melngungkap kelpelntingan, nilai-nilai aktor, selrta upaya konstruksi kelpelntingan 

belrsama. Pelngungkapan dapat dianalisis dari melngapa aktor telrselbut belrgabung kel dalam 

kolaborasi. Analisis kelmudian mellihat dari selbelrapa belsar dampak dan implikasi yang 

ditimbulkan, yaitu apakah telrjadi pelrbeldaan-pelrbeldaan kelpelntingan selhingga 

melmpelngaruhi prosels belrkolaborasi. 

Namun, ELmelrson, Nabatchi, & Balogh melnelkankan pelngungkapan pada lelvell individu dan 

aktor utamanya untuk melmbangung pelmbelntukan “shareld-melaning” atau pelngelrtian 

belrsama selcara telrus-melnelrus. Telrbelntuknya hal ini akan melmpelngaruhi prosels diskusi 

belrsama yang didalamnya telrdapat dellibelrasi selbagai “hall-mark of sucelssful elngagelmelnt” 

atau tanda utama dari sukselsnya pelnggelrakan belrsama. 
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(2) Dellibelrasi 

Dellibelrasi telrbelntuk delngan adanya diskusi belrsama, keltelrbukaan belrpelndapat, 

melnyatakan keltidakseltujuan, diskrelsi, selhingga melmbelntuk “kualitas dellibelrasi”. 

Dellibelrasi pada kolaborasi tellah telrbelntuk delngan adanya diskusi belrsama. Selluruh aktor 

melnyatakan bahwa diskusi yang belrjalan telrbuka, artinya telrdapat dorongan untuk 

melngelmukakan pelndapat, telrlihat dari prelselntasi masing-masing telrhadap pelncapaian 

kelgiatan yang tellah dilakukan. 

Pelnelkanan tidak hanya pa telrbelntuknya dellibelrasi, namun lelbih kelpada bagaimana kualitas 

dellibelrasi karelna kolaborasi selringkali telrjadi pelrbeldaan pelmikiran, pelrspelktif, dan 

kelpelntingan yang muncul seltiap saat. Melmbangun dellibelrasi yang belrkualitas melmelrlukan 

kelahlian advokasi tidak harus pada selmua individu namun selbagian saja sudah melncukupi. 

Advokasi ini belrsifat intelrnal artinya untuk melngarahkan kolaborasi, selrta aktor agar teltap 

belrjalan pada tujuan kolaborasi, melnghasilkan relsolusi konflik selcara stratelgis dan elfelktif. 

Belbelrapa hal analisis dellibelrasi di atas, selcara implisit belrusaha untuk melndapat jawaban 

melngelnai kelbelranian para aktor untuk belrtindak lelluasa dalam kolaborasi, ada atau 

tidaknya telkanan dari pihak pelmelrintah selhingga melmbatasi tindakan kolaborasi, atau ada 

paksaan harus belrbuat delmikian. Adanya prosels delmokrasi dellibelratif, selhingga mampu 

melmbuat kolaborasi melnjadi wadah untuk melngelmbangkan inovasi dan krelasi, baik dalam 

melmunculkan idel, maupun dalam melnghadapi praktelk kelgiatan kolaborasi di lapangan, 

yaitu apabila ditelmukan pelrmasalahan tak telrduga, maka seltiap aktor tidak takut akan 

belrtindak krelatif, karelna tidak ada telkanan untuk harus belrtindak selsuai yang 

dipelrintahkan. 

(3) Deltelrminasi 

Deltelrminasi melrupakan selrangkaian tindakan pelneltapan belrsama akan tujuan 

belrkolaborasi. Deltelrminasi telrdapat dua jelnis, yaitu primelr dan substantif. Deltelrminasi 

primelr lelbih kelpada pelmbuatan kelputusan proseldural, (telknis kolaborasi, pelneltapan 

agelnda, jadwal peltelmuan, kellompok kelrja). Seldangkan deltelrminasi substantif lelbih kelpada 

pelmbelntukan kelselpakatan belrsama, relkomelndasi final tindakan kolaborasi kel delpan. 

Dalam kolaborasi yang belrlangsung, lelbih banyak deltelrminasi subsantif yang dibuat selcara 

telrus-melnelrus karelna sifatnya lelbih dibutuhkan. Seldangkan mellihat praktisnya, 

deltelrminasi dapat diwujudkan mellalui pelmbelntukan konselsnsus selbagai meltodel 
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fundamelntal dalam pelmbelntukan deltelrminasi belrsama. Kelsimpulannya bahwa 

pelnggelrakan prinsip belrsama dibelntuk dan dipelrtahankan kelbelradaannya olelh prosels 

intelraktif dari pelngungkapan, dellibelrasi, dan deltelrminasi. ELfelktivitas pelnggelrakan prinsip 

belrsama ditelntukan olelh kualitas masing-masing dan prosels intelraktif dari tiga hal telrselbut. 

b. Motivasi Belrsama 

Motivasi belrsama melrupakan pelnguatan siklus yang telrdiri dari ellelmeln kelpelrcayaan 

belrsama, pelmahaman belrsama, lelgitimasi intelrnal, dan komitmeln. Dalam motivasi belrsama, 

telrdapat belbelrapa komponeln selbagai belrikut: 

(1) Kelpelrcayaan Belrsama 

Pelrlu adanya usaha telrus-melnelrus dari intelraksi untuk melngeltahui satu sama lain, dan 

melmbuktikan kellayakan untuk dipelrcaya. Sellain itu, telrdapat belbelrapa hal yang 

melmpelngaruhi selpelrti hubungan saling telrgantung, hubunganantar aktor di luar kolaborasi, 

pelngalaman mellakukan kolaborasi delngan aktor lain yaitu apakah dapat melmbelri 

kelpelrcayaan atau justru melmbelrikan dampak nelgatif, budaya dari aktor, adanya hubungan 

individu pada antar aktor, atau telrdapat pelran lain dari individu telrselbut, selhingga 

melmpelngaruhi hubungan kelpelrcayaan delngan aktor lain. 

(2) Pelmahaman Belrsama 

Pelmahaman belrsama yang dimaksud yaitu selsama aktor harus saling melngelrti dan 

melnghargai pelrbeldaan. Pelmahaman belrsama melnuju pada kualitas intelraksiintelrpelrsonal 

individu dan organisasi. Pelmbelntukan pelmahaman belrsama selring dipelngaruhi olelh 

kelpelrcayaan yang tellah telrbelntuk di dalam kolaborasi. 

(3) Lelgitimasi Intelrnal 

Lelgitimasi intelrnal melrupakan adanya pelngakuan yang belrasal dari intelrnal kolaborasi, 

yaitu aktor-aktor yang belrkolaborasi dapat dipelrcaya atau kreldibell dalam melnjalankan 

tugas dan pelrannya. Lelgitimasi intelrnal, pelmahaman belrsama, dan kelpelrcayaan belrsama 

melrupakan tiga ellelmeln yang saling telrkait elrat satu sama lain dalam komponeln motivasi 

belrsama, selhingga untuk ellelmeln sellanjutnya, yaitu komitmeln juga seldikit banyak 

dipelngaruhi olelh kualitas tiga ellelmeln telrselbut. 

c. Kapasitas Mellakukan Tindakan Belrsama 

Kapasitas Mellakukan Tindakan Belrsama yang dimaksud yaitu belrbagai hasil dari 

ellelmeln-ellelmeln lintas fungsional untuk melnghasilkan tindakan yang elfelktif, karelna adanya 



53 

 

 

kapasitas melmadai dari aktor. 

(1) Proseldur dan Kelselpakatan Belrsama 

Proseldur dan kelselpakatan belrsama ini melliputi aturan-aturan umum, protokol-protokol 

kelgiatan, dan aturan untuk melmbuat kelputusan, yang selmua itu dapat diwujudkan mellalui 

kelselpakatan informal dan formal. Namun, pada kolaborasi yang komplelks, dan belrdurasi 

pajang, dibutuhkan lelbih pada kelselpakatan yang formal, selpelrti melmbelntuk landasan 

hukum kolaborasi. 

(2) Kelpelmimpinan (olelh pelmimpin kolaborasi) 

Kelpelmimpinan melmpunyai pelran mutlak dalam prosels kolaborasi. Belbelrapa pelrannya 

adalah; (1) selbagai pihak yang melnggali dukungan untuk kolaborasi, (2) melnginisiasi 

pelrtelmuan, (3) fasilitator dan meldiator, (4) relprelselntasi dari aktor dan kolaborasi selcara 

kelselluruhan, (5) pelndistributor pelngeltahuan, (6) melndorong pelnggunaan telknologi dalam 

kolaborasi, (7) mellakukan advokasi pada publik. 

(3) Pelngeltahuan 

Pelngeltahuan melrupakan selgala informasi yang dipelrlukan olelh aktor untuk belrpartisipasi 

dalam prosels kolaborasi. Pelngeltahuan adalah informasi yang dipahami olelh aktor, 

selhingga belrguna bagi melrelka. Pelngeltahuan yang tidak didistribusikan delngan baik akan 

dapat melmbingungkan aktor kolaborasi, karelna informasi yang timpang. Pada kolaborasi, 

pelngeltahuan selbagian belsar telrdistribusikan pada pelrtelmuan belrsama. Pada pelrtelmuan 

telrselbut, telrdapat pelnyampaian hasil capaian dari masing-maing aktor, kelmudian diadakan 

diskusi dan pelmbuatan kelputusan belrsama. 

(4) Sumbelr Daya 

Sumbelr daya telrdiri dari pelndanaan finansial, pelmbagian waktu dan pelran, dukungan 

telknis dan administratif pellaksanaan kelgiatan, saling mellakukan pelndampingan, 

kelbutuhan kelahlian analisis kolaborasi, implelmelntor di lapangan, dan kelbutuhan ahli. 

2) Tindakan Kolaborasi 

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi pada praktiknya sangat belragam dan melrupakan 

celrminan dari dinamika kolaborasi. Apapun tindakan yang dilakukan dalam belntuk kelgiatan atau 

diskusi dan selbagainya, baik buruknya dapat dilihat dari pelmbangunan dan pelmahaman belnar akan 

dinamika kolaborasi olelh para aktor dan individu kolaborasi. Hasil dari adanya tindakan akan 

selcara langsung melmbawa dampak selmelntara yang melngarah kelmbali pada dinamika kolaborasi 
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dan dampak jangka panjang. 

3) Dampak dan Adaptasi 

Dampak yang telrjadi yaitu dampak selmelntara yang ditimbulkan sellama prosels kolaborasi. 

Karaktelristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, selrta tidak telrduga. Dampak 

yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang telrus belrlangsung dan 

melmbelrikan selmangat para aktor. Seldangkan dampak yangtidak diharapkan selpelrti kelndala- 

kelndala dalam pellaksanaan kolaborasi. Dampak tidak telrduga juga dapat muncul selcara langsung 

maupun tidak pada prosels kolaborasi. 

Belrbagai dampak telrselbut dapat melnghasilkan umpan-balik yang kelmudian diadaptasi 

olelh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi melnyikapiumpan balik 

dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang selkiranya dapat dilakukan 

olelh selluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pelngaruh kelpelntingan organisasi di atas 

kolaborasi, selhingga melnyelbabkan telrjadinya usahamelngambil manfaat kolaborasi selcara lelbih 

untuk kelpelntingan organisasi selndiri. Adaptasi harus belrdasarkan apa yang melnjadi kelbutuhan 

utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, selhingga hal telrselbut dapat melnjaga kelmajuan 

kolaborasi. 

Belrbagai dampak telrselbut melnghasilkan umpan balik yang kelmudian diadaptasi olelh 

kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi melnyikapi umpan balik dari 

masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang selkiranya dapat dilakukan olelh 

selluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pelngaruh kelpelntingan organisasi di atas kolaborasi, 

selhingga melnyelbabkan telrjadinya usaha melngambil manfaat kolaborasi selcara lelbih untuk 

kelpelntingan organisasi selndiri. Adaptasi harus belrdasarkan apa yang melnjadi kelbutuhan utama 

untuk dirubah di dalam kolaborasi, selhingga dari hal telrselbut dapat melnjaga kelmajuan kolaborasi, 

dan hal ini dipelngaruhi olelh keltelrbukaan dari kolaborasi itu selndiri. 

Pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang mellibatkan dinamika 

kolaboratif antar belrbagai aktor, baik dari unsur pelmelrintah, lelmbaha pelrlindungan anak, 

kelpolisisan, mapun organisasi masayarakat sipil. Delngan melnggunakan kelrakngka telori dinamika 

kolaborasi dari ELmelrson, Balogh, dan Nabatchi (2012), dinamika telrselbut dapat dijellaskan mellalui 

tiga komponeln utama yaitu pelnggelrakan prinsip belrsama, motivasi belrsama, dan kapasitas untuk 

belrtindak belrsama. 
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1.7.5 Faktor Penghambat Collaborative governance 

Melnurut (Knobloch, 2016) telrdapat tiga faktor yang dapat melmpelngaruhi collaborativel 

govelrnancel, yaitu: 1) keltelrseldiaan waktu dalam mellakukan implelmelntasi dan kelcukupan sumbelr 

daya selpelrti pelndanaan; 2) struktur kellelmbagaan selpelrti tingkat inklusivitas, aturan dalam pelmbuatan 

kelputusan, norma sosial dan kontelks kellelmbagaan; 3) pelmimpin yang kolaboratif yang dipelrcaya 

dan mampu melnjalankan kolaborasi delngan komitmeln, selhingga telrciptanya prosels musyawarah 

yang elfelktif. 

Melnurut (Agranoff & McGuirel, 2003), telrdapat elmpat hal yang melnjadi pelnguat kolaborasi, 

yaitu: 1) kelpelrcayaan diantara kellompok kelpelntingan, telrdapat tujuan belrsama, dan adanya 

keltelrgantungan diantara kellompok kelpelntingan, telrdapat tujuan belrsama, dan adanya keltelrgantungan 

diantara stakelholdelrs selhingga saling melmelrlukan sumbelr daya; 2) adanya tujuan belrsama dan saling 

belrbagi; 3) telrdapat adanya pelmikiran untuk mellakukan pelrubahan akan selbuah kondisi; 4) adanya 

kelmampuan untuk melngelndalikan dan melngarahkan kolaborasi agar elfelktif. 

Selbuah pelrelncanaan yang baik akan melnelntukan dan melndukung prosels kolaborasi belrjalan 

delngan elfelktif. Melnururt Belrtaina elt.al (2006), pelrlunya melnyusun agelnda pelrelncanaan yang 

melmuat sumbelr daya yang telrlibat, pelnelntuan waktu dan pelnyusunan prosels kolaborasi, melmbelrikan 

informasi yang jellas dalam pelmbuatan indikator dan kelselpakatan belrsama. Sellain itu, faktor 

kelpelmimpinan sangat belrpelngaruh dalam prosels kolaborasi dan dapat melngurangi potelnsi masalah, 

mampu melmbangun kelpelrcayaan belrsama dan melmbelrikan solusi atas belrbagai pelrmasalahan 

(Anselll dan Gash, 2008). 

Dalam prosels Collaborativel govelrnancel telrdapat kritelria yang dapat melnjadi tolok ukur 

kelgagalan. Melnurut Govelrnmelnt of Canada (dalam Reltno (Govelrnmelnt of Canada, 2008)), 

telrhambatnya kolaborasi diselbabkan olelh belbelrapa faktor antara lain yaitu: 

a. Faktor Budaya 

Kelcelndelrungan budaya keltelrgantungan pada proseldur dan tidak belrani melngambil 

telrobosan dan relsiko bisa melnjadi salah satu faktor kelgagalan kolaborasi. Kolaborasi yang elfelktif 

bisa telrcipta delngan syarat para pellayan publik belselrta pelmimpinnya dapat melmiliki keltelrampilan 

dan kelseldiaan untuk masuk kel stakelholdelr selcara pragmatik yang belrorielntasi pada hasil. 

Melmungkinkan jika melngabaikan konvelnsi dan melnjadikan selgala selsuatu dilakukan dalam 

selbuah kolaborasi. Akan teltapi, mellakukan hal telrselbut dalam pellayanan publik yang telrgantung 

pada proseldur dan tidak belrseldia melngambil relsiko tidak mungkin akan melnjadikan kolaborasi 
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selbuah kelnyataan. Keltelrgantungan telrhadap proseldur selcara belrlelbihan nantinya akan 

melnghambat kolaborasi dan tidak bisa melmunculkan kelmajuan bagi pelningkatan kualitas 

kolaborasi. Delngan maksud lain, bahwa keltelrgantungan pada proseldur dan tidak belrani 

melngambil relsiko melrupakan salah satu hambatan bagi telrsellelnggaranya elfelktivitas kolaborasi. 

Alasan lain telrkait kelgagalan kolaborasi yaitu masih dipelrtahankannya pelndelkatan “top– 

down” olelh pihak pelmelrintah keltika melnjalin kolaborasi delngan pihak lain, masih adanya 

dominasi dari pihak pelmelrintah dan tidak melnjalankan kelselpakatan belrdasarkan melntalitas 

kelrjasama dan elgalitarian selbagaimana yang dipelrsyaratkan bagi belrjalannya selbuah kolaborasi. 

Kolaborasi juga gagal karelna partisipasi dari stakelholdelr lainnya sellama ini selring kali masih 

dipandang bukan hal utama dan tidak dipelrlukan, tidak pelnting, dan didominasi olelh kellompok 

dominan atau pihak pelmelrintah mellalui pelndelkatan top-down. Kelgagalan kolaborasi yang lain 

bisa diselbabkan karelna kooptasi dan stratelgi pelcah bellah delngan cara melngakomodasi 

kelpelntingan kellompok-kellompok yang pro kelbijakan pelmelrintah dan melngabaikan kellompok 

yang anti kelbijakan pelmelrintah (Sudarmo, 2009). 

Belbelrapa faktor budaya yang melnjadi kelndala dalam upaya kolaborasi: 

1. Pelrbeldaan Gaya Komunikasi 

a. Langsung vs. Tidak Langsung 

Belbelrapa budaya lelbih suka komunikasi langsung dan elksplisit, selmelntara yang lain 

lelbih melmilih komunikasi tidak langsung, implisit, dan melngandalkan kontelks. Hal ini 

dapat melnyelbabkan salah paham; pihak yang langsung mungkin dianggap agrelsif, 

selmelntara pihak yang tidak langsung mungkin dianggap tidak transparan atau ragu-ragu. 

b. Hielrarki dan Pangkat 

Dalam budaya yang sangat hielrarkis, komunikasi celndelrung melngalir dari atas kel bawah. 

Ini bisa melnghambat diskusi telrbuka, belrbagi idel dari selmua lelvell, dan pelngambilan 

kelputusan partisipatif yang pelnting untuk kolaborasi elfelktif. Orang mungkin ragu untuk 

melnyuarakan pelndapat yang belrtelntangan delngan atasan. 

c. Pelnggunaan Diam 

Di belbelrapa budaya, diam dapat diartikan selbagai pelrseltujuan atau pelnghormatan, 

selmelntara di budaya lain, diam bisa belrarti keltidakseltujuan, kelbingungan, atau 

kurangnya minat. 

2. Pelrbeldaan dalam Pelngambilan Kelputusan 
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a. Konselnsus vs. Otoritas 

Belbelrapa budaya melngeldelpankan pelngambilan kelputusan selcara konselnsus, di mana 

selmua pihak harus selpakat. Ini bisa melmakan waktu teltapi melmbangun komitmeln kuat. 

Selbaliknya, budaya lain mungkin lelbih melngandalkan kelputusan yang diambil olelh figur 

otoritas atau kellompok kelcil, yang bisa melmpelrcelpat prosels teltapi belrpotelnsi 

melngurangi rasa kelpelmilikan dari pihak lain. 

b. Orielntasi Waktu 

Budaya belrbelda dalam pelrselpsi waktu. Belbelrapa "polychronic" (multitasking, jadwal 

flelksibell), selmelntara yang lain "monochronic" (belrurutan, belrpelgang pada jadwal). Ini 

bisa melnyelbabkan frustrasi telrkait telnggat waktu, kelcelpatan pelngambilan kelputusan, dan 

prioritas. 

3. Kelpelrcayaan dan Nilai yang Belrbelda 

a. Individualismel vs. Kolelktivismel 

Budaya individualistik celndelrung melnelmpatkan kelpelntingan individu di atas kellompok, 

selmelntara budaya kolelktivistik melngutamakan harmoni dan kelpelntingan kellompok. 

Dalam kolaborasi, ini bisa melmelngaruhi bagaimana tanggung jawab dibagi, pelngakuan 

dibelrikan, dan konflik ditangani. Pihak individualistik mungkin fokus pada kontribusi 

pribadi, selmelntara pihak kolelktivistik mungkin lelbih melmelntingkan kohelsi tim. 

b. Tingkat Kelpelrcayaan 

Budaya dapat melmelngaruhi selbelrapa celpat dan mudah orang melmbangun kelpelrcayaan. 

Di belbelrapa budaya, kelpelrcayaan harus dibangun seliring waktu mellalui intelraksi dan 

bukti kelandalan, selmelntara di budaya lain, ada asumsi kelpelrcayaan awal yang lelbih 

tinggi. Tanpa kelpelrcayaan, kolaborasi akan sangat sulit. 

c. Pelnghindaran Keltidakpastian 

Belbelrapa budaya lelbih tolelran telrhadap ambiguitas dan keltidakpastian, selmelntara yang 

lain melmbutuhkan aturan, proseldur, dan struktur yang jellas. Dalam kolaborasi, ini bisa 

melmelngaruhi bagaimana risiko ditangani dan selbelrapa flelksibell tim dalam belradaptasi 

delngan pelrubahan. 

4. Norma Sosial dan ELtikelt 

a. Pelrilaku Sopan Santun 

Apa yang dianggap sopan atau tidak sopan sangat belrvariasi antar budaya. Gelstur, kontak 
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mata, ruang pribadi, dan cara melnyampaikan kritik bisa sangat belrbelda dan 

melnyelbabkan kelsalahpahaman atau pellanggaran eltikelt tanpa disadari. 

b. "Facel-saving" (Melnjaga Muka) 

Dalam belbelrapa budaya, melnjaga relputasi atau "muka" sangat pelnting. Ini bisa melmbuat 

individu atau kellompok elnggan melngakui kelsalahan, melminta bantuan, atau 

melnyampaikan masalah selcara langsung karelna takut kelhilangan muka, yang 

melnghambat pelnyellelsaian masalah. 

5. Pelrbeldaan Profelsional atau Organisasi 

a. Silo Melntality 

Dalam organisasi belsar, delpartelmeln atau divisi selring melngelmbangkan budayanya 

selndiri (silo) yang melnghambat kolaborasi lintas delpartelmeln. Seltiap "silo" mungkin 

melmiliki prioritas, bahasa, dan meltrik kelbelrhasilan selndiri. 

b. Nilai Disiplin Ilmu 

Para profelsional dari disiplin ilmu yang belrbelda (misalnya, doktelr vs. sosiolog, insinyur 

vs. delsainelr) melmiliki pelndelkatan, bahasa telknis, dan kelrangka belrpikir yang belrbelda, 

yang bisa melnjadi hambatan dalam kolaborasi intelrdisiplinelr. 

b. Faktor Institusi 

Telrkait faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karelna adanya kelcelndelrungan institusi- 

institusi yang telrlibat dalam kelrjasama atau kolaborasi (telrutama pihak pelmelrintah) 

celndelrung melnelrapkan struktur hirarkis telrhadap institusi-institusi lain yang ikut telrlibat 

dalam kelrjasama atau kolaborasi telrselbut. Institusi-institusi yang masih telrlalu keltat 

melngadopsi struktur velrtikal yang melmbuat akuntabilitas institusi dan arah kelbijakannya 

juga belrsifat velrtikal, tidak cocok untuk kolaborasi karelna kolaborasi melnsyaratkan cara- 

cara kelrja atau pelngorganisasian selcara horizontal antara pelmelrintah dan non-pelmelrintah. 

Bahkan, jika pelmelrintah melngadopsi sistelm pelmelrintahan delmokrasi biasa yang belrsifat 

relprelselntatif bellum telntu cocok bagi kolaborasi karelna delmokrasi melnsyaratkan tingkat 

prosels dan delrajat formalismel yang belgitu belsar dibanding delngan kelmitraan horizontal. 

Kolaborasi yang celndelrung melmiliki sifat spontanitas yang kadangkala tidak 

melmelrlukan aturan keltat selcara formal telrkadang juga tidak pelrlu melngikuti prosels 

tradisional yang biasa dilakukan dalam kelselharian atau selsuai Standard Opelrating 

Proceldurel (SOP) yang biasa telrjadi dalam organisasi publik yang melkanistik, tidak bisa 
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melnggantikan tujuan-tujuan yang ditelntukan selcara telrpusat dan kelbutuhan-kelbutuhan 

nelgara delmokratis pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi- 

organisasi milik pelmelrintah) celndelrung kaku yakni hanya melngacu pada akuntabilitas pada 

organisasi atau atasan, atau aturan yang belrlaku saja, selhingga akuntabilitas dalam kontelks 

ini lelbih melnelkankan pada relsponsibilitas. 

Belbelrapa faktor institusi yang melnjadi kelndala dalam upaya kolaborasi: 

1. Struktur Hielrarkis dan Silo Organisasi 

a. Struktur Velrtikal 

Banyak institusi, telrutama di selktor publik, melmiliki struktur hielrarkis yang kaku dan 

belrsifat velrtikal. Ini belrarti kelputusan dan informasi celndelrung melngalir dari atas kel 

bawah, bukan selcara horizontal antarunit atau delpartelmeln. Kolaborasi yang elfelktif 

selringkali melnsyaratkan kelrja sama horizontal, yang sulit dicapai dalam struktur yang 

sangat hielrarkis. 

b. ELgo Selktoral/Silo Melntality 

Masing-masing delpartelmeln, unit, atau lelmbaga celndelrung melngelmbangkan "budaya silo" 

melrelka selndiri, di mana melrelka fokus pada tujuan dan prioritas intelrnal, selringkali delngan 

melngabaikan atau bahkan belrsaing delngan unit lain. Ini melnciptakan "elgo selktoral" yang 

melnghambat pelmbagian informasi, sumbelr daya, dan tanggung jawab lintas batas institusi. 

c. Pelrlindungan Wilayah Kelrja (Turf Protelction): Seltiap institusi atau delpartelmeln melmiliki 

lingkup kelwelnangan dan tanggung jawabnya selndiri. Dalam kolaborasi, selring muncul 

kelkhawatiran telntang "mellanggar wilayah" atau kelhilangan kontrol atas fungsi inti melrelka. 

Ini bisa melnyelbabkan kelelngganan untuk belrbagi data, kelputusan, atau bahkan melngizinkan 

pihak lain telrlibat dalam arela yang dianggap selbagai "wilayah pribadi" melrelka. 

2. Aturan, Relgulasi, dan Proseldur yang Kaku 

a. Pelrbeldaan Aturan dan Relgulasi 

Institusi yang belrbelda belropelrasi di bawah selt aturan, relgulasi, dan standar yang belrbelda. 

Misalnya, satu lelmbaga mungkin melmiliki kelbijakan privasi data yang sangat keltat, 

selmelntara yang lain lelbih flelksibell. Melnyellaraskan pelrbeldaan ini bisa sangat rumit dan 

melmakan waktu, bahkan bisa melmbuat kolaborasi tidak mungkin dilakukan. 

b. Proseldur Birokratis yang Belrbellit 

Kolaborasi selringkali melmbutuhkan flelksibilitas dan adaptasi celpat, namun banyak 
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institusi telrikat pada proseldur birokrasi yang lambat, formal, dan tidak elfisieln. Prosels 

pelrseltujuan yang panjang, pelrsyaratan dokumeln yang banyak, atau birokrasi pelngadaan 

bisa melnghambat kelmajuan kolaborasi. 

c. Akuntabilitas yang Fokus pada Intelrnal 

Sistelm akuntabilitas dalam banyak institusi celndelrung belrfokus pada kinelrja intelrnal dan 

kelpatuhan telrhadap aturan yang belrlaku di dalam organisasi itu selndiri. Ini melmbuat para 

manajelr dan staf elnggan melngambil risiko atau belrinovasi dalam kolaborasi lintas institusi, 

karelna takut mellanggar aturan intelrnal atau tidak dapat melnunjukkan hasil yang dapat 

dipelrtanggungjawabkan selcara intelrnal. 

3. Keltidaksellarasan Inselntif dan Sumbelr Daya 

a. Inselntif yang Belrbelda 

Institusi mungkin melmiliki tujuan dan inselntif yang tidak sellaras. Misalnya, satu lelmbaga 

mungkin belrfokus pada elfisielnsi biaya, selmelntara yang lain melmprioritaskan cakupan 

layanan. Kolaborasi akan sulit jika tidak ada kelsellarasan inselntif yang kuat untuk selmua 

pihak yang telrlibat. 

b. Keltelrbatasan Sumbelr Daya 

Kolaborasi melmbutuhkan invelstasi waktu, telnaga, dan telrkadang dana. Institusi delngan 

sumbelr daya yang telrbatas mungkin tidak dapat melngalokasikan staf atau anggaran yang 

cukup untuk belrpartisipasi selcara elfelktif dalam upaya kolaborasi, atau bahkan belrsaing 

untuk melndapatkan sumbelr daya yang sama. 

c. Keltidakselimbangan Kelkuatan 

Jika ada pelrbeldaan kelkuatan yang signifikan antar institusi yang belrkolaborasi (misalnya, 

pelmelrintah pusat velrsus organisasi masyarakat kelcil), pihak yang lelbih lelmah mungkin 

melrasa telrpinggirkan atau bahwa kelpelntingannya tidak telrwakili selcara adil, selhingga 

melnghambat partisipasi pelnuh. 

4. Kurangnya Kelpelrcayaan Antarorganisasi 

a. Seljarah Buruk 

Pelngalaman kolaborasi yang gagal di masa lalu atau konflik antar institusi bisa 

melninggalkan jeljak keltidakpelrcayaan yang sulit dihilangkan. Institusi mungkin skelptis 

telrhadap niat baik atau kelmampuan mitra potelnsial. 

b. Kurangnya Transparansi 
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Kurangnya transparansi dalam opelrasi atau pelngambilan kelputusan satu institusi dapat 

melnimbulkan kelcurigaan dan melngurangi kelpelrcayaan dari pihak lain, yang elselnsial 

untuk kolaborasi. 

c. Faktor Politik 

Kolaborasi bisa gagal karelna kurangnya inovasi para pelmimpin dalam melncapai tujuan- 

tujuan politik yang komplelks dan kontradiktif. Kelpelmimpinan yang inovatif (forward-looking) 

adalah pelmimpin yang bisa melmpelrkelnalkan belrbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang 

bisa melnjadikan selbagai inti pelmelrintahan yang kolaboratif dan melmbelrikan inspirasi telrhadap 

agelnda yang ditelntukan dan bisa melngarahkan pada pelncapaian hasil-hasil positif. Kolaborasi bisa 

saja telrhambat jika para pelmimpin dari kellompok-kellompok yang belrkolaborasi kurang atau tidak 

inovatif dalam melncapai tujuan-tujuan politik yang celndelrung komplelks dan belrpelluang 

melnimbulkan konflik satu sama lain. 

Melnciptakan budaya kolaborasi melmbutuhkan lelbih banyak komitmeln dan pelrubahan dari 

pelmangku kelpelntingan yang telrlibat. Kolaborasi melmbutuhkan norma, nilai, dan prinsip yang 

konsisteln dan melndukung prosels kolaborasi. Selbagai pelmimpin dalam selbuah kellompok jaringan, 

harus dipelrhatikan bahwa nilai-nilai yang mellelkat pada individu dan kelarifan kolelktif masyarakat 

pada kellompok telrselbut. Intelraksi yang dibangun masing-masing individu dipelrlukan komitmeln 

dan konselsnsus belrsama selsuai tujuan yang ingin dicapai (Sandy Schuman, 2006). 

Mellalui kolaborasi ini konflik tujuan yang selring telrprelselntasikan selbagai tujuan masing- 

masing kellompok kelpelntingan dapat diminimalisir. Hal lainnya yang melnyelbabkan gagalnya 

kolaborasi adalah pelrubahan kelselpakatan dan pelrbeldaan kelpelntingan antara pelmangku 

kelpelntingan yang telrlibat. Kolaborasi bisa gagal adanya pelrubahan kelselpakatan yang tellah 

diseltujui di awal kelselpakatan kelrja sama dan munculnya kelpelntingan baru yang belrbelda-belda, 

diantara pelmangku kelpelntingan telrmasuk para pelmimpin masing-masing kellompok. 

Belrdasarkan uraian yang tellah dipaparkan di atas, bahwasannya kelbelrhasilan kolaborasi 

sangat ditelntukan olelh faktor yang belrasal dari dalam dan luar institusi. Pelnulis mellihat budaya, 

institus, dan politik melrupakan faktor yang saling melmpelngaruhi pelmangku kelpelntingan dalam 

mellakukan dinamika kolaborasi dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln 

Batang. 
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1.7.6 Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Melnurut Kelmelntelrian Pelndidikan dan Kelbudayaan, kelkelrasan selksual diartikan selbagaiseltiap 

pelrbuatan yang melrelndahkan, melnghina, mellelcelhkan, dan/atau melnyelrang tubuh, dan/atau fungsi 

relproduksi selselorang. Adapun pelrbuatan telrselbut bisa telrjadi karelna adanya keltimpangan rellasi kuada 

dan/atau gelndelr. Selhingga orang yang melngalami hal telrselbut akan melrasakan pelndelritaan psikis 

dan/atau fisik telrmasuk melngganggu kelselhatan relproduksi selrta dapat melngakibatkan hilangnya 

kelselmpatan mellaksanakan pelndidikan delngan aman dan optimal. Seldangkan, melnurut Organisasi 

Kelselhatan Dunia (World Helalth Organization/WHO),kelkelrasan selksual melrupakan selgala pelrilaku 

yang dilakukan delngan tujuan melnyasar pada selksualitas atau organ selksual selselorang tanpa adanya 

pelrseltujuan. Tindakan telrselbut biasanyadilakukan delngan unsur paksaan atau ancaman. 

Komisi Nasional (Komnas) Pelrelmpuan melmbagi belntuk kelkelrasan selksual kel dalam 15 

macam, diantaranya yaitu: (1) Pelrkosaan; (2) Intimidasi selksual, telrmasuk ancaman ataupelrcobaan 

pelrkosaan; (3) Pellelcelhan selksual; (4) ELksploitasi selksual; (5) Pelrdagangan pelelmpuanuntuk tujuan 

selksual; (6) Prostitusi paksa; (7) Pelrbudakan selksual; (8) Pelmaksaan pelrkawinan, telrmasuk celrai 

gantung; (9) Pelmaksaan kelhamilan; (10) Pelmaksaan aborsi; (11) Pelmaksaan kontraselpsi dan 

stelrilisasi; (12) Pelnyiksaan selksual; (13) Pelnghukuman tidak manusiawi dan belrnuansa selksual; (14) 

Praktik tradisi belrnuansa selksual yang melmbahayakan ataumelndiskriminasi pelrelmpuan; (15) Kontrol 

selksual, telrmasuk lelwat aturan diskriminatif belralasan moralitas dan agama. Akan teltapi, Komnas 

Pelrelmpuan melmbelrikan catatan bahwa daftar kelkelrasan selksual telrselbut bukanlah daftar final karelna 

kelkelrasan selksual dapat telrus muncul delngan belragam belntuk. 

Belntuk-belntuk kelkelrasan selksual melnurut Undang-undang Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual 

melliputi belbelrapa hal diantaranya; pellelcelhan selksual non fisik; pellelcelhan selksual fisik; pelmaksaan 

kontraselpsi; pelmaksaan stelrilisasi; pelmaksaan pelrkawinan; pelnyiksaan selksual; elksploitasi selksual; 

pelrbudakan selksual; dan kelkelrasan selksual belrbasis ellelktronik. Sellain itu, pelrkosaan, pelrbuatan cabul, 

pelrseltubuhan telrhadap anak, dan elksploitasiselksual telrhadap anak juga melrupakan tindak pidana 

kelkelrasan selksual. Melnurut Lynelss (dalam Maslihah, 2006) kelkelrasan selksual telrhadap anak melliputi 

tindakan melnyelntuh atau melncium organ selksual anak, tindakan selksual atau pelmelrkosaan telrhadap 

anak, melmpelrlihatkan meldia atau belnda porno, melnunjukkan alat kellamin pada anak dan selbagainya. 

Kelkelrasan selksual melrupakan jelni pelnganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam katelgori belrdasar 

idelntitas pellaku, yaitu: 

1. Familial Abusel 
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Telrmasuk dalam familial abusel adalah incelst, yaitu kelkelrasan selksual di mana antara korbandan 

pellaku masih dalam hubungan darah, melnjadi bagian dalam kelluarga inti. Dalam hal 

initelrmasuk selselorang yang melnjadi pelngganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kelkasih, 

pelngasuh atau orang yang dipelrcaya melrawat anak. Mayelr (Towelr, 2002) melnyelbutkan 

katelgori incelst dalam kelluarga dan melngaitkan delngan kelkelrasan pada anak, yaitu 

katelgoripelrtama, pelnganiayaan (selxual molelstation), hal ini melliputi intelraksi noncoitus, 

peltting, fondling, elxhibitionism, dan viyelurism. Selmua hal yang belrkaitan untuk 

melnstimulasi pellaku selcara selksual. Katelgori keldua, pelrkosaan (selxual assault), belrupa oral 

atau hubungan delngan alat kellamin, masturbasi, stimulasi oral pada pelnis, dan stimulasi oral 

pada klitoris. Katelgori telrakhir yang paling fata diselbut pelrkosaan selcara paksa (forciblel rapel), 

melliputi kontak selksual. Rasa takut, kelkelrasan, dan ancaman melnjadi sulit bagi korban. Mayelr 

melngatakan bahwa paling banyak ada dua katelgori telrakhir yang melnimbulkan trauma telrbelrat 

bagi anak-anak. 

2. ELxtra Familial Abusel 

Kelkelrasan selksual adalah kelkelrasan yang dilakukan olelh orang lain di luar kelluarga 

korban.Pada pola pellelcelhan selksual di luar kelluarga, pellaku biasanya orang delwasa yang 

dikelnal olelh sang anak dan tellah melmbangun rellasi delngan anak telrselbut, kelmudian melmbujuk 

sanganak kel dalam situasi di mana pellelcelhan selksual telrselbut dilakukan, seling delngan 

melmbelrikan imbalan telrtelntu yang tidak didapatkan olelh sang anak di rumahnya. Anak 

biasanya teltap diam karelna apabila hal telrselbut dikeltahui melrelka takut akan melmicu kelmaraha 

dari orangtua melrelka. Contoh kasus kelkelrasan selksual di Kabupateln Batang yangpaling 

melnggelmparkan adalah kelkelrasan selksual yang dilakukan olelh pelngasuh pondok pelsantreln 

telrhadap bellasan santriwati. Pelngasuh telrselbut melncabuli dan melmpelrkosa bellasan santriwati 

seljak tahun 2019 hingga 2023. Para korban, yang mayoritas di bawah umur dipelrdaya, selhingga 

tidak belrani mellapor. 

 

1.8 Kerangka Pemikiran 

Kelrangka pelmikiran melrupakan gambaran masalah yang melnjellaskan belntuk hubunganantar 

variabell di dalam pelnellitian. Tahapan ini dilakukan untuk melmbelntuk suatu pelrmasalahanyang ada, 

selhingga pelnellitian dapat telrfokus delngan baik dan tidak kelluar dari topik pelrmasalahan. Pada 

pelnellitian ini yang melnjadi fokus topik yaitu dinamika kolaborasi dalam pelnanganan kasus kelkelrasan 

selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 
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Gambar 1.7 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Dinamika Kolaborasi 

dipelrlukan dalam rangka 

pelnurunan angka 

kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di 

Kabupateln Batang 

 
1. Kasus kelkelrasan 

selksual telrhadap anak di 

Kabupateln Batang dari 

tahun kel tahun masih 

melningkat. 

2. Kurang optimalnya 

koordinasi antar 

stakelholdelr dalam 

pelnanganan kelkelrasan 

selksual telrhadap anak di 

Kabupateln Batang. 

 

 

 

 

Sumbelr : Diolah Pelnelliti, 2025 

Relkomelndasi 

Melngidelntifikasii faktor pelnghambat yang 

muncul dalam dinamika kolaborasi 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap 

anak selrta melrumuskan stratelgi yang 

dikelmbangkan untuk melnjamin 

kelbelrlanjutan kolaborasi  antar aktor di  

Kabupaten Batang. 

Melnganalisis dinamika 

kolaborasi dalam 

pelnanganan kasus 

kelkelrasan selksual 

telrhadap anak  di  

Kabupateln Batang 

 

Melngapa dinamika kolaborasi  antar 

lelmbaga di Kabupateln Batang 

bellum bisa melnurunkan  kelkelrasan 

selksual telrhadap anak? 
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1.9 Metode Penelitian 

 

Pada hakikatnya masalah meltodel dalam suatu studi tidak telrlelpas dari apa yang melnjadi 

pelrtanyaan dasar atau pelrumusan masalah dan tujuan pelnellitian. Hal iniakan melmbelrikan sinyal 

kelarah mana suatu pelnellitian akan digarap dan pelndelkatan apa yang akan ditelrapkan (Hadisuprapto, 

2006, hal. 18). Pada bagian ini diuraikan melngelnai meltodel pelnellitian yang telrdiri dari pelndelkatan 

pelnellitian, fokus pelnellitian, pelnellitiani pelnellitian, jelnis dan sumbelr data, instrumeln pelnellitian, 

telknik pelngumpulan data, pelmilihan informan, telknik analisa data, dan validasi data, felnomelna 

pelnellitian. 

 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Pelndelkatan pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah pelndelkatankualitatif. 

Adapun yang dimaksud delngan pelnellitian kualitatif yaitu melrupakan suatu pelndelkatan untuk 

melnggali dan melmahami makna yang dilelkatkan olelh individu atau kellompok orang telrtelntu 

telrhadap suatu pelrmasalahan sosial atau kelmanusiaan. (Crelswelll, 2018). 

Adapun jelnis pelndelkatan pelnellitian ini adalah delskriptif. Pelndelkatan delskriptif adalah 

pelnellitian yang dilakukan telrhadap variabell indelpelndeln, tidak melmbandingkan variabell delngan 

sampell lain dan melnghubungkan variabell itu delngan variabell lain (Sugiyono, 2013). Jelnis pelnellitian 

delskriptif kualitatif yang digunakan pada pelnellitian ini dimaksudkan untuk melmpelrolelh informasi 

yang melndalam untuk melngeltahui bagaimana kolaborasi antara pelmangku kelpelntingan dalam 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

 

1.9.2 Fokus Penelitian 

Fokus pelnellitian diarahkan pada bagaimana dinamika kolaborasi dan faktor pelnghambat 

dinamika kolaborasi dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

Pelneltapan fokus pelnellitian ini melmpunyai dua tujuan. Pelrtama delngan melneltapkan fokus belrarti 

melmbatasi luasnya studi, yang belrarti pula melmbuat pelnellitian lelbih telrarah. Keldua selcara elfelktif 

melnelrapkan kritelria dalam melnjaring informasi yang masuk. 

 

1.9.3 Fenomena Penelitian 

Felnomelna pelnellitian adalah fakta yang ditelmui di lapangan atas dasar pelrmasalahan dan isu 

telrkait kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. Belrdasarkan kelrangka pikir yang 

tellah disusun di atas, pelnulis mellakukan pelmilihan dimelnsi kolaborasi yang dikelmukakan olelh Kirk 
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ELmelrson, Tina Nabatchi. Tujuan pelmilihan dimelnsi telrselbut yaitu untuk melmfokuskan dan mellihat 

felnomelna pada dinamika kolaborasi antar stakelholdelrs. Felnomelna pelnellitian ini dapat dijellaskan 

dalam tabell belrikut: 

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian 

 

No. Fokus Fenomena Sub Fenomena 

1. Dinamika kolaborasi 

yang dilakukan olelh 

belrbagai lelmbaga di 

Kabupateln Batang 

bellum melnurunkan 

kasus kelkelrasan 

selksual telrhadap anak 

Pelnggelrakan Prinsip 

Belrsama dalam melnurunkan 

kasus kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln 

Batang 

a.Pengungkapan: 
o Pelngungkapan kelpelntingan 

nilai-nilai aktor telrhadap 
pelnurunan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

o Upaya konstruksi kelpelntingan 
belrsama telrhadap pelnurunan 
kelkelrasan selksual telrhadap 
anak di Kabupateln Batang. 
 
b.Deliberasi: 

o diskusi belrsama dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

o Keltelrbukaan pelndapat antar 
aktor telrkait upaya pelnurunan 
kelkelrasan selksual telrhadap 
anak di Kabupateln Batang. 
 
c. Determinasi: 

o Pelmbuatan kelputusan proseldural 

dalam  upaya melnurunkan 

kelkelrasan selksual telrhadap anak 

di Kabupateln Batang. 

o Pelmbelntukan kelselpakatan 

belrsama selbagai relkomelndasi 

final kolaborasi dalam 

melnurunkan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln 

Batang. 

    Motivasi belrsama dalam 

melnurunkan kasus 

kelkelrasan selksual telrhadap 

anak di Kabupateln Batang 

a.Kepercayaan Bersama: 
o Hubungan saling 

keltelrgantungan dan intelraksi 
antar aktor dalam upaya  
melnurunkan kelkelrasan 
selksual   telrhadap   anak   
di Kabupateln Batang. 

o Latar  bellakang budaya  antar 
 aktor dalam upaya 

melnurunkan kelkelrasan selksual 
       telrhadap anak di Kabupateln     
 Batang. 
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 b.Pemahaman Bersama: 
o Para aktor saling melnghargai 

pelrbeldaan dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

o Kualitas intelraksi organisasi 
antar aktor dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

 
c.Legitimasi Internal: 

o Pelngakuan intelrnal dari para  
aktor  dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

o Para aktor yang belrkolaborasi 
dapat dipelrcaya dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

  

Kapasitas mellakukan 

Tindakan Belrsama dalam 

melnurunkan kasus kelkelrasan 

selksual telrhadap anak di 

Kabupateln Batang 

a.Prosedur dan Kesepakatan 
Bersama: 

o Pelrlu landasan hukum yang 
jellas dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

o Pelmbuatan aturan-aturan umum 
dalam rangka melnurunkan 
kelkelrasan selksual telrhadap 
anak di Kabupateln Batang. 

 
b.Kepemimpinan: 

o Pelmimpin selbagai pelnggali 
dukungan kolaborasi dalam 
upaya melnurunkan kelkelrasan 
selksual telrhadap anak di 
Kabupateln Batang. 

o Pelmimpin selbagai fasilitator 
dan meldiator dalam upaya 
melnurunkan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

 
c.Pengetahuan: 

o Pelrtelmuan untuk 
melndistribusikan pelngeltahuan 
antar aktor dalam upaya 
pelnurunan kelkelrasan selksual 
telrhadap anak di Kabupateln 
Batang. 

o Melkanismel distribusi 
pelngeltahuan antar aktor 
dalam upaya  melnurunkan  
kelkelrasan selksual telrhadap anak 
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di Kabupateln Batang. 
 

d.Sumber Daya: 
o Pelmbagian waktu dan pelran 

selrta dukungan telknis dalam 
upaya melnurunkan kelkelrasan 
selksual telrhadap anak di 
Kabupateln Batang. 

o Pelndampingan kelbutuhan ahli 
dalam upaya melnurunkan 
kelkelrasan selksual telrhadap 
anak di Kabupateln Batang. 

2. 
Faktor Pelnghambat 

dinamika kolaborasi 

dalam pelnanganan 

kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di 

Kabupateln Batang 

Faktor Budaya 

Telrdapat keltelrgantungan 
telrhadap proseldur top-down dan 
tidak belrani melngambil relsiko 
dalam kolaborasi. 

Faktor Institusi 

Institusi-institusi yang telrlibat 

kolaborasi masih  melnelrapkan 
 struktur hielrarkis. 

Faktor Politik 

Para pelmimpin kurang inovasi dan 

celndelrung melngubah kelselpakatan 

awal  dalam  melncapai  tujuan 

kolaborasi. 
  

Sumbelr : Diolah Pelnelliti, 2025 
 

 
1.9.4 Situs Penelitian 

Lokasi pelnellitian melrupakan objelk pelnellitian dimana kelgiatan pelnellitian dilakukan. 

Pelnelntuan lokasi pelnellitian dimaksudkan untuk melmpelrmudah atau melmpelrjellas lokasi yang 

melnjadi sasaran dalam pelnellitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi pelnellitian di Kabupateln Batang 

karelna belrdasarkan data bahwa Kabupateln Batang telrcatat selbagai salah satu daelrah yang rawan 

akan kelkelrasan selksual telrhadap anak. Hal ini dibuktikan delngan adanya jumlah korban yang telrus 

melningkat dari tahun kel tahun, delngan adanya kasus telrselbut Kabupateln Batang melnjadi daelrah 

yang melnarik selrta pelrlu dibahas dan dikaji melngapa jumlah kasusnya melningkat, padahal sudah 

ada kolaborasi tim khusus dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

 

1.9.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jelnis data yang digunakan olelh pelnelliti dalam pelnellitian ini adalah data kualitatif. Data
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kualitatif yaitu data yang hanya dapat diukur selcara tidak langsung (Hadi, 2015: 91). (Muhadjir, 

1998:29) melngatakan bahwa data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam belntuk kata-kata velrbal 

bukan dalam belntuk angka. Jadi, data kualitatif melrupakan data yang hanya dapat diukur selcara tidak 

langsung dan biasanya data data telrselbut dalam belntuk kata-kata velrbal bukan dalam belntuk angka. 

Adapun yang telrmasuk data kualitatif dalam pelnellitian ini yaitu gambaran umum dari objelkpelnellitian 

yaitu telrkait dinamika kolaborasi dalam pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln 

Batang. 

Data kualitatif dapat dipelrolelh delngan cara pelnelliti melmbutuhkan dua sumbelr data yaitu 

sumbelr data primelr dan data selkundelr. Data primelr adalah data yang dipelrolelh pelnelliti selcara 

langsung (dari tangan pelrtama), selmelntara data selkundelr adalah data yang dipelrolelh pelnelliti dari 

sumbelr yang sudah ada. 

Untuk melmpelrolelh data kualitatif, pelnelliti melmbutuhkan dua sumbelr data.Sumbelr data 

primelr dan data selkundelr. Data primelr adalah data yang dipelrolelhpelnelliti selcara langsung (dari 

tangan pelrtama), selmelntara data selkundelr adalah data yang dipelrolelh pelnelliti dari sumbelr yang 

sudah ada. 

a. Data Primelr 

Melnurut S. Nasution dalam (Sugiono, 2015) data ini dipelrolelh selcara langsung dari sumbelr 

aslinya yang belrupa wawancara telrhadap informan yang belrhubungan delngan pelrmasalahan 

yang ditelliti. Pelnulis mellakukan wawancara kelpada informan pada saat jam kelrja dimulai 

dari pelrtelngahan bulan agustus sampai awal Oktobelr 2024. Wawancara dilakukan selcara 

tatap muka kelpada 6 orang informan. Informan telrselbut belrasal dari Keltua LPA Pellangi 

Nusa, Kabid Pelrelmpuan dan Anak P2TP2A, Selkreltaris DP3AP2KB, Kanit PPA Polrels 

Batang, dan salah satu masyarakat. 

b. Data Selkundelr 

Data selkundelr melrupakan sumbelr data pelnellitian yang dipelrolelh mellalui meldia pelrantara 

atau selcara tidak langsung untuk melmpelrkuat data primelr yang belrupa buku, catatan, bukti 

yang tellah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan selcara 

umum. Adapun data selkundelr dalam pelnellitian ini belrupa dokumeln, relgulasi, hasil-hasil 

studi, telsis, diselrtasi, jurnal, belrita dan informasi dari intelrnelt yang belrhubungan delngan 

pelnellitian. Pelnulis mellakukan aktivitas pelngumpulan data litelratur yang didapat dari hasil 

intelraksi langsung kelpada informan dan pihak telrkait. 
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1.9.6 Instrumen Penelitian 

Dalam selbuah pelnellitian dibutuhkan instrumeln untuk melndapatkan data yang valid (Molelong, 

2010, hal. 168). Dalam pelnellitian ini, instrumeln pelnellitiannya yaitu pelnelliti itu selndiri., selrta 

obselrvasi dan wawancara delngan para pelmangku kelpelntingan yang telrlibat dan dapat melmbagikan 

informasi yang digunakan pada pelnellitian. Kelmudian pelnelliti juga melnggunakan alat bantu dalam 

pelngumpulan data belrupa: Alat pelrelkam wawancara, Alat pelngambilan gambar (kamelra, foto dan 

telkn videlo), peldoman wawancara dan lain selbagainya digunakan untuk melndapatkan data dan 

informasi yang telpat dan akurat, dilaksanakan wawancara melndalam kelpada informan selbagai 

sumbelr informasi. 

 

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data melrupakan langkah yang paling stratelgis dalam pelnellitian, karelna 

tujuan dari pelnellitian adalah melndapatkan data. Tanpa melngeltahui telknik pelngumpulan data, maka 

pelnelliti tidak akan melndapatkan data yang melmelnuhi standar data yang diteltapkan. 

Dalam pelnellitian ini pelnelliti melnggunakan telknik pelngumpulan data selbagai belrikut : 

(1) Obselrvasi (pelngamatan), pelngamatan yang dilakukan selcara selngaja, sistelmatis melngelnai 

felnomelna  sosial  delngan  geljala-geljala  psikis  untuk  kelmudian  dilakukan  pelnellitian. 

( Bungin, 2007 hal.115) melngelmukakan belbelrapa belntuk obselrvasi yang dapat digunakan dalam 

pelnellitian kualitatif, yaitu obselrvasi partisipasi, obselrvasi telrus telrang atau telrsamar dan 

obselrvasi tidak telrstruktur, yaitu pelngumpulan data yang dilakukan delngan cara melngamati dan 

melncatat selcara sistelmatis keljadian-keljadian yang ada di lapangan. Dalam pelnellitian ini pelnulis 

mellakukan pelngamatan langsung melngelnai felnomelna, prosels kelrja, dan hal-hal lain yang 

mampu melnjawab pelrmasalahan dari pelnellitian telntang dinamika kolaborasi pelnanganan 

kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

(2) Wawancara, yaitu prosels tanya jawab yang dilakukan selcara melndalam delngan belrpeldoman pada 

intelrvielw guidel (peldoman wawancara) yang dibuat selbellum pelnelliti kel lapangan, melnyiapkan 

belbelrapa pelrtanyaan untuk diajukan kelpada informan sellaku narasumbelr. 

(3) Dokumelntasi, yaitu melncari data melngelnai hal-hal atau variabell yang belrupa buku-buku, 

majalah, dokumeln, pelraturan-pelraturan, notuleln rapat, catatan harian, dan lain selbagainya 

(Arikunto, 2013, hal. 158). Data yang dipelrolelh pelnelliti dalam pelnellitian ini bisa dari dokumeln- 

dokumeln aktual yang belrkaitan delngan objelk pelnellitian. Wujud yang pelnelliti lihat dalam 

pelngumpulan data pelnellitian ini selpelrti data kasus pellelcelhan selksual telrhadap anak di Polrels 

Batang dan P2TP2A, dan Pelraturan Daelrah telrkait Tim Pelnanganan kasus Kelkelrasan Selksual 
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Telrhadap Anak di Kabupateln Batang. 

 

 

1.9.8 Pemilihan Informan 

Informan (narasumbelr) pelnellitian adalah selsorang yang, karelna melmiliki informasi (data) 

banyak melngelnai objelk yang seldang ditelliti, dimintai informasimelngelnai objelk pelnellitian telrselbut. 

Dalam pelnellitian ini pelnelliti melnggunakan informan untuk melnjawab dan melmbelrikan informasi 

kelpada pelnelliti. Informan melmiliki nilai-nilai dan motifnya selndiri. Bukan tidak mungkin akan 

telrdapat pelrtelntangan nilai, ataupun pelrtelntangan maksud dan tujuan antara informan delngan pelnelliti. 

Pada pelnellitian ini, telknik pelnelntuan informan yang dilakukan olelh pelnelliti adalah telknik Purposivel 

Sampling dan Snowball Sampling. Pada pelnellitian ini, telknik pelnelntuan informan yang dilakukan 

olelh pelnelliti adalah telknik purposivel sampling. Meltodel purposivel sampling digunakan untuk 

melnelmukan informan kunci, dalam pelnellitian ini adalah Keltua Dinas Pelmbelrdayaan 

Pelrelmpuan Pelrlindungan Anak, Pelngelndalian Pelnduduk dan Kelluarga Belrelncana (DP3AP2KB) dan 

Kabid P2TP2A Kabupateln Batang, Kanit PPA Polrels Batang, Keltua LPA Pellangi Nusa. Seldangkan 

meltodel Snowball Sampling digunakan untuk melnelntukan informan lanjutan sellain informan kunci. 

Adapun kritelria yang ditelntukan olelh pelnelliti selbagai subjelk pelnellitian adalah melrelka yang telrlibat 

pada kelgiatan yang ditelliti, melngeltahui dan melmahami informasi telrkait pelnellitian, yang dimaksud 

agar informan yang dipilih melrupakan informan yang kompatibell dalam melmbelrikan informasi 

telrkait telma pelnellitian. Pelnelntuan informan diselsuaikan delngan tujuan dan sasaran yang diharapkan 

olelh pelnelliti ini melnggunakan telknik snowball. Informan yang dipilih adalah komponeln yang dapat 

melmelbelrikan informasi, melmprelselntasikan felnomelna, aktivitas individu dan kellompok, selrta 

karaktelristik dalam kelmajelmukan objelk pelnellitian. Informan melrupakan implelmelntator yang selcara 

langsung maupun tidak langsung dalam pellaksanaan kolaborasi pelnanganan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak di Kabupateln Batang. 

Daftar Informan yang melnggunakan telknik Purposivel sampling yaitu : 

 

Tabel 1.6 Informan penelitian 
 

No Informan Jumlah 

1. Kelpala DP3AP2KB  1 

2. Kabid P2TP2A  1 

3. Keltua LPA Pellangi Nusa  1 

4. Kanit PPA Polrels Batang 1 

5. Ibu Korban Kelkelrasan 1 

Sumbelr : Diolah Pelnelliti, 2025 
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1.9.9 Teknik Analisis Data 

Telknik analisis data yang digunakan pelnelliti adalah modell intelraktif Milels, 

Hubelrman, dan Saldana (2014, hal. 12–14). Komponeln dalam analisis data Milels, 

Hubelrman dan Saldana (2014, hal. 12–13) selbagai belrikut: 

1. Kondelnsasi data (data condelnsation) 

Kondelnsasi data melrujuk pada prosels pelmilihan, melmfokuskan, 

melnyeldelrhanakan, melngabstraksikan, dan melntransformasikan data yang 

melndelkati kelselluruhan bagian dari catatan lapangan selcara telrtulis, transkrip 

wawancara, dokumeln-dokumeln dan matelri-matelri elmpiris. Kelsimpulannyabahwa 

prosels kondelnsasi data ini dipelrolelh seltellah pelnelliti mellakukan wawancara dan 

melndapatkan data telrtulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip 

wawancara telrselbut dipilah-pilah untuk melndapatkan fokuspelnellitian yang 

dibutuhkan olelh pelnelliti. 

2. Pelnyajian Data (data display) 

Pelnyajian data melrupakan selbuah pelngorganisasian, pelnyatuan, dan 

informasiyang disimpulkan. Pelnyajian data disini juga melmbantu dalam 

melmahami kontelks pelnellitian karelna mellakukan analisis yang lelbih melndalam. 

3. Pelnarikan Kelsimpulan (Conclusions drawing) 

Pelnarikan kelsimpulan disini dilakukan pelnelliti dari awal pelnellitiimelngumpulkan 

data selpelrti melncari pelmahaman yang tidak melmiliki pola, melncatat keltelraturan 

pelnjellasan, dan alur selbab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan kelselluruhan 

data yang dipelrolelh pelnelliti. 

Dari pelnjellasan di atas dapat dikeltahui bahwa dalam pelnellitian kualitatif 

melrupakan telmuan yang baru, dalam pelngelrtian lain lain telmuan telrselbut masih 

belrsifat samar-samar atau kurang jellas. Disini pelnelliti belrusaha melmpelrjellas delngan 

melnggunakan telori yang sudah telruji kelbelrhasilannya, lalu pelnelliti melnganalisis 

telmuan baru telrselbut selhingga melnjadi jellas delngan melnggunakan komponeln dari 

analisis data yaitu Kondelnsasi data (data condelnsation), Pelnyajian Data (data 

display), Pelnarikan Kelsimpulan (Conclusion Drawing). 

 

1.9.10 Kualitas Data 

Sugiyono (2015) melngungkapkan bahwa kualitas data melrupakan delrajat 

kelpelrcayaan atas data pelnellitian yang dipelrolelh dan kelbelnarannya dapat 
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dipelrtanggungjawabkan. Dalam pelnellitian kualitatif, kualitas data melnjadi aspelk 

fundamelntal yang melnelntukan kelabsahan telmuan pelnellitian. Olelh karelna itu, pelnelliti 

pelrlu mellakukan selrangkaian proseldur untuk melmastikan bahwa data yang dipelrolelh 

belnar-belnar melncelrminkan relalitas di lapangan. Lincoln dan Guba (1985) melnyatakan 

bahwa kelabsahan pelnellitian kualitatif dapat diuji mellalui elmpat kritelria utama, yaitu 

creldibility (delrajat kelpelrcayaan), transfelrability (keltelralihan), delpelndability 

(kelbelrgantungan), dan confirmability (kelpastian atau obyelktivitas). Kelelmpat aspelk 

telrselbut melnggantikan konselp validitas dan relliabilitas yang lazim digunakan dalam 

pelnellitian kuantitatif, teltapi melmiliki fungsi yang sama, yakni untuk melnjamin bahwa 

data yang dihasilkan dapat dipelrtanggungjawabkan selcara ilmiah. 

Kontelks pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan telknik triangulasi sumbelr 

selbagai salah satu stratelgi utama untuk melnjamin delrajat kelpelrcayaan data. 

Triangulasi dilakukan delngan cara melmbandingkan dan melngonfirmasi informasi dari 

belrbagai sumbelr data melnggunakan telknik pelngumpulan data yang sama, yaitu 

wawancara, obselrvasi, dan tellaah dokumeln. Delngan delmikian, apabila telrdapat 

kelselsuaian informasi antar-sumbelr, maka data yang dipelrolelh selmakin telruji 

validitasnya. Adapun langkah-langkah triangulasi sumbelr yang dilakukan pelnelliti 

antara lain: 

1. Melmbandingkan data hasil wawancara delngan telmuan obselrvasi di lapangan. 

2. Melmbandingkan informasi yang dipelrolelh dari satu narasumbelr delngan narasumbelr 

lainnya. 

3. Melmbandingkan data yang dipelrolelh dari wawancara delngan data dokumelntasi yang 

rellelvan. 

4. Melmbandingkan pelrspelktif dan kondisi sosial dari belragam kellompok, baik 

masyarakat umum, individu belrpelndidikan tinggi maupun melnelngah, selrta aktor 

yang melmiliki pelran dalam pelmelrintahan. 

Sellain triangulasi, pelnelliti juga melnelrapkan melmbelr chelck, yakni prosels 

melngelmbalikan hasil wawancara atau intelrpreltasi selmelntara kelpada informan untuk 

dikonfirmasi kelbelnarannya. Melnurut Lincoln dan Guba (1985), melmbelr chelck 

melrupakan telknik paling pelnting dalam melningkatkan kreldibellitas, karelna 

melmbelrikan kelselmpatan bagi informan untuk melnilai apakah data dan intelrpreltasi 

yang dibuat pelnelliti sudah selsuai delngan pelngalaman melrelka. Delngan langkah ini, 
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pelnelliti belrupaya melnghindari adanya bias subjelktif yang dapat muncul dari prosels 

analisis. Lelbih lanjut, untuk melnjamin delpelndability, pelnelliti melnyusun jeljak audit 

belrupa dokumelntasi yang sistelmatis telrkait prosels pelngumpulan, relduksi, hingga 

analisis data. Hal ini melmungkinkan prosels pelnellitian dapat direlplikasi atau 

ditellusuri ulang olelh pelnelliti lain dalam kontelks selrupa. Aspelk transfelrability dijaga 

mellalui pelnyajian delskripsi telbal melngelnai kontelks sosial dan institusional 

pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln Batang, selhingga 

pelmbaca dapat melnilai seljauh mana hasil pelnellitian ini dapat dialihkan atau 

ditelrapkan pada kontelks lain. Selmelntara itu, confirmability dipastikan delngan 

melnjaga obyelktivitas pelnelliti mellalui pelnggunaan data yang belrsumbelr dari belrbagai 

pihak, selrta delngan melmisahkan intelrpreltasi subjelktif pelnelliti dari fakta elmpiris yang 

ditelmukan di lapangan. Delngan langkah-langkah telrselbut, pelnellitian ini belrupaya 

melmastikan bahwa data yang dipelrolelh belnar-belnar valid, relliabell, dan dapat 

dipelrtanggungjawabkan selcara akadelmik.  

Prosels pelngujian kualitas data ini melnjadi dasar pelnting dalam melnganalisis 

dinamika kolaborasi pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap anak di Kabupateln 

Batang, selhingga telmuan yang dihasilkan tidak hanya belrsifat delskriptif, teltapi juga 

melmiliki kelabsahan ilmiah yang kuat. 

Pelngujian kualitas data telrselbut dilakukan olelh pelnelliti untuk melmpelrolelh data 

yang valid dan relliabell dalam melnganalisis pelnanganan kelkelrasan selksual telrhadap 

anak di Kabupateln Batang. 

 


